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RANGKUMAN EKSEKUTIF

Bersamaan dengan kemajuan pesat di bidang ekonomi yang dicapai dan kemunculannya sebagai
negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia juga mencatat beberapa perkembangan penting
dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Akses terhadap pangan meningkat dan prevalensi
gizi kurang (undernutrition) terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Namun, status gizi
masyarakat Indonesia masih rendah menurut standar internasional dan perbedaan gizi antardaerah
masih tetap besar. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga menyaksikan makin tingginya prevalensi
kelebihan berat badan (overweight) dan obesitas, serta defisiensi mikronutrien (micronutrient
deficiency) di masyarakat. Indonesia menghadapi tiga beban malnutrisi, yaitu gizi kurang yang
berdampingan dengan kelebihan gizi (overnutrition) dan defisiensi mikronutrien. Selain itu, di tengah
upaya mengatasi persoalan-persoalan lama terkait ketahanan pangan dan gizi, Indonesia kini menghadapi
krisis baru yang dipicu oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Oleh karena itu, diperlukan
strategi baru yang lebih baik agar Indonesia mampu mencapai Agenda 2030, khususnya Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG) 2, yang menyebutkan bahwa Indonesia akan memberantas
kelaparan dan mengatasi malnutrisi, serta meningkatkan produktivitas pertanian secara inklusif dan
berkelanjutan paling lambat pada 2030.

Laporan ini merupakan pemutakhiran Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia
Tahun 2014-2015. Penyusunan laporan ini dimulai sejak Agustus 2019 dan diperpanjang sampai
pertengahan Juli 2020 untuk mengupas dampak awal pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan
dan gizi. Laporan ini didasarkan pada data sekunder terbaru yang tersedia, informasi terbaru tentang
kebijakan dan program yang berhubungan dengan ketahanan pangan dan gizi, serta wacana dan isu-
isu terbaru yang muncul, termasuk dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi.
Laporan ini menyajikan (i) informasi terkini tentang kondisi ketahanan pangan dan gizi sejak
dipublikasikannya Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia Tahun 2014-2015,
sebagian besar dengan merujuk pada data mulai 2013 sampai data terkini yang tersedia dan
mencakup tiga dimensi ketahanan pangan (ketersediaan, akses, dan pemanfaatan), tren status gizi,
efek bencana dan perubahan iklim terhadap ketahanan pangan dan gizi, dan tantangan baru dalam
bidang gizi; (ii) analisis atas perkembangan terbaru dalam kebijakan dan program pemerintah dalam
meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, baik di tingkat pusat maupun daerah; (iii) potensi dampak
pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi (sampai Juli 2020); serta (iv) kesimpulan dan
saran terkait tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di
Indonesia.

Analisis situasi menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mencatat beberapa kemajuan penting dalam
meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang
dihadapi. Pertama, peningkatan produksi sebagian komoditas pangan, khususnya beras, belum bisa
mengimbangi kenaikan konsumsi dan kebutuhan akan komoditas ini. Masih tingginya ketergantungan
terhadap impor beras dapat mengancam ketahanan pangan selama krisis akibat pandemi COVID-19.
Kedua, meski prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment) terus
menurun, sekitar 21 juta orang di Indonesia masih memiliki asupan kalori di bawah kebutuhan pangan
minimum pada 2018. Kemiskinan dan relatif tingginya harga pangan terhadap pendapatan masih
menjadi tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam upaya meningkatkan akses pangan. Ketiga,
pola konsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang ideal, dengan karbohidrat masih
mendominasi asupan kalori; konsumsi protein, buah-buahan, dan sayuran masih belum mencukupi;
serta peningkatan konsumsi makanan olahan dan siap saji di perkotaan maupun perdesaan. Keempat,
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meski prevalensi stuntingi , berat badan kurang (underweight), dan wasting” di kalangan anak usia di
bawah 5 tahun menurun sejak 2013, prevalensi gizi kurang masih tinggi menurut standar
internasional. Selain itu, prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas terus meningkat di kalangan
anak usia 6 sampai 12 tahun, remaja, dan orang dewasa. Bukti juga menunjukkan bahwa defisiensi
mikronutrien banyak terjadi meski data yang representatif belum dikumpulkan selama bertahun-
tahun. Krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial dapat
mengikis kemajuan yang telah dicapai selama ini.

Analisis kebijakan menyoroti beberapa perkembangan baru yang penting dan kesenjangan kebijakan
yang ada di bidang ketahanan pangan dan gizi. Indonesia masih harus berjuang mengatasi tantangan
besar dalam meningkatkan keragaman produksi pangan yang dapat mendukung perbaikan gizi
menuju gizi yang lebih seimbang. Fokus pemerintah pada peningkatan produksi beras selama ini
belum mampu memenuhi ambisi untuk mengurangi ketergantungan pada impor secara signifikan. Hal
ini berkontribusi pada kurangnya upaya untuk meningkatkan produksi buah-buahan dan sayuran,
serta sumber protein nabati dan hewani, dengan pengecualian pada ikan. Oleh karena itu, pemerintah
perlu untuk tidak hanya meningkatkan produktivitas tanaman pangan, tetapi juga memberikan
dukungan yang lebih besar pada produksi komoditas pangan yang lebih bervariasi. Selain itu,
pengakuan dan dukungan terhadap peran perempuan dalam pertanian, serta ketahanan pangan dan
gizi perlu ditingkatkan. Pemerintah juga perlu meningkatkan dukungan terhadap perempuan agar
memiliki akses yang lebih baik terhadap peluang usaha di sektor pertanian sehingga dapat mengurangi
kesenjangan gender yang masih ada.

Terkait akses pangan, Indonesia mencatat kemajuan yang signifikan dalam pengembangan skema
perlindungan sosial sebagai sarana untuk memastikan bahwa akses pangan bagi masyarakat miskin
dan rentan sudah memadai. Hal ini penting mengingat harga komoditas pangan, khususnya beras, di
Indonesia masih lebih tinggi daripada harga di pasar internasional. Selain itu, pemerintah juga telah
berupaya memperbaiki skema perlindungan sosial-khususnya Program Sembako dan Program
Keluarga Harapan (PKH)—agar menjadi lebih peka terhadap kebutuhan gizi rumah tangga penerima.
Namun, ada beberapa kendala pelaksanaan yang masih perlu diperhatikan, terutama dalam
meningkatkan kualitas basis data rumah tangga penerima agar program perlindungan sosial dapat
lebih tepat sasaran dan upaya untuk meningkatkan kepekaan program perlindungan sosial dan
bantuan sosial rutin yang diberikan dalam situasi bencana atau krisis terhadap kebutuhan gizi rumah
tangga penerima bantuan.

Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam meningkatkan pemanfaatan pangan. Terkait
keamanan pangan, peraturan yang ada terkait keamanan pangan perlu diperbarui. Kapasitas
organisasi pemantau dan pendidikan keamanan pangan untuk masyarakat juga perlu ditingkatkan.
Untuk meningkatkan keanekaragaman pangan, perumusan skor Pola Pangan Harapan (PPH) perlu
diperbaiki agar dapat menyasar proporsi asupan karbohidrat yang lebih rendah dan proporsi asupan
buah-buahan dan sayuran yang lebih tinggi sesuai dengan panduan gizi seimbang yang dikeluarkan
Kementerian Kesehatan. Terkait upaya untuk meningkatkan gizi, meski telah dilakukan beberapa hal
penting untuk meningkatkan intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik, efektivitas upaya-upaya tersebut

iStunt“ing atau kondisi pendek ditandai dengan kurangnya tinggi/panjang badan menurut umur anak. Kondisi stunting
disebabkan masalah gizi yang berlangsung lama atau masalah gizi kronis (Kementerian Kesehatan, 2019b). Nilai ukurannya
biasanya dinyatakan dalam bentuk z-score tinggi badan per umur (height-for-age z-score, HAZ). Seorang anak disebut
mengalami stunting jika standar deviasi HAZ-nya kurang dari -2 (World Health Organization, 2006).

iiWasting atau kondisi kurus ditandai dengan kurangnya berat badan menurut panjang/tinggi badan anak. Kondisi ini
disebabkan kekurangan makanan atau penyakit infeksi yang terjadi dalam waktu singkat. Karakteristik masalah gizi yang
ditunjukkan oleh balita kurus adalah masalah gizi akut (Kementerian Kesehatan, 2019b). Nilai ukuran wasting biasanya
dinyatakan dalam bentuk z-score berat badan per tinggi badan (weight-for-height z-score, WHZ). Seorang anak disebut
mengalami wasting jika standar deviasi WHZ-nya kurang dari -2 (World Health Organization, 2006).
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perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan semua pemangku kepentingan
di semua tingkat pemerintahan serta membuatnya lebih menyeluruh dan terpadu. Selain itu,
pemerintah perlu pula memberikan perhatian lebih pada ketersediaan data defisiensi mikronutrien
yang dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mengatasi semua aspek dari tiga beban malnutrisi,
seperti melalui fortifikasi pangan.

Dalam hal kelembagaan, pendekatan terbaru yang melimpahkan kepemimpinan kepada wakil
presiden dimaksudkan untuk memperkuat upaya koordinasi untuk meningkatkan gizi, khususnya
terkait penurunan stunting. Usaha untuk mengaitkan aspek produksi, akses, dan pemanfaatan pangan
dari ketahanan pangan dengan upaya perbaikan gizi memang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Oleh karena berbagai kewenangan terkait ketahanan pangan dan layanan gizi sensitif berada di tangan
pemerintah daerah (kabupaten/kota), para pemangku kepentingan perlu bersama-sama berupaya
menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam berbagai tindakan yang efektif di tingkat daerah. Terkait
hal ini, pendekatan terbaru yang telah diambil pemerintah, yaitu penargetan daerah, dan fokus
pemerintah pada pendekatan terpadu terhadap kabupaten/kota dan desa target berpotensi
melahirkan hasil yang lebih efektif.

Pada 2020, tantangan untuk menangani kerawanan pangan dan malnutrisi menjadi makin besar akibat
pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa akibat kontraksi ekonomi
sebesar 2,4% (perbandingan antarkuartal) yang dialami Indonesia pada kuartal pertama 2020, sekitar
1,6 juta penduduk jatuh ke dalam kemiskinan antara September 2019 dan Maret 2020 (Badan Pusat
Statistik, 2020d; 2020e). Pemerintah berupaya menangani hal ini dengan memperluas cakupan
program perlindungan sosial. Namun, persoalannya adalah kurang mutakhirnya basis data rumah
tangga penerima sehingga menimbulkan risiko kegagalan untuk menyasar kelompok-kelompok paling
rentan, seperti rumah tangga berkepala keluarga perempuan dan penyandang disabilitas. Karena
pandemi COVID-19 juga telah memengaruhi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di
bidang kesehatan dan gizi, diperlukan tindakan-tindakan darurat guna memastikan keberlangsungan
layanan-layanan tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, laporan ini mengajukan beberapa saran kepada pembuat kebijakan
untuk mengatasi dampak COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi. Penanggulangan dampak
COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk mengutamakan perspektif jangka pendek guna
memastikan agar pandemi tidak mengikis kemajuan yang telah dicapai selama ini dalam ketahanan
pangan dan gizi dan memastikan Indonesia dapat melanjutkan upaya untuk mencapai TPB/SDG 2 pada
2030. Berikut adalah saran-saran tersebut.

1. Ketersediaan pangan: Pemerintah perlu memantau stok beras secara ketat dan menempuh
kebijakan perdagangan fleksibel yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan
penyesuaian impor pada saat dibutuhkan. Pemerintah juga harus mempertahankan insentif
petani demi menjaga produksi pangan dengan menjamin ketersediaan input produksi,
kelonggaran waktu untuk pelunasan pinjaman, dan akses ke pasar. Peningkatan dalam bidang
transportasi dan sistem rantai pasokan juga diperlukan untuk memastikan komoditas pangan
tetap tersedia di pasaran dengan harga yang tidak naik.

2. Akses pangan: Pemerintah perlu terus memastikan bahwa semua rumah tangga miskin dan
rentan mendapatkan bantuan sosial untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap ketahanan
pangan dan gizi. Upaya untuk memperluas cakupan program perlindungan sosial perlu
melibatkan pemerintah daerah dan lembaga nirlaba atau organisasi masyarakat.

3. Pemanfaatan pangan: Pemerintah perlu memastikan bahwa anak-anak serta ibu hamil dan ibu
menyusui dapat mengakses kembali layanan kesehatan, khususnya di pos pelayanan terpadu
(posyandu) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ditutup dalam beberapa bulan
terakhir karena dampak COVID-19—-tanpa mengorbankan keselamatan tenaga kesehatan atau
pasien yang sehat.

X ]




4.

Gizi: Untuk mencegah meningkatnya prevalensi wasting dan stunting selama krisis yang
ditimbulkan pandemi COVID-19, pemerintah perlu memperluas penyediaan makanan
tambahan, seperti biskuit fortifikasi, untuk membantu anak-anak serta ibu hamil dan ibu
menyusui dari kelompok miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka.

Tindakan yang menyentuh berbagai aspek ketahanan pangan dan gizi diperlukan untuk mengatasi
tidak hanya permasalahan-permasalahan yang sudah ada sejak lama dalam ranah ketahanan pangan
dan gizi tetapi juga tantangan-tantangan baru yang muncul, khususnya terkait dengan timbulnya tiga
beban malnutrisi. Pemerintah harus tetap berada dalam jalur yang benar dan memastikan bahwa
TPB/SDG 2 dapat dicapai paling lambat pada 2030 tanpa seorang pun tertinggal. Oleh sebab itu, kajian
ini mengajukan saran-saran berikut:

1.

Perluas fokus kebijakan untuk menanggulangi bukan hanya stunting melainkan juga tiga
beban malnutrisi. Pemerintah harus memperluas fokus kebijakannya di bidang ketahanan
pangan dan gizi agar tidak hanya terpusat pada persoalan stunting, tetapi juga pada aspek-
aspek lain malnutrisi, khususnya persoalan wasting, obesitas, kelebihan berat badan, dan
defisiensi mikronutrien. Terkait defisiensi mikronutrien, survei yang representatif sangat
diperlukan untuk memberikan dasar pijakan yang bisa digunakan untuk membuat perencanaan
pemberian suplemen dan fortifikasi pangan.

. Galakkan gizi seimbang melalui komunikasi perubahan sosial dan perilaku yang efektif

dengan masyarakat. Untuk menggalakkan gizi seimbang, pemerintah perlu untuk tidak hanya
memperbaiki strategi komunikasi massanya tetapi juga terus mendukung masyarakat dalam
mewujudkan pesan-pesan kampanye tersebut dalam praktik sehari-hari. Misalnya, harga
pangan yang beragam harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, baik secara langsung
maupun melalui kebijakan perlindungan sosial.

. Tingkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang beragam melalui pengembangan sistem

pangan yang beragam, tahan terhadap guncangan iklim, dan peka terhadap kebutuhan gizi.
Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan dan akses pangan yang beragam dengan
mengembangkan sistem pertanian yang beragam dan peka terhadap kebutuhan gizi serta tahan
terhadap guncangan iklim. Akses terhadap pangan yang beragam juga dapat ditingkatkan
dengan memperbaiki keterjangkauan pangan dalam masyarakat.

Pastikan bahwa program perlindungan sosial benar-benar menyasar pihak yang paling
membutuhkan sehingga tidak ada yang tertinggal. Secara keseluruhan, pendanaan untuk
program perlindungan sosial terbatas; oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa
kesalahan dalam memasukkan dan mengeluarkan penerima manfaat sedapat mungkin dicegah
dan membuat program tersebut lebih peka gender dan penyandang disabilitas, gizi sensitif, dan
adaptif terhadap guncangan.

Pastikan pemanfaatan pangan yang tepat. Karena hanya tubuh yang sehat yang dapat
menyerap kandungan nutrisi pangan yang beragam dengan baik, akses terhadap air bersih dan
sanitasi (termasuk fasilitas toilet) masih perlu diperluas, khususnya untuk kelompok masyarakat
miskin dan rentan. Jaminan layanan kesehatan, khususnya untuk anak-anak serta ibu hamil dan
ibu menyusui, juga harus dipastikan cakupannya bagi kelompok-kelompok ini.

. Atasi ketimpangan gender untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Pemerintah perlu

mengatasi berbagai masalah yang berkontribusi terhadap ketimpangan gender yang
berkesinambungan dan makin buruk, serta membantu perempuan agar memiliki akses yang
lebih baik terhadap informasi tentang gizi dan pola pangan yang beragam, sarana produksi dan
pemasaran pertanian, layanan kesehatan, perlindungan sosial, akses pendidikan, dan peluang
ekonomi secara umum.

. Perkuat sistem pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan kebijakan dan program

pemerintah di bidang ketahanan pangan dan gizi. Pemerintah harus memperkuat sistem
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pemantauan dan evaluasi mereka dalam bidang ketahanan pangan dan gizi. Pemantauan dan
evaluasi yang ketat harus dilakukan dan mekanisme yang tepat harus ditetapkan demi
memastikan bahwa hasil pemantauan dan evaluasi akan menghasilkan perbaikan kebijakan dan
program.

. Perkuat tata kelola ketahanan pangan dan gizi atau sistem pangan secara keseluruhan dengan

membentuk lembaga koordinasi kebijakan yang efektif. Pemerintah perlu meningkatkan tata
kelola ketahanan pangan dan gizi dengan memperkuat koordinasi kebijakan ketahanan pangan
dan gizi di bawah kantor wakil presiden (Stranas Stunting). Lembaga ketahanan pangan dan gizi
yang efektif sangat diperlukan untuk mengatur dan mengoordinasikan kerja-kerja beragam
pemangku kepentingan yang berbeda di bidang ketahanan pangan dan gizi.




PENDAHULUAN

Indonesia menjelma menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas dengan pendapatan per kapita
nasional bruto (PPNB) sebesar US$4,050 pada 2019 (World Bank, 2020a).1 Dalam satu dekade terakhir,
Indonesia mencatat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 5% per tahun. Salah satu hasilnya, Indonesia
berhasil secara stabil menurunkan kemiskinan dari 14,1% pada 2009 menjadi 9,2% pada 2019 (Badan
Pusat Statistik, 2010; 2020e), dan sedikit mengurangi ketimpangan ekonomi dari puncaknya sebesar 4,1
(rasio Gini) pada 2014 menjadi 3,82 pada 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020b). Pertumbuhan ekonomi
juga berkontribusi terhadap makin besarnya kelompok kelas menengah. Menurut estimasi Bank Dunia,
satu dari setiap lima penduduk Indonesia (sekitar 52 juta orang) menjadi bagian dari kelompok ini pada
2017 (World Bank, 2017). Indonesia juga mencatat perkembangan penting dalam pembangunan
manusia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat cukup signifikan dari 0,67 pada 2010
menjadi 0,71 pada 2018 (United Nations Development Programme, 2019: 301).

Seiring perkembangan ekonomi tersebut, Indonesia berhasil meraih kemajuan penting dalam
peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Akses terhadap pangan meningkat dan prevalensi gizi kurang
(undernutrition) menurun beberapa tahun terakhir. Namun, status gizi masyarakat Indonesia masih
rendah menurut standar internasional dan variasinya tetap besar antardaerah. Banyak penduduk
masih menghadapi risiko kelaparan dan malnutrisi. Menurut 2018 Global Nutrition Report, Indonesia
adalah satu dari tiga negara dengan jumlah anak dengan kondisi kurus (wasting?) (Development
Initiatives, 2018: 35).3 Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, 10,2% anak usia di
bawah 5 tahun di Indonesia mengalami wasting dan 30,8% berkondisi pendek (stunting *)
(Kementerian Kesehatan, 2019a). Prevalensi stunting terendah dilaporkan di Gianyar, Provinsi Bali
(12%), sementara prevalensi stunting tertinggi ditemukan di Nias, Provinsi Sumatra Barat (61%)
(Badan Pusat Statistik, 2019e). Dalam waktu yang sama, Indonesia juga menyaksikan kian besarnya
tingkat kelebihan berat badan (overweight) dan obesitas, serta defisiensi mikronutrien (micronutrient
deficiency). Dengan demikian, Indonesia menghadapi tiga beban malnutrisi, yakni gizi kurang
berdampingan dengan kelebihan gizi (overnutrition) dan defisiensi mikronutrien.

Di tengah upaya yang sudah berlangsung lama dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, Indonesia
kini juga menghadapi krisis yang belum pernah ada sebelumnya, yakni krisis yang disebabkan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pandemi ini berkonsekuensi terganggunya kondisi
perekonomian Indonesia dengan jatuhnya perdagangan barang dan jasa, hilangnya pekerjaan dan
penghasilan, serta turunnya produk dalam negeri. Yang lebih parah, seiring dengan menyebarnya virus

PNB per kapita Indonesia meningkat dari US$2,150 pada 2009 menjadi US$4,050 pada 2019 (World Bank, 2020).

2Wasting atau kondisi kurus ditandai dengan kurangnya berat badan menurut panjang/tinggi badan anak. Kondisi ini
disebabkan kekurangan makanan atau penyakit infeksi yang terjadi dalam waktu singkat. Karakteristik masalah gizi yang
ditunjukkan oleh balita kurus adalah masalah gizi akut (Kementerian Kesehatan, 2019b). Nilai ukuran wasting biasanya
dinyatakan dalam bentuk z-score berat badan per tinggi badan (weight-for-height z-score, WHZ). Seorang anak disebut
mengalami wasting jika standar deviasi WHZ-nya kurang dari -2 (World Health Organization, 2006).

3Menurut 2018 Global Nutrition Report, tiga negara dengan jumlah anak dengan kondisi kurus (wasting) tertinggi adalah
India (25,5 juta), Nigeria (3,4 juta), dan Indonesia (3,3 juta). Namun, perlu diperhatikan bahwa angka tersebut diproyeksikan
berdasarkan hasil Riskesdas 2013 (Food and Agriculture Organization et al., 2017: 126).

4Stunting atau kondisi pendek ditandai dengan kurangnya tinggi/panjang badan menurut umur anak. Kondisi stunting
disebabkan masalah gizi yang berlangsung lama atau masalah gizi kronis (Kementerian Kesehatan, 2019b). Nilai ukurannya
biasanya dinyatakan dalam bentuk z-score tinggi badan per umur (height-for-age z-score, HAZ). Seorang anak disebut
mengalami stunting jika standar deviasi HAZ-nya kurang dari -2 (World Health Organization, 2006).
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COVID-19, perekonomian Indonesia menjadi makin lemah akibat tindakan-tindakan yang diambil untuk
mencegah penularan virus tersebut. Akibat belum tersedianya vaksin saat ini, virus ini berpotensi
berpengaruh buruk terhadap kondisi kesehatan dan sosial-ekonomi dan, oleh karenanya, juga
berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan dan gizi sebagian besar penduduk dan menggerus
perkembangan yang telah dicapai sejauh ini. Diperlukan strategi-strategi baru untuk memastikan bahwa
Agenda 2030, khususnya terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) No. 2 (TPB/SDG 2), akan
tercapai.

Laporan ini merupakan pemutakhiran terhadap Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di
Indonesia Tahun 2014-2015 yang ditulis pada saat Pemerintah Indonesia membuat komitmen kuat
terhadap formulasi dan pencapaian target-target TPB/SDGs, termasuk mengembangkan peta jalan
untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pemutakhiran ini dilakukan dengan mempertimbangkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta dampak kesehatan dan
sosial-ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang saat ini tengah melanda Indonesia.
Berdasarkan data dan analisis terbaru yang tersedia, serta perkembangan terbaru di bidang kebijakan
dan program terkait ketahanan pangan dan gizi, pemutakhiran tinjauan strategis ini mengidentifikasi
kemajuan dan tantangan yang muncul serta memberikan analisis penanggulangannya, termasuk
terhadap tantangan baru yang ditimbulkan oleh dampak pandemi COVID-19. Laporan ini bertujuan
memberikan masukan untuk mempertajam fokus kebijakan Pemerintah Indonesia.

Pemutakhiran Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia Tahun 2014-2015 ini
bertujuan memberikan gambaran dan analisis yang komprehensif dan terperinci tentang kondisi
ketahanan pangan dan gizi sejak 2015 dalam konteks Agenda 2030, khususnya terkait TPB/SDG 2 dan
dampak terkini krisis pandemi COVID-19 yang berubah dengan cepat.

Tinjauan ini memiliki empat tujuan berikut:

1. Menunjukkan kondisi terkini dan kemajuan yang dicapai oleh rencana, program, dan inisiatif
kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dalam upaya mencapai ketahanan pangan dan gizi
berkelanjutan.

2. Mengidentifikasi celah yang ada pada kebijakan, strategi, ketersediaan dan analisis data, dan
program pemerintah, serta merekomendasikan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan
ketahanan pangan dan gizi.

3. Memberikan gambaran umum tentang tindakan yang diperlukan untuk mempercepat
kemajuan dalam pencapaian TPB/SDG 2 paling lambat pada 2030, dengan premis “tak ada
seorang pun yang tertinggal.”

4. Menilai dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi, mengidentifikasi
celah pada respons pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, dan merekomendasikan
intervensi yang diperlukan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan
pangan dan gizi.

Analisis terhadap kondisi ketahanan pangan dan gizi nasional di Indonesia mencakup empat aspek
utama: analisis situasi, analisis respons, analisis kesenjangan, dan saran tindakan untuk menutup
kesenjangan (Gambar 1).
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Gambar 1. Ruang lingkup tinjauan strategis ketahanan pangan dan gizi di Indonesia

Pemutakhiran Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia Tahun 2014-2015 (SMERU,
UKP4, dan WFP, 2014) ini memberikan analisis berdasarkan sumber-sumber berikut.

1. Data sekunder terbaru yang tersedia, termasuk Riskesdas 2018 dari Kementerian Kesehatan
(Kemenkes); data pola konsumsi dari BPS dan Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian
Pertanian (Kementan); dan data lain yang relevan. Selain data nasional, studi ini juga
mengeksplorasi data di tingkat daerah, khususnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan
Provinsi Jawa Timur. Provinsi pertama dipilih untuk penelitian karena memiliki prevalensi
stunting tertinggi, sedang provinsi kedua mewakili daerah dengan prevalensi stunting sedang
menurut hasil Riskesdas 2018. Selain itu, kedua provinsi ini dapat memberikan informasi
tentang variasi tantangan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di dalam maupun
luar pulau Jawa.

2. Pemutakhiran terhadap kebijakan dan program terkait yang telah disertakan dalam Tinjauan
Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia Tahun 2014-2015 serta kebijakan dan
program pasca-2015 yang mencakup kebijakan dan program yang dirumuskan oleh Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah di Provinsi NTT dan Provinsi Jawa Timur.

3. Wacana terbaru dan isu-isu yang muncul terkait ketahanan pangan dan gizi dari perspektif
pemerintah di berbagai lapisan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) dan lembaga
nonpemerintah, serta akademisi dan lembaga lain yang terkait.

Informasi tersebut dikumpulkan dari tinjauan literatur dan dokumen, analisis data sekunder,
wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus dengan pengambil kebijakan dan para ahli di
bidang ketahanan pangan dan gizi di tingkat nasional serta daerah (di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi
NTT). Penyusunan tinjauan ini dimulai pada akhir September 2019 dan sebagian besar wawancara dan
diskusi diadakan sampai akhir Desember 2019. Data tambahan dikumpulkan selama pandemi COVID-
19 mulai Maret sampai Juli 2020.

Kerangka analisis secara umum mengikuti kerangka analisis ketahanan pangan dan gizi yang
dikembangkan International Food Policy Research Institute (IFPRI) dan World Food Programme (WFP)
(Ecker dan Breisinger, 2012; World Food Programme, 2009). Sebagaimana dapat dilihat pada diagram
berikut (Gambar 2), kerangka tersebut memandang status ketahanan pangan dan gizi individu atau
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rumah tangga dari perspektif ketahanan pangan dan gizi yang lebih luas, bukan hanya meliputi asupan
dan akses pangan individu dan rumah tangga, melainkan juga kondisi makroekonomi dan berbagai
kebijakan dan program, serta guncangan yang mungkin memengaruhi asupan dan akses pangan individu
dan rumah tangga. Dengan demikian, meski mutlak dibutuhkan, asupan dan akses pangan pada tingkat
individu dan rumah tangga tidak cukup untuk menjaga status ketahanan pangan dan gizi penduduk
karena faktor-faktor lain juga turut berperan. Meskipun demikian, analisis yang disajikan dalam laporan
ini berfokus pada isu-isu terpilih yang berkaitan erat dengan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat
individu dan rumah tangga. Selain ketersediaan pangan, analisis tersebut juga mencakup kondisi akses
dan asupan pangan pada tingkat individu dan rumah tangga, kondisi gizi terkini, dan tata kelola serta
lembaga pada tingkat makronasional yang bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan dan gizi.
Terkait kebijakan dan program, analisis ini mengkaji ketahanan sosial dan pangan, serta kesehatan dan
gizi. Terkait guncangan, studi ini berfokus pada bencana dan perubahan iklim, serta pandemi COVID-19.

Pembangunan Ekonomi & Sosial dan
Kebijakan & Kapasitas & Produktivitas Manusia Guncangan

program
—I Status panian dan gizi |—
Kesehatan & < Asupan o > Status Penyakit &
glzi - g pangan kesehatan — epidemi
3 T
S o
75 8 Akses »u
EC Akses terhadap
Ketahanan £ terhadap € Jayanan Bencana &
sosial & ¥ £ pangan kesehatan & < konflik
pangan s \/ -
Aset, modal, dan informasi

x

Stabilitas Pertumbuhan  Belanja Tata
makroekonomi & distribusi  publik & kelola & <
ekonomi investasi lembaga

Krisis
— ekonomi &
perubahan iklim

Perekonomian T

Makro:
perekonomian
& negara

Sektor utama: pertanian, perdagangan,
kesehatan, pendidikan, sosial

Gambar 2. Kerangka analisis tinjauan strategis ketahanan pangan dan gizi di
Indonesia
Sumber: Ecker dan Breisinger, 2012; dan World Food Programme, 2009.

Laporan ini disajikan dalam lima bab. Bab 1 menyajikan latar belakang, tujuan, dan metodologi studi.
Bab 2 memaparkan kondisi mutakhir ketahanan pangan dan gizi sejak Tinjauan Strategis Ketahanan
Pangan dan Gizi di Indonesia Tahun 2014-2015, sebagian besar dengan mengacu pada data mulai
2013 sampai data terbaru yang tersedia. Bab ini mencakup tiga dimensi ketahanan pangan, yaitu
perkembangan status gizi, pengaruh bencana dan perubahan iklim terhadap ketahanan pangan dan
gizi, dan tantangan baru di bidang gizi. Bab 3 menyajikan analisis atas perkembangan terakhir dalam
kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di tingkat pusat dan
daerah. Bab 4 mendeskripsikan potensi dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan
gizi berdasarkan kondisi sampai Juli 2020. Terakhir, Bab 5 menutup laporan ini dan memberikan saran
terkait tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia.
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ll. ANALISIS KONDISI KETAHANAN PANGAN
DAN GIZI

Bab ini memberikan gambaran umum kondisi ketahanan pangan dan gizi terkini di Indonesia. Bab ini
dimulai dengan membahas perkembangan yang telah diraih Indonesia dalam meningkatkan
ketahanan pangan. Sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari World Food Summit yang telah
diterima secara luas, bab ini berfokus pada tiga dimensi ketahanan pangan, yakni ketersediaan, akses,
dan pemanfaatan pangan (Food and Agriculture Organization, 2006). Selain itu, bab ini juga menyoroti
perkembangan yang telah dicapai Indonesia dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan
taraf peningkatan akses ke pangan yang telah dicapai sejak 2013. Bab ini juga membahas beberapa
kondisi yang mungkin memengaruhi pemanfaatan pangan dan sejauh mana kondisi tersebut telah
dapat ditingkatkan. Terkait gizi, bab ini mengamati perkembangan yang dicapai dalam menurunkan
prevalensi gizi kurang serta tantangan yang dihadapi dalam mengatasi gizi lebih dan defisiensi
mikronutrien. Terakhir, bab ini membahas beberapa tantangan baru dalam meningkatkan ketahanan
pangan dan gizi.

2.1.1 Produksi Pangan

Indonesia telah berhasil meningkatkan produksi beberapa komoditas pangan. Sejak 2013 hingga 2019,
produksi jagung meningkat hampir dua kali lipat dari 18,5 juta ton menjadi 33 juta ton per tahun;
produksi gula menurun, sedangkan produksi kedelai dan daging sapi stagnan (Lampiran 1). Sementara
untuk beras, tren produksi antara 2013 dan 2019 cukup sulit dihitung karena BPS mengubah metode
estimasi yang digunakan untuk menghitung produksi beras pada 2018.% Namun, tren produksi beras
masih bisa dinilai dengan membedakan perkembangan produksinya ke dalam dua periode, yakni
2013-2017 dan 2018-2019. Produksi beras meningkat dari 41,43 juta ton gabah pada 2013 menjadi
47,17 juta ton pada 2017 tetapi kemudian menurun dari 33,94 juta ton pada 2018 menjadi 31,31 juta
ton pada 2019. Sejalan dengan tren ini, produktivitas beras (nongabah) meningkat dari 5 ton/hektare
(ha) pada 2010 menjadi 5,34 ton/ha pada 2015 tetapi kemudian turun menjadi 5,2 ton/ha pada 2018
dan 5.1 ton/ha pada 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020c).

Menurut Kementan, sebuah negara dapat disebut berhasil dalam swasembada jika rasio
ketergantungan impornya tidak melebihi 10% konsumsi domestik. Berdasarkan kriteria ini, Indonesia
dapat dianggap berhasil dalam swasembada beras. Kecuali pada 2018, saat rasio ketergantungan
impor beras negara ini mencapai angka agak tinggi sebesar 6,2%, rata-rata hanya sekitar 2,3%
konsumsi beras dalam negeri selama periode 2013-2019 berasal dari impor. Karena besarnya jumlah
penduduk Indonesia dan tingginya ketergantungan masyarakat pada beras sebagai makanan pokok,
antara 2013 dan 2019 Indonesia harus mengimpor rata-rata 0,9 juta ton gabah setiap tahun dari pasar
beras internasional yang relatif terbatas; dan Indonesia harus bersaing dengan banyak negara
pengimpor lain.

SUntuk memperkirakan produksi beras, Kementan menggunakan dua sumber informasi: produktivitas beras dan data luas
sawah. Metode ini telah dikritik khususnya karena data tentang luas sawah sering kali didasarkan pada estimasi
menggunakan penglihatan. Untuk mengatasi kritik ini, pada 2018 BPS memperkenalkan metode baru yang menggunakan
pencitraan satelit untuk memperkirakan luas sawah.
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Relatif besarnya ketergantungan pada impor beras untuk memenuhi permintaan dalam negeri ini
menimbulkan kekhawatiran besar pada masa krisis akibat pandemi COVID-19. BPS menunjukkan
bahwa dalam kuartal pertama 2020, menurut perbandingan antartahun, produksi pangan di Indonesia
mengalami kontraksi sebesar 10%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan musim kemarau yang
berkepanjangan pada tahun sebelumnya sehingga periode panen padi tergeser ke kuartal kedua 2020.
Beberapa wilayah Indonesia mungkin menghadapi musim kemarau yang lebih kering dari biasanya
pada tahun ini dan hal ini berpotensi memengaruhi produksi beras pada musim tanam kedua.
Menurut beberapa ahli pertanian, Indonesia mungkin perlu mengimpor sekitar 2 juta ton (gabah)
beras tahun ini (Hartomo, 2020). Sejauh ini (Juli 2020), harga beras internasional masih stabil.

Sementara untuk daging sapi, gula, dan kedelai, Indonesia masih tetap bergantung pada impor (Badan
Ketahanan Pangan, 2018: 25). Untuk daging sapi, rasio ketergantungan impor Indonesia naik dari 9,1%
dari total konsumsi dalam negeri pada 2013 menjadi 34,7% pada 2019, sementara ketergantungan
pada impor gula meningkat dari 57,4% dari total konsumsi dalam negeri menjadi 65% selama periode
yang sama. Demikian juga halnya, tidak terjadi peningkatan signifikan dalam produksi kedelai.
Ketergantungan Indonesia pada impor kedelai naik dari 69,7% dari konsumsi dalam negeri pada 2013
menjadi 88,1% pada 2019 (Lampiran 1).

Beberapa laporan juga menyatakan bahwa produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kenaikan
permintaan buah dan sayuran. Permintaan per kapita untuk buah naik sebesar 2,9% setiap tahun
antara 2000 dan 2015, sementara permintaan per kapita untuk sayuran tumbuh sebesar 2,4% per
tahun selama periode yang sama (Asian Development Bank, 2019: 35). Namun, pertumbuhan rata-
rata produksi buah dalam negeri hanya sebesar 2% setiap tahunnya, naik dari 18,3 juta ton pada 2013
menjadi 19,6 juta ton pada 2018. Akibatnya, impor buah naik dari 0,5 juta ton pada 2013 menjadi
hampir 0,7 juta ton pada 2018. Produksi sayuran juga mengalami tren serupa. Meski produksi dalam
negeri naik dari 11,6 juta ton pada 2013 menjadi 12,5 juta ton pada 2018, impor sayuran naik dari 0,8
juta ton menjadi 0,9 juta ton dalam periode yang sama (Badan Pusat Statistik, 2019b; 2019c;
Kementerian Pertanian, 2018).

Ketersediaan protein dari sumber-sumber dalam negeri selain daging sapi mengalami tren
peningkatan. Ketersediaan ikan di Indonesia meningkat sekitar 15% dalam periode 2014-2018, atau
rata-rata sebesar 3,6% per tahun. Produksi telur naik kurang lebih 2,6% per tahun antara 2015 dan
2019, meningkat dari 1,9 juta ton menjadi 2,4 juta ton. Sementara itu, antara 2013 dan 2019, produksi
daging ayam meningkat rata-rata 16% per tahun. Produksi daging ayam naik dari 1,5 juta ton menjadi
3,5 juta ton per tahun dalam periode ini. Namun, meski ketersediaan ikan dan produksi telur dan
daging ayam mengalami peningkatan, pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan untuk
memastikan ketersediaan pangan yang beragam. Diperlukan sistem produksi pertanian beragam
untuk mencapai tujuan ini.

2.1.2 Akses Pangan

Akses pangan telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Rata-rata konsumsi kalori harian naik
dari 2.004 kilokalori (kkal) per kapita pada 2015 menjadi 2.165 kkal per kapita pada 2018 (Badan
Ketahanan Pangan, 2019: 25). Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2018 menunjukkan bahwa
jumlah kabupaten/kota yang dianggap “tahan pangan” meningkat antara 2015 dan 2018 (Badan
Ketahanan Pangan, 2018: xvi). Meskipun demikian, lebih dari 20 juta penduduk Indonesia masih
menghadapi risiko kelaparan. Menurut BPS, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence
of undernourishment) yang didefinisikan sebagai “asupan kalori di bawah kebutuhan minimum energi
makanan” turun dari 16,5% pada 2011 menjadi 7,9% pada 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018b). Jumlah
penduduk yang mengalami gizi kurang turun dari 39,8 juta pada 2011 menjadi 21 juta pada 2018.
Menurut Indeks Kelaparan Global-yang mengukur multidimensi kelaparan dengan menggabungkan

6 ]




gizi kurang, stunting, wasting, dan mortalitas anak—proporsi penduduk berisiko kelaparan di Indonesia
turun dari 9,1% pada 2011-2013 menjadi 8,3% pada 2016-2018, atau berkurang dari 22,3 juta
menjadi 21,7 juta penduduk (von Grebmer et al., 2019: 52; von Grebmer et al., 2014: 41).

Kemiskinan dan relatif tingginya harga pangan dibanding pendapatan tetap menjadi tantangan utama
dalam upaya meningkatkan akses pangan. Meski telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir,
sekitar 9,8% penduduk, atau 26,4 juta jiwa, berada di bawah garis kemiskinan nasional pada 2020°
(Badan Pusat Statistik, 2020e). Kemiskinan berkorelasi erat dengan kerawanan pangan. ValeSova et al.
(2017) menemukan bahwa petani kecil, buruh tani, dan nelayanlah yang menjadi kelompok paling
menderita karena kelaparan (ValeSova et al., 2017: 922).

Harga beras di Indonesia dianggap tinggi menurut standar internasional, meski pemerintah telah
mengalokasikan subsidi pupuk dalam jumlah besar untuk produsen beras. Sejak 2010, harga beras
dalam negeri lebih tinggi daripada harga beras di pasar internasional. Pada 2017, misalnya, rata-rata
harga beras kualitas sedang di pasar internasional adalah sekitar Rp6.000 per kilogram (kg), tetapi
harga rata-rata dalam negeri sudah mencapai di atas Rp10.000 per kg (Asian Development Bank, 2019:
22). Harga beras berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan kerawanan pangan karena belanja
pangan merupakan bagian penting dari pengeluaran rumah tangga miskin dan beras menjadi bagian
penting dari belanja pangan secara keseluruhan di rumah tangga tersebut (Patunru dan liman, 2019:
8). Sementara 57% pengeluaran rumah tangga di Indonesia dihabiskan untuk pangan (Badan
Ketahanan Pangan, 2019: 44), rumah tangga rawan pangan ! membelanjakan sebanyak 69%
pengeluaran mereka untuk pangan (Lampiran 2). Harga beras yang lebih rendah akan membantu
meningkatkan akses pangan kelompok paling miskin.

Beberapa bukti menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah meningkatkan jumlah penduduk miskin
di negaraini. BPS menunjukkan bahwa seiring dengan terjadinya kontraksi ekonomi sebesar 1,3% yang
dialami Indonesia pada kuartal pertama 2020, tingkat kemiskinan meningkat dari 9,2% menjadi 9,8%
antara September 2019 dan Maret 2020. Jumlah penduduk miskin naik sebesar 1,6 juta jiwa, yaitu
meningkat dari 24,8 juta jiwa menjadi 26,4 juta jiwa dalam periode tersebut (Badan Pusat Statistik,
2020e). Akan ada lebih banyak penduduk yang mungkin jatuh ke jurang kemiskinan dan berisiko
masuk ke dalam kelompok rawan pangan jika pandemi ini berlangsung lebih lama dan memengaruhi
perekonomian secara lebih parah. Menurut Suryahadi, Izzati, dan Suryadarma (2020), COVID-19 dapat
meningkatkan jumlah penduduk miskin sekitar 1.3 juta sampai 19,7 juta penduduk, tergantung pada
tingkat keparahan kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini. Oleh karena itu, upaya-upaya
untuk meningkatkan akses pangan masyarakat, khususnya selama pandemi dan beberapa waktu
sesudahnya, perlu mempertimbangkan tidak hanya keterjangkauan harga pangan, melainkan juga
daya beli penduduk miskin dan rentan.

2.1.3 Asupan Pangan

Walau konsumsi karbohidrat berbiaya rendah diharapkan turun seiring dengan kenaikan pendapatan,
karbohidrat tetap mendominasi asupan kalori sebagian besar penduduk Indonesia meski PNB per kapita
terus mengalami peningkatan dalam satu dasawarsa terakhir. Konsumsi beras tetap tinggi di negara ini.
Penurunan konsumsi beras hanya teramati pada kategori pendapatan tertinggi tetapi tidak teramati

5BPS mendefinisikan garis kemiskinan dengan jumlah uang yang diperlukan untuk mendapatkan minimal 2.100 kalori per
hari dan barang nonpangan lain yang dibutuhkan. Per Maret 2020, garis kemiskinan Indonesia tercatat pada Rp454.652 per
kapita per bulan (Badan Pusat Statistik, 2020a).

"Rumah tangga rawan pangan didefinisikan sebagai rumah tangga memiliki asupan kalori kurang dari 80% dari standar
nasional (2.150 kkal/kapita/hari) dan menghabiskan lebih dari 60% pengeluaran rumah tangganya untuk makanan (Maxwell
et al., 2000).
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pada kategori lainnya (Arifin et al., 2018). Rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun bahkan sedikit
naik dari 96,3 kg pada 2013 menjadi 97,1 kg pada 2018 (Badan Ketahanan Pangan, 2019: 5). Selama
periode yang sama, rata-rata konsumsi tepung gandum per kapita per tahun juga naik dari 10,1 kg
menjadi 18,1 kg (Badan Ketahanan Pangan, 2019: 5). Akibatnya, asupan beras dan serealia lain
menyumbang kurang lebih 65,7% dari total asupan kalori penduduk Indonesia pada 2018. Angka ini jauh
lebih tinggi daripada angka rujukan sebesar 50% yang direkomendasikan Pola Pangan Harapan (PPH?)
Indonesia (Badan Ketahanan Pangan, 2019: 1), padahal angka rujukan PPH ini sudah jauh lebih tinggi
daripada standar internasional.

Konsumsi ikan dan daging juga meningkat selama periode 2013-2018. Konsumsi ikan yang menjadi
sumber protein paling penting mengalami sedikit peningkatan dari 19,5 kg per kapita per tahun pada
2013 menjadi 20,7 kg per kapita per tahun pada 2018. Kenaikan konsumsi daging lebih tinggi daripada
konsumsi ikan. Selama 2013-2018, konsumsi daging unggas per kapita per tahun naik dari 5,0 kg
menjadi 7,2 kg dan konsumsi daging sapi dari 1,3 kg menjadi 4,5 kg (Badan Ketahanan Pangan, 2019:
8). Meskipun demikian, ketimpangan terjadi antarkelompok pendapatan. Pada 2017, konsumsi
protein pada kelompok berpenghasilan tertinggi (kuintil kelima) mencapai 84,1 gram per kapita per
hari. Namun, di antara kelompok kuintil terendah, angkanya hanya sebesar 45,7 gram per kapita per
hari (Arifin et al., 2018). Konsumsi daging di Indonesia juga masih lebih rendah daripada di negara-
negara Asia Tenggara lainnya. Proporsi asupan energi dari daging di Indonesia (1,5%) bahkan lebih
rendah daripada di negara-negara dengan PNB per kapita lebih rendah, seperti Kamboja (3,2%)
(Mathijs, 2015: 115).

Konsumsi buah dan sayuran yang dibutuhkan untuk menjaga gizi yang sehat dan seimbang juga rendah
di Indonesia. Menurut World Health Organization (WHO), seseorang dianggap memiliki asupan buah
dan sayuran yang cukup jika ia makan lebih dari lima porsi buah dan sayuran per hari (World Health
Organization, 2020b). Namun, Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa hanya 4,6% penduduk usia 5 tahun
ke atas yang mengonsumsi cukup buah dan sayuran. Sebagian besar responden (66,5%) menyatakan
bahwa mereka hanya mengonsumsi satu atau dua porsi buah dan sayuran per hari (Kementerian
Kesehatan, 2019a: 311). Pada 2013, sekitar 93,5% penduduk usia 5 tahun ke atas tidak memenubhi
standar konsumsi buah dan sayuran harian (Kementerian Kesehatan, 2013: 12). Proporsi ini naik jauh
lebih tinggi menjadi 95,4% pada 2018 (Kementerian Kesehatan, 2019a: 313).

Namun, telah terjadi perubahan besar pada pola pengeluaran untuk pangan. Porsi pengeluaran untuk
makanan siap saji naik cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir (Sukmana, 2019). Badan Pusat
Statistik (2013; 2019a) menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran untuk makanan siap saji naik dari
25,9% dari total belanja pangan pada 2013 menjadi 34% pada 2019. Kenaikan ini terjadi seiring dengan
makin berkurangnya pengeluaran untuk beras dan serealia (dari 16,3% menjadi 11%), sayuran (dari
8,7% menjadi 7,3%), telur dan susu (dari 6% menjadi 5,7%), buah-buahan (dari 4,6% menjadi 4,5%),
minyak dan lemak (dari 3,2% menjadi 2,3%), bahan minuman (dari 3,8% menjadi 3,1%), kacang-
kacangan (dari 2,6% menjadi 1,9%) dan tembakau dan sirih (dari 12,3% menjadi 11,7%). Hanya porsi
belanja daging dan umbi-umbian yang mengalami sedikit kenaikan selama periode ini. Sejalan dengan
makin meningkatnya konsumsi daging sapi dan unggas, proporsi pengeluaran untuk daging naik dari
3,7% pada 2013 menjadi 4,7% pada 2019. Sementara itu, proporsi pengeluaran untuk umbi-umbian
mengalami sedikit kenaikan dari 0,9% pada 2013 menjadi 1,1% pada 2019.

Gambar 3 menunjukkan bahwa perubahan dalam pola pengeluaran untuk pangan terjadi pada rumah
tangga perkotaan maupun perdesaan. Sebuah kajian tentang asupan energi siswa sekolah menengah
pertama di Semarang, Jawa Tengah menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi makanan cepat saji,
seperti ayam goreng, ditemukan tidak hanya pada siswa yang tinggal di wilayah perkotaan melainkan

8sebuah indikator yang mengukur tingkat keragaman pangan yang disarankan.




juga mereka yang tinggal di wilayah perdesaan (Dwiningsih dan Pramono, 2013: 237). Meski proporsi
pengeluaran rumah tangga yang dikeluarkan untuk makanan siap saji lebih tinggi pada rumah tangga
perkotaan pada 2019, pertumbuhan proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan siap saji justru
lebih tinggi di kalangan rumah tangga perdesaan. Selama lima tahun terakhir, porsi pengeluaran untuk
makanan siap saji di antara rumah tangga perdesaan naik sebesar 10,88 poin persentase, yakni lebih
tinggi daripada kenaikan pengeluaran untuk konsumsi makanan siap saji pada rumah tangga
perkotaan (8,9 poin persentase). Namun, kian menurunnya peran beras pada pengeluaran rumah
tangga untuk pangan tidak selalu menunjukkan peningkatan keragaman gizi penduduk, mengingat
konsumsi makanan siap saji meningkat cukup signifikan sejak 2013. Sayangnya, statistik yang tersedia
tidak mengungkap komposisi gizi dalam makanan siap saji. Namun, dari perspektif ketahanan pangan
dan gizi yang lebih luas, hasil tinjauan ini menyarankan agar kebijakan atau program untuk
meningkatkan pola gizi masyarakat menjangkau wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pemerintah
juga harus memberikan perhatian yang lebih besar pada persoalan keragaman pangan ketika
berupaya meningkatkan akses pangan masyarakat.

Pengeluacan Pangan Rumah Tangga Perdesaan Pengeluasan Pangan Rumah Tangga Pedkotaan
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Gambar 3. Perubahan pada belanja pangan rumah tangga perdesaan dan perkotaan,
2013-2018

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2019.

2.1.4 Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan yang baik juga memerlukan komponen nonpangan. Agar dapat sebaik mungkin
memanfaatkan asupan gizi, seseorang harus memiliki akses air bersih dan sanitasi, serta layanan
kesehatan sehingga dapat mencapai kecukupan gizi yang didefinisikan sebagai kondisi ketika semua
kebutuhan energi dan gizi terpenuhi (Food and Agriculture Organization, 2006). Selain akses air bersih
dan sanitasi yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan makanan yang dikonsumsi, akses
terhadap layanan kesehatan juga diperlukan guna mencegah atau mengatasi berbagai penyakit yang
mungkin menurunkan nilai gizi dari makanan yang dikonsumsi atau memengaruhi proses pencernaan
dan penyerapan (metabolisme) makanan tersebut oleh tubuh. Pencapaian Indonesia dalam ranah
kebijakan ini masih belum konsisten.
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Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1, banyak perkembangan yang telah diraih Indonesia dalam
meningkatkan layanan kesehatan untuk perempuan usia subur, ibu hamil dan ibu menyusui, serta
anak-anak. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia. Proporsi perempuan
yang mendapat suplemen vitamin A dalam dua bulan setelah melahirkan masih rendah (52%) pada
2017. Proporsi tersebut mungkin sebenarnya lebih rendah jika kita menghitung hanya mereka yang
benar-benar mengonsumsi suplemen vitamin tersebut, alih-alih mereka yang menerimanya. Kenaikan
proporsi perempuan hamil yang mendapat suplemen tablet zat besi (88% menurut Riskesdas 2018)
tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan, mengingat kepatuhan untuk mengonsumsi
suplemen tablet zat besi masih menjadi masalah (Utomo, Nurdiati, dan Padmawati, 2015). Menurut
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 97 Tahun 2014, perempuan hamil harus minum
minimal 90 tablet zat besi selama kehamilan. Namun, Riskesdas 2018 mengungkap bahwa 62%
perempuan hamil mengonsumsi kurang dari 90 tablet dan hanya 38% perempuan hamil mengonsumesi
90 tablet atau lebih selama kehamilannya (Kementerian Kesehatan, 2019a: 511). Dalam kondisi
tertentu, konsumsi tablet zat besi di antara perempuan hamil bahkan bisa jauh lebih rendah. Studi
yang dilakukan oleh Aditianti, Permanasari, dan Julianti (2015) di tiga desa di Jawa Barat mengungkap
bahwa 90% responden memiliki kepatuhan rendah terhadap konsumsi tablet zat besi.

Tabel 1. Pencapaian Indonesia dalam Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk Perempuan dan Anak

. Pencapaian:
Indikator
Persentase (tahun)
1. Proporsi bayi dengan gejala infeksi saluran pernafasan akut 75% (2012) 90% (2017)

(ISPA) yang dibawa ke fasilitas kesehatan

2.  Proporsi balita yang dilaporkan menderita diare dan dibawa ke 65% (2012) 80% (2017)
fasilitas kesehatan

3.  Proporsi anak usia 6—23 bulan yang diberi makanan yang 83% (2007) 86% (2017)
kaya dengan vitamin A

4.  Proporsi perempuan yang mendapat suplemen tablet/sirup zat 76% (2012) 86% (2017)
besi untuk kelahiran terakhir mereka

5.  Proporsi perempuan yang mendapat perawatan antenatal dari 96% (2012) 98% (2017)
penyedia layanan yang terlatih

6. Proporsi perempuan yang mendapat setidaknya empat kali 74% (2012) 77% (2017)
pelayanan antenatal dari penyedia layanan yang terlatih

7.  Proporsi perempuan yang mendapat vitamin A dalam dua bulan 48% (2012) 52% (2017)
setelah kelahiran anak

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional et al., 2018.

Namun, peningkatan distribusi suplemen makanan, seperti tablet zat besi, tidak selalu menunjukkan
peningkatan kesehatan penduduk secara nyata. Diperlukan data yang lebih rinci tentang konsumsi
suplemen makanan atau bahkan defisiensi mikronutrien agar dapat menilai dengan lebih baik cukup
tidaknya konsumsi mikronutrien di antara perempuan hamil.

Menurut Kementerian Kesehatan, pada 2015, 28% anak Indonesia terkena cacingan9 dan hal ini
memengaruhi status gizi anak dan mengganggu proses kognitif mereka. Pada 2002—2015, program
pengendalian cacingan diintegrasikan dengan pengendalian filariasis (penyakit parasit yang
ditransmisikan oleh nyamuk) di lebih dari 200 kabupaten/kota. Sejak 2017, pemerintah mempercepat
upayanya untuk mengatasi cacingan dengan mengintegrasikan suplementasi tablet obat cacing

9Infeksi cacing parasit yang menghambat pemanfaatan makanan dengan baik.
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dengan distribusi vitamin A dua kali tiap tahun kepada anak usia 12 bulan sampai 12 tahun di pos
pelayanan terpadu (posyandu), TK, dan SD. Beberapa studi menunjukkan bahwa distribusi tablet obat
cacing dan vitamin A dapat berdampak positif pada peningkatan status kesehatan anak usia
prasekolah karena anak yang bebas dari cacing parasit dapat menyerap vitamin A dan zat besi dengan
lebih baik.

Vaksinasi dasar untuk anak juga perlu diperhatikan. Meski proporsi anak usia 12-23 bulan yang
menerima vaksinasi (apapun jenisnya) sedikit meningkat, dari 93% pada 2012 menjadi 94% pada 2017,
jumlah anak yang mendapat semua vaksinasi dasar sedikit turun dari 66% menjadi 65% (Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional et al., 2018). Ringkasnya, tidak terjadi penurunan
signifikan, tetapi peningkatan juga tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan kurangnya disiplin dalam
melaksanakan imunisasi lengkap. Cakupan vaksinasi dasar pun tidak merata di antara kategori
pendapatan yang berbeda. Di antara 20% kelompok berpendapatan tertinggi, sekitar 64% anak usia
12-23 bulan mendapat semua vaksinasi dasar. Sebaliknya, hanya sekitar 49% anak dari kelompok usia
yang sama dari 20% kelompok berpendapatan terendah yang mendapat semua vaksinasi dasar.

Sejumlah bukti menunjukkan bahwa sejak awal pandemi COVID-19, pemberian vaksinasi serta layanan
kesehatan ibu dan anak mengalami penurunan, khususnya di wilayah dengan jumlah kasus COVID-19
yang tinggi (lihat Bab 4). Menurut Kemenkes, cakupan imunisasi dasar turun sebesar hampir 20%,
dengan jumlah anak yang mendapat semua vaksinasi dasar ikut turun dari 1,2 juta pada April 2019
menjadi 0,97 juta pada April 2020 (Susanti, 2020).

Peningkatan akses ke sanitasi layak juga masih menjadi tantangan. Walau Indonesia berhasil
menurunkan open defecation, atau aktivitas buang air besar sembarangan, dari 33% pada 2000
menjadi 10% pada 2017, jumlah orang dengan kebiasaan ini masih besar (sekitar 26,5 juta orang pada
2017). Pada 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa dari
514 kabupaten/kota, hanya 23 kabupaten/kota yang bisa dianggap “terbebas dari buang air besar
sembarangan” (Bappenas, 2019). Hasil Riskesdas 2018 juga mengungkap bahwa 38,4% rumah tangga
Indonesia masih melakukan pembuangan tinja anak secara tak aman (Kementerian Kesehatan,
2019a). Secara geografis, Badan Pusat Statistik (2020b) menunjukkan bahwa walau proporsi penduduk
yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan naik dari 67,5% pada 2017 menjadi
77,4% pada 2019, terdapat disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada 2019, hanya
71,2% penduduk perdesaan memiliki akses ke sanitasi layak dan berkelanjutan, dibandingkan 82,3%
populasi perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2020f).

Indonesia juga masih menghadapi tantangan besar dalam hal akses air bersih. Sekitar 26,3% penduduk
Indonesia—68,9 juta jiwa—belum memiliki akses memadai terhadap air yang aman dan berkelanjutan
(Badan Pusat Statistik, 2020f).1° Terlebih, akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan
belum merata antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Pada 2018, 81,6% penduduk perkotaan
memiliki akses terhadap air minum aman dan hanya 64,2% penduduk desa yang menikmati hal yang
sama.

Demikian pula halnya, cakupan air ledeng masih sangat rendah di Indonesia. Pada 2015, hanya 17%
penduduk yang menggunakan air ledeng bermeteran. Distribusinya juga condong ke rumah tangga
kaya perkotaan. Sekitar 77,7% rumah tangga yang menggunakan air ledeng tinggal di wilayah
perkotaan. Menurut Komarulzaman (2017: 20), rumah tangga yang tidak memiliki air ledeng biasanya
membeli air dengan harga air lebih tinggi dan membeli dalam jumlah yang lebih sedikit. Akibatnya,

108pPS mendefinisikan “air yang aman dan berkelanjutan” sebagai air yang diambil dari sumber-sumber yang berada pada
jarak minimal 10 meter dari lokasi pembuangan air limbah, sumur bor, pompa, sumur berpelindung dan mata air
berpelindung. Termasuk di dalamnya adalah air hujan yang ditampung. Definisi ini tidak menyertakan air dalam botol, air
dari penjual air, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tak berpelindung (Badan Pusat Statistik, 2019d).
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rumah tangga semacam ini harus menjatah penggunaan air agar biaya pengeluaran air tidak melewati
batas. Oleh karena itu, banyak rumah tangga harus memilih sumber air minum lain, seperti air hujan
dan sungai, yang biasanya memiliki kualitas lebih rendah. Indonesia harus memperluas penyediaan air
bersih dan sanitasi agar dapat meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Jika tidak, asupan
makanan terbaik sekalipun akan sia-sia karena adanya masalah pencernaan yang mengganggu
pencernaan dan penyerapan makanan.

Selama periode 2013-2018, Indonesia mencapai peningkatan bermakna dalam penurunan stunting.
Di kalangan balita, data Riskesdas menunjukkan bahwa prevalensi stunting dan berat badan kurang
(underweight) turun masing-masing dari 37,2% dan 19,6% pada 2013 menjadi 30,8% dan 17,7% pada
2018. Penurunan ini cukup luar biasa karena Indonesia mengalami kenaikan prevalensi stunting dan
berat badan kurang antara 2007 dan 2013 (Gambar 4). Pencapaian serupa juga diraih dalam
penurunan prevalensi wasting di antara kelompok usia ini, dari 12,1% pada 2013 menjadi 10,2% pada
2018.
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Gambar 4. Status gizi balita, 2007-2018

Sumber: Riskesdas, beberapa tahun.

Di antara anak-anak yang lebih tua, kondisi gizi juga meningkat cukup signifikan dalam periode yang
sama. Untuk anak-anak usia 5 sampai 12 tahun, prevalensi stunting turun dari 30,7% pada 2013 menjadi
23,6% pada 2018, sementara prevalensi wasting turun dari 11,2% menjadi 9,2%. Di antara anak usia 16
sampai 18 tahun, stunting juga turun dari 31,4% pada 2013 menjadi 26,9% pada 2018. Demikian pula
halnya, prevalensi wasting di antara kelompok usia ini juga turun dari 9,4% menjadi 8,1%.

Akan tetapi, jika bicara antargender, masih terjadi disparitas antara anak laki-laki dan anak
perempuan. Pada semua kategori usia, prevalensi stunting dan wasting sedikit lebih tinggi pada anak
laki-laki daripada pada anak perempuan (Tabel 2).




Tabel 2. Prevalensi Stunting dan Wasting di Antara Anak menurut Gender

Stunting Wasting
Kategori Usia
Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki
Di bawah 5 tahun 29,7 31,7 9,2 11,1
5-12 tahun 22,8 24,5 8,2 10,1
13-15 tahun? 24,9 26,5
16-18 tahun 25,0 28,8 4,3 11,8

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2019a.
2Laporan Riskesdas 2018 tidak menyertakan jumlah wasting menurut gender untuk kategori usia ini.

Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa, sesuai dengan kategorisasi WHO (Tabel 3), Indonesia
digolongkan memiliki tingkat keparahan berat badan kurang sedang (17,7%), dan tingkat keparahan
stunting (30,8%) dan wasting (10,2%) tinggi.

Tabel 3. Klasifikasi Tingkat Gizi Kurang di Antara Balita

Keparahan Gizi Kurang menurut Jangkauan Prevalensi (%)

Indikator
Rendah Tinggi Sangat Tinggi
Stunting <=19 20-29 30-39 >=40
Berat badan <=9 10-19 20-29 >=30
kurang
Wasting <=4 5-9 10-14 >=15

Sumber: World Health Organization, 2020a.

Di tingkat daerah, data Riskesdas menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota memiliki
prevalensi stunting tinggi atau sangat tinggi pada 2018. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 4, 298
dari 514 kabupaten/kota (58%) memiliki prevalensi stunting tinggi atau sangat tinggi di antara balita.
Provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak yang memiliki prevalensi stunting tinggi atau
sangat tinggi, antara lain, adalah Jawa Timur (23), Nusa Tenggara Timur (21), Sulawesi Selatan (20),
Sumatra Utara (20), Aceh (19), Papua (18), Jawa Tengah (18) dan Jawa Barat (16). Daerah-daerah
tersebut menyumbang lebih dari separuh (55,3%) kabupaten/kota yang memiliki prevalensi stunting
tinggi atau sangat tinggi di antara anak-anak di bawah 5 tahun.

Tabel 4. Jumlah Kabupaten/Kota menurut Tingkat Keparahan Stunting (2018)

TSN s ProRors 09
Rendah 35 7
Sedang 181 35
Tinggi 206 40
Sangat Tinggi 92 18
Total 514 100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019, dimodifikasi.




Meski prevalensi stunting di tingkat nasional menurun, tidak semua daerah mengalami penurunan
serupa. Di tingkat provinsi, stunting di antara anak usia di bawah 5 tahun turun di semua provinsi,
kecuali satu provinsi, yaitu Kalimantan Timur, yang angka stunting-nya naik dari 27,5% pada 2013
menjadi 29,2% pada 2018. Peninjauan secara lebih mendalam terhadap perkembangan stunting di
tingkat kabupaten/kota selama periode ini menunjukkan bahwa prevalensi stunting di antara anak di
bawah 5 tahun naik di 94 kabupaten dan 19 kota. Sekitar separuh dari kabupaten/kota ini terletak di
Jawa Tengah (7 kabupaten dan 3 kota), Jawa Timur (7 kabupaten dan 3 kota), Aceh (5 kabupaten dan
2 kota), Kalimantan Timur (5 kabupaten dan 2 kota), Sulawesi Tenggara (7 kabupaten), Papua (7
kabupaten), Sumatra Selatan (5 kabupaten dan 1 kota), Jawa Barat (5 kabupaten dan 1 kota), dan
Sulawesi Selatan (5 kabupaten dan 1 kota). Hal ini menunjukkan bahwa meski secara keseluruhan
terjadi perbaikan secara nasional, kondisi stunting memburuk di banyak wilayah di negara ini (Gambar
5). Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran karena penduduk di daerah-darah tersebut jelas tertinggal.

Prevalensi stunting
O Menurun
H Meningkat
0 Data tidak tersedia

Gambar 5. Perubahan prevalensi stunting di Indonesia, 2013-2018
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2013; Badan Pusat Statistik, 2019.

Prevalensi gizi kurang (stunting, berat badan kurang, dan wasting) tidak merata di antara wilayah
perdesaan dan perkotaan. Pada anak usia di bawah 5 tahun, gizi kurang lebih banyak ditemukan di
wilayah perdesaan daripada di perkotaan. Menurut data Riskesdas 2018, 34,9% anak usia di bawah 5
tahun di wilayah perdesaan mengalami stunting, sementara 27,3% anak usia di bawah 5 tahun di
wilayah perkotaan mengalami kondisi serupa. Prevalensi berat badan kurang dan wasting juga lebih
tinggi di wilayah perdesaan yang 20% anak usia di bawah 5 tahunnya mengalami berat badan kurang
dan 10,7% mengalami wasting. Di wilayah perkotaan, 15,7% anak usia di bawah 5 tahun mengalami
berat badan kurang dan 9,8% mengalami wasting.

Perlu pula diperhatikan bahwa stunting banyak ditemukan tidak hanya di kalangan penduduk miskin,
melainkan juga di kalangan penduduk berpenghasilan lebih tinggi. Data Riskesdas 2013 menunjukkan
bahwa 25% anak dari desil kesejahteraan tertinggi mengalami stunting, dibanding 43% anak dari desil
termiskin. Hal ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya disebabkan kurangnya akses pangan
(kasus rumah tangga miskin), melainkan juga oleh faktor-faktor sosial-ekonomi, kesehatan, perilaku,
dan kognitif lain, seperti pemberian air susu ibu (ASI) non-eksklusif selama enam bulan pertama dan
pendidikan orang tua (Beal et al., 2018).

Berkebalikan dengan perbaikan dalam penanganan kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi justru
meningkat. Beberapa studi menunjukkan bahwa Indonesia tengah mengalami transisi gizi yang cepat
dan mendalam, dengan tingkat obesitas meningkat secara signifikan (Aizawa dan Helble, 2017;
Roemling dan Qaim, 2012). Pada 2018, tingkat kelebihan berat badan dan obesitas di kalangan dewasa
mencapai 35,4%, dengan obesitas sendiri menyumbang 21,8% (Kementerian Kesehatan, 2019a: 582).
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Kecuali untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun yang prevalensi kelebihan berat badannya turun dari
11,9% menjadi 8% antara 2013 dan 2018, kelebihan gizi terus mengalami kenaikan di semua kelompok
umur (Gambar 6).
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Gambar 6. Kelebihan gizi pada anak-anak, remaja, dan dewasa, 2013-2018
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2013; 2018.

Faktor sosio-ekonomi dan lingkungan berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk mengalami
kelebihan berat badan atau obesitas (Aizawa dan Helble, 2017; Roemling dan Qaim, 2012). Untuk
faktor lingkungan, secara umum kelebihan gizi lebih banyak ditemukan di perkotaan daripada di
perdesaan. Pada orang dewasa, data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 17,8% orang
dewasa di perdesaan mengalami obesitas, sementara di perkotaan angkanya lebih tinggi, yaitu 25,1%
(Kementerian Kesehatan, 2019a: 583). Pekerjaan yang tak menuntut banyak gerak dan aktivitas fisik
yang lebih rendah pada waktu luang dapat menjelaskan lebih tingginya prevalensi kelebihan berat
badan dan obesitas di perkotaan (Roemling dan Qaim, 2012: 1010). Meski demikian, perlu dicatat
bahwa peningkatan kelebihan gizi terjadi tidak hanya di wilayah perkotaan (Roemling dan Qaim, 2012:
1011).

Sementara untuk faktor sosial-ekonomi, gender tampaknya menjadi salah satu faktor penting yang
berpengaruh terhadap kelebihan berat badan dan obesitas di Indonesia. Tingkat obesitas pada
perempuan jauh lebih tinggi daripada pada laki-laki. Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil Riskesdas
2018, 29,3% perempuan dewasa (18 tahun ke atas) mengalami obesitas dibandingkan 14,5% laki-laki
dewasa (Kementerian Kesehatan, 2019a: 583). Individu dari kelompok pendapatan lebih tinggi juga
lebih rentan terhadap kelebihan berat badan dan obesitas. Menurut Aizawa dan Helble (2017), setiap
1% peningkatan kesejahteraan rumah tangga berkaitan dengan kenaikan kemungkinan mengalami
kelebihan berat badan dan obesitas sebesar 0,6 poin persentase. Meskipun demikian, sejumlah bukti
menunjukkan bahwa peningkatan kelebihan gizi terjadi secara lebih cepat di kalangan rumah tangga
miskin. Dengan menggunakan data dari lima putaran pengambilan data Survei Aspek Kehidupan
Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) (data tahun 1993, 1997, 2000, 2007, dan 2014), Aizawa dan Helble
(2017) menunjukkan bahwa sementara obesitas pada kuintil terkaya naik rata-rata sebesar 3,8% per
tahun antara 1993 dan 2014, tingkat obesitas pada kuintil termiskin mengalami kenaikan rata-rata
sebesar 8,3% per tahun pada periode yang sama. Namun, data dari Riskesdas 2018 tidak mengungkap
prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas menurut kelompok kesejahteraan sehingga tidak bisa
dianalisis lebih lanjut apakah kecenderungan tersebut masih berlanjut atau tidak.




Terakhir, populasi Indonesia juga mengalami defisiensi mikronutrien. Juga dikenal dengan istilah
“kelaparan terselubung”, defisiensi mikronutrien mengacu pada kekurangan vitamin dan mineral yang
diperlukan untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan yang optimal. Di seluruh dunia, riset
menunjukkan bahwa sekitar 2 miliar orang menderita kekurangan vitamin A, yodium, dan/atau zat
besi (Abeshu dan Geleta, 2016). Di negara-negara berkembang diperkirakan 20% penduduk
mengalami kekurangan yodium. Selain itu, sekitar 25% anak menderita kekurangan subklinis vitamin
A dan 40% perempuan mengalami anemia (Abeshu dan Geleta, 2016: 1). Namun, terkecuali anemia,
saat ini tidak tersedia data representatif yang dapat digunakan untuk secara memadai menunjukkan
besarnya defisiensi mikronutrien di Indonesia.

Dalam kasus anemia, data yang tersedia untuk Indonesia menunjukkan bahwa prevalensinya
meningkat selama beberapa tahun belakangan. Pada anak-anak usia di bawah 5 tahun, prevalensi
anemia naik dari 28,1% pada 2013 menjadi 38,5% pada 2018 (Kementerian Kesehatan, 2013, 2019).
Di daerah tertentu, prevalensi anemia pada kelompok usia ini sangat tinggi. Berdasarkan survei rumah
tangga dan pengukuran hemoglobin di Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat
pada akhir 2014 dan awal 2015, Beatty et al. (2017) menunjukkan bahwa 60% anak usia di bawah 3
tahun mengalami anemia. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 55% perempuan hamil di daerah
survei mengalami anemia (Beatty et al., 2017).

Menurut hasil Riskesdas, prevalensi anemia di antara perempuan hamil meningkat dari 37,1% pada
2013 menjadi 48,9% pada 2018 (Kementerian Kesehatan, 2013, 2019). Angka terakhir lebih tinggi dari
estimasi rata-rata 40% di tingkat global (Abeshu dan Geleta, 2016). Angka-angka ini menunjukkan
bahwa Indonesia dihadapkan pada tiga beban malnutrisi dan, oleh karena itu, tantangan untuk
meningkatkan status gizi penduduk di negara ini kian berat. Selain permasalahan gizi kurang yang
sudah berlangsung lama—khususnya stunting, wasting, dan berat badan kurang—pemerintah juga
perlu memperhatikan secara serius permasalahan kelebihan gizi dan defisiensi mikronutrien.
Tantangan untuk meningkatkan status gizi makin besar dengan terjadinya pandemi COVID-19,
mengingat pandemi ini berdampak buruk terhadap pendapatan penduduk di satu sisi dan penyediaan
layanan kesehatan bagi anak-anak serta ibu hamil dan ibu menyusui di sisi lain.

2.3.1 Dampak Bencana dan Perubahan Iklim

Indonesia rentan terhadap berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, siklon,
erosi, serta kebakaran hutan dan lahan. Risiko bencana hidrometeorologi meningkat selama beberapa
dekade terakhir, khususnya akibat perubahan iklim, tekanan populasi, urbanisasi, dan degradasi
lingkungan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperlihatkan bahwa lebih
dari 78% bencana yang terjadi di Indonesia antara 2005 dan 2015 adalah bencana hidrometeorologi
dan hanya sekitar 22% dapat digolongkan sebagai bencana geologi (BNPB, 2016). Misalnya, dari
Januari hingga Maret 2019, terjadi 1.107 bencana di Indonesia dan 98% di antaranya tergolong
bencana hidrometeorologi.

Dampak perubahan iklim—termasuk perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi dan
intensitas kejadian cuaca ekstrem, suhu lebih tinggi, dan kenaikan permukaan air laut—berdampak
serius terhadap sektor pertanian. Di Indonesia, perubahan waktu musim hujan telah menyebabkan
banyak kesulitan bagi petani untuk memulai musim tanam yang kemudian memengaruhi masa panen.
Sementara itu, hujan yang tidak terlalu sering dan/atau curah hujan yang lebih intens menyebabkan
kekeringan atau banjir. Akibatnya, gagal panen pun tidak terhindarkan, khususnya jika pengelolaan air
tak memadai. Naiknya suhu dan kelembaban udara dapat berdampak buruk terhadap fisiologi
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tanaman. Kenaikan suhu dan kelembaban juga dapat mengakibatkan munculnya hama dan penyakit
tanaman. Sementara itu, kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global telah memengaruhi
pertanian dan perikanan di daerah pesisir dengan terjadinya intrusi air laut dan salinisasi akuifer.
Kenaikan permukaan air laut juga meningkatkan tekanan ekosistem yang sudah memengaruhi sektor
perikanan, serta mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan dan pesisir.

Beberapa studi telah mendokumentasikan dampak buruk perubahan iklim terhadap produksi pangan.
Menurut Ruminta (2016) dan Ruminta, Handoko, dan Nurmala (2018), terjadi peralihan musim pada
awal masa tanam dan panen yang telah mengakibatkan berkurangnya area yang ditanami dan
dipanen. Peralihan ini juga berdampak negatif terhadap produksi dan produktivitas pertanian.
Beberapa studi menunjukkan bahwa risiko penurunan produksi dan produktivitas sudah tinggi di
beberapa daerah produsen beras. Kenaikan suhu dan curah hujan juga berpengaruh buruk terhadap
produksi dan produktivitas tanaman pangan lain, khususnya jagung dan kedelai. Studi Santoso (2016)
di Maluku menunjukkan bahwa kedelai menjadi tanaman paling sensitif terhadap perubahan iklim; di
wilayah Maluku, El Nifio menyebabkan penurunan produksi kedelai sebesar 10,7% dan La Nifa
menyebabkan penurunan 11,4%s.

Sejalan dengan hasil studi-studi tersebut, sebuah simulasi oleh tim peneliti Bank Pembangunan Asia
(BPA) menunjukkan bahwa jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi pemanasan global, dampak
negatif perubahan iklim terhadap produksi pangan akan sangat signifikan pada 2030 dan sangat jelas
pada 2050 (Asian Development Bank, 2019). Perubahan iklim akan memengaruhi berbagai tanaman
pangan, khususnya kentang dan tebu. Tanaman yang diairi dengan air hujan, seperti serealia,
diprediksi lebih rentan terhadap perubahan iklim daripada tanaman beririgasi, kecuali untuk tanaman
akar tadah hujan yang kemungkinan akan mendapat hasil kecil.

Simulasi ADB juga menunjukkan bahwa produktivitas dapat ditingkatkan hanya jika anggaran untuk
penelitian dan pengembangan diperbesar. Karena perubahan iklim kemungkinan besar terus
berdampak negatif terhadap produktivitas tanaman pangan, pemerintah perlu meningkatkan
investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk setidaknya mengatasi efek ini. Jika investasi
tersebut tidak diperbesar, tak pelak akan terjadi penurunan pada produktivitas sebagian besar
tanaman pangan.

Besarnya dampak dan kerugian yang disebabkan oleh bencana dan perubahan iklim memerlukan
partisipasi aktif semua pihak untuk mengurangi risiko melalui adaptasi perubahan iklim dan
pengurangan risiko bencana (API-PRB) yang terpadu. Pengaruh signifikan perubahan iklim terhadap
risiko bencana telah mendorong banyak pihak, baik di tingkat internasional maupun nasional, untuk
berfokus pada API-PRB secara terpadu. Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia 2005-2025 menyatakan bahwa bencana dan
perubahan iklim merupakan dua tantangan terkait yang perlu diperhatikan secara serius dalam
perencanaan pembangunan di berbagai lapisan pemerintah. Meski demikian, tantangan untuk
melaksanakan upaya konvergensi API-PRB di Indonesia, khususnya terkait kebijakan, lembaga,
pendanaan dan pengelolaan aktivitas, dan metodologi, masih besar (Sagala, 2016).

2.3.2 Dampak Urbanisasi

Dalam dua dasawarsa terakhir, Indonesia mengalami peningkatan urbanisasi secara signifikan.
Proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan tumbuh jauh lebih cepat daripada pertumbuhan
populasi negara ini secara keseluruhan. Dari 2000 hingga 2010, penduduk Indonesia tumbuh sebesar
17% dari 204 juta jiwa menjadi 238 juta jiwa. Namun, selama periode yang sama, penduduk perkotaan
tumbuh sebesar 39% dari 85 juta menjadi 118 juta (Firman, 2016: 258). Pada 2015, lebih dari separuh
populasi Indonesia (53%, atau 136 juta jiwa) tinggal di wilayah perkotaan.
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Pertumbuhan penduduk dan wilayah perkotaan yang pesat dapat berdampak negatif terhadap
ketersediaan pangan yang disebabkan oleh berkurangnya lahan pertanian. Sebagaimana ditemukan di
banyak negara lainnya, urbanisasi menjadi penyebab utama konversi lahan pertanian di Indonesia.
Upaya pemerintah untuk membatasi tingkat konversi lahan pertanian sejauh ini kurang efektif.
Kesenjangan yang lebar pada nilai keuntungan lahan antara perumahan dan pertanian di wilayah
pinggiran kota telah menghadirkan hambatan besar bagi petani di wilayah pinggiran kota untuk
mempertahankan lahan pertanian mereka di tengah-tengah pertumbuhan besar-besaran pusat-pusat
perkotaan (Rondhi et al., 2019). Akibatnya, konversi lahan pertanian terus terjadi dengan laju yang
mengkhawatirkan, khususnya di Pulau Jawa. Dengan memanfaatkan citra satelit dan pengamatan
lapangan, Mulyani et al. (2016) memperkirakan laju konversi lahan pertanian mencapai 96.512 ha per
tahun selama periode 2000—-2015. Dengan laju sebesar ini, lahan pertanian akan berkurang dari 8,1 juta
ha pada 2016 menjadi sekitar 5,1 juta ha pada 2045. Jika kebijakan yang tepat dan efektif tidak bisa
diterapkan untuk menghentikannya, konversi lahan pertanian berpotensi menjadi ancaman bagi masa
depan ketahanan pangan di Indonesia (Rondhi et al., 2019).

Urbanisasi juga dapat memperbesar risiko kerawanan pangan pada rumah tangga miskin. Ruang yang
terbatas di kota-kota menyiratkan sulit atau mustahilnya bagi penduduk kota untuk menanam sendiri
makanan mereka. Karena mereka harus membeli pangan untuk memenuhi kebutuhan mereka,
kenaikan atau fluktuasi harga pangan akan berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan
mereka. Untuk rumah tangga miskin, dampaknya bisa sangat parah karena konsumsi pangan harian
menyedot sebagian besar pengeluaran mereka. Hasil Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) 2018
mengungkap bahwa rumah tangga perdesaan yang rawan pangan membelanjakan rata-rata 68,8%
pengeluaran mereka untuk pangan, sementara rumah tangga perkotaan yang rawan pangan
menghabiskan rata-rata 68,4—kurang lebih sama. Akan tetapi, di kota, produksi pangan secara mandiri
jauh lebih sulit sehingga risiko kerawanan pangan menjadi lebih tinggi daripada di wilayah perdesaan
(Gambar 7).
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Gambar 7. Kerawanan pangan menurut desil konsumsi dan area geografis
Sumber: Dihitung dari Susenas 2018.

2.3.3 Transisi Demografis pada Sektor Pertanian

Produksi pangan di Indonesia juga menghadapi tantangan serius yang ditimbulkan oleh transisi
demografis pada sektor pertanian. Tantangan pertama adalah makin menyusutnya jumlah petani.
Antara 2013 dan 2018, jumlah rumah tangga pertanian naik dari 26.1 juta rumah tangga menjadi 27.7
juta. Namun, dari perspektif jangka panjang, jumlah rumah tangga pertanian secara keseluruhan
menurun dari 31,2 juta pada 2003 menjadi 27,7 juta pada 2018 (Badan Pusat Statistik, 2014a: 39;
2018: 17). Menyangkut khususnya pangan, BPS lebih lanjut menunjukkan bahwa jumlah petani padi
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turun dari 14,1 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 13,2 juta rumah tangga pada 2018 (Badan Pusat
Statistik, 2014a: 44; 2018a: 15). Tantangan kedua adalah bahwa para petani mulai menua. Pada 2013,
38,2% petani berusia antara 25 dan 45 tahun. Akan tetapi, Survei Pertanian Antar Sensus 2018
mengungkap bahwa proporsi petani pada kelompok usia yang sama turun menjadi 34,8%. Sebaliknya,
jumlah petani usia 45 tahun ke atas naik dari 60,8% pada 2013 menjadi 64,2% pada 2018 (Badan Pusat
Statistik, 2014a: 46; 2018a: 16—17). Di negara seperti Indonesia yang mekanisasi dan penelitian
pertaniannya masih terbatas, umur benar-benar memengaruhi produktivitas petani. Petani yang lebih
tua kalah produktif dibandingkan petani yang lebih muda (Susanti, Listiana, dan Widayat, 2016).

Permasalahan regenerasi di sektor pertanian tidak selalu disebabkan oleh kurangnya minat generasi
muda di wilayah perdesaan terhadap sektor pertanian. Sebuah studi sistematis tentang aspirasi
pemuda di 12 desa produsen beras di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan menunjukkan
bahwa pemuda memperlihatkan minat untuk menjadi petani (Akatiga dan White, 2015; Nugraha dan
Herawati, 2014). Akan tetapi, kesempatan bagi mereka yang berminat untuk benar-benar menjadi
petani tergolong kecil. Tuna lahan tersebar luas di perdesaan dan jumlah petani yang menggarap lahan
milik mereka sendiri kurang dari separuh. Kondisi minimnya akses lahan pertanian ini menimbulkan
halangan besar bagi pemuda untuk menjadi petani, khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah
tangga petani miskin dengan kepemilikan lahan yang terbatas. Oleh karena itu, akses lahan dan
layanan keuangan harus diperhatikan secara serius dalam upaya mengatasi masalah kian
berkurangnya jumlah petani dan penuaan populasi petani.

Pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan globalisasi dalam sistem perdagangan dan informasi
berkontribusi terhadap terjadinya banyak perubahan di masyarakat. Beberapa studi menyebutkan
bahwa Indonesia tengah mengalami proses transisi gizi (Aizawa dan Helble, 2017; Colozza dan
Avendano, 2019). Transisi ini terlihat paling jelas di megakota negara ini, Jakarta. Tinggal di kota ini
meningkatkan probabilitas seseorang mengonsumsi menu nontradisional sebagaimana diprediksi
oleh hipotesis “transisi gizi”. Hipotesis tersebut mengasumsikan bahwa tingkat urbanisasi yang lebih
tinggi mengantarkan pada peralihan pola makan ke pola makan yang dicirikan peningkatan asupan
karbohidrat, lemak, gula, dan garam; penurunan asupan biji-bijian, sayuran, dan buah; serta
peningkatan konsumsi makanan kemasan dan olahan. Sejalan dengan hal ini, konsumsi pangan di
Jakarta ditandai dengan pengeluaran yang lebih rendah untuk beras, belanja yang lebih tinggi untuk
makanan siap saji, dan porsi yang lebih rendah untuk makanan yang diproduksi sendiri (Colozza dan
Avendano, 2019: 103-111).

Di luar Jakarta, Colozza dan Avendano (2019) menemukan bahwa transisi gizi telah terjadi, baik di
perkotaan maupun perdesaan. Faktor-faktor selain urbanisasi turut berperan dalam mendorong
transisi gizi. Batas antara wilayah perkotaan dan perdesaan tidak terlalu jelas. Alih-alih terpisah secara
tegas, terdapat konfigurasi spasial di tengah-tengah yang dapat disebut “desakota” yang bisa
dipadankan dengan “rural-urban” dalam bahasa Inggris dan merujuk pada campuran antara fungsi
perkotaan dan karakteristik perdesaan, khususnya menyangkut sosial-ekonomi warganya (Setyono,
Yunus, dan Giyarsih, 2016: 54). Dalam kondisi semacam ini, perubahan pola makan mungkin menyebar
lebih luas ke komunitas-komunitas berbeda, termasuk komunitas perdesaan di sekitar wilayah
perkotaan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa transformasi menuju pola makan yang nontradisional
lebih cepat terjadi di desa daripada di kota. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian 2.1.3 (Gambar
3), pertumbuhan belanja untuk makanan siap saji lebih cepat di antara rumah tangga perdesaan
daripada rumah tangga perkotaan selama periode 2013-2018.




Transisi gizi yang sedang berlangsung dalam beberapa hal diakibatkan oleh pertumbuhan jumlah
restoran dan warung makanan, serta perkembangan teknologi komunikasi. Pertama, gerai makanan
cepat saji dan warung jalanan tumbuh secara signifikan tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga
di wilayah semiperkotaan, dengan laju sebesar 10%—15% per tahun secara keseluruhan selama
beberapa tahun terakhir (Richard, 2019). Kedua, industri makanan dan minuman Indonesia juga
tumbuh secara signifikan dalam periode yang sama. Pada 2015, Indonesia ditaksir memiliki lebih dari
5.700 perusahaan makanan dan minuman berskala sedang dan besar (Rangkuti dan McDonald, 2018:
1). Pada 2018, sektor ini tumbuh sebesar 7,9%, sebuah tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada
angka pertumbuhan negara ini sendiri secara keseluruhan selama periode yang sama (5,2%)
(Kementerian Perindustrian, 2019).

Perkembangan dalam sistem dan teknologi informasi juga turut berkontribusi terhadap perubahan
pola makan penduduk. Tinjauan sistematik terhadap penelitian-penelitian sebelumnya tentang
dampak iklan televisi terhadap perilaku makan anak-anak menunjukkan bahwa paparan terhadap
iklan televisi meningkatkan konsumsi kalori pada anak-anak (Russell, Croker, dan Viner, 2019). Kian
tingginya penggunaan telepon pintar dan layanan pengiriman makanan juga berkontribusi terhadap
peningkatan preferensi makanan siap makan atau siap saji. Data BPS menunjukkan bahwa seiring
dengan peningkatan porsi belanja untuk makanan siap saji (Gambar 6), proporsi pengeluaran untuk
komunikasi dan transportasi pun ikut meningkat. Dalam satu tahun, dari 2017 hingga 2018, porsi
pengeluaran untuk komponen-komponen ini meningkat dari 5% menjadi 6,1% (Badan Pusat Statistik
dalam Sukmana, 2019).

Permasalahan besar terkait transisi gizi terletak bukan pada perubahan pola makan atau peralihan ke
pola makan nontradisional. Akan tetapi, permasalahannya terletak pada konsekuensi jangka panjang
yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan tersebut. Di negara-negara kaya, penelitian menemukan
bahwa peralihan ke makanan kaya karbohidrat, lemak, gula, dan garam berhubungan tidak hanya
dengan kelebihan berat badan melainkan juga dengan peningkatan penyakit tidak menular (PTM)
(Colozza dan Avendano, 2019: 103). Di Indonesia, bukti menunjukkan bahwa transisi gizi berpotensi
memengaruhi status gizi dan kesehatan. Sebagaimana telah disebutkan, kelebihan berat badan dan
obesitas meningkat cukup signifikan sejak awal 2000-an, khususnya di wilayah perkotaan.
Dibandingkan dengan perdesaan, wilayah perkotaan mengalami tidak hanya merebaknya gaya hidup
kurang gerak tetapi juga minimnya ruang bagi penduduk kota untuk melakukan olahraga. Akibatnya,
penduduk kota memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami kelebihan berat badan atau
obesitas daripada penduduk di wilayah perdesaan (Aizawa dan Helble, 2017). Hasil Riskesdas 2018
menunjukkan bahwa sebanyak 17,8% orang dewasa di perdesaan mengalami obesitas, sementara di
perkotaan angkanya lebih tinggi, yaitu sekitar 25%.

Karena Indonesia mengalami urbanisasi pesat, meningkatnya tingkat kelebihan berat badan dan
obesitas dapat menjadi permasalahan serius dalam beberapa tahun ke depan. Penelitian telah
menunjukkan bahwa kelebihan berat badan dan obesitas merupakan faktor penyebab PTM, seperti
hipertensi dan diabetes tipe 2 (Harbuwono et al., 2018). Beban PTM terus naik dengan cepat selama
beberapa dekade terakhir. Proporsi kematian di Indonesia yang disebabkan oleh PTM naik dari 41,7%
pada 1997 menjadi 59,5% pada 2007. Menurut angka terbaru dari Kemenkes, proporsi kematian yang
disebabkan oleh PTM meningkat lagi menjadi hampir 70% pada 2017 (Katriana, 2019).

Krisis COVID-19 yang tengah melanda saat ini menunjukkan bahwa orang dengan kelebihan berat
badan dan obesitas tidak hanya memiliki kemungkinan lebih besar untuk terkena PTM tetapi juga,
sebagai akibatnya, berkemungkinan besar menjadi pihak yang terkena COVID-19 parah dan memiliki
risiko kematian lebih tinggi. Menurut Pate dan van Niewkoop (2020), asupan makanan tidak sehat
berkontribusi terhadap terciptanya prakondisi yang membuat orang lebih rentan terhadap COVID-19.

20 ]




Bab ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mencapai perkembangan signifikan dalam
meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dan,
jika tidak dilakukan tindakan mitigasi yang diperlukan, perkembangan tersebut berisiko terkikis oleh
dampak krisis COVID-19.




lll. ANALISIS RESPONS DAN KESENJANGAN

Kebijakan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia selama periode 2015-2019 dibentuk oleh dua
kerangka utama. Kerangka pertama adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005-2025 vyang secara eksplisit menegaskan pentingnya ketahanan pangan dan gizi bagi
pembangunan bangsa. Selain mengharuskan pemerintah meningkatkan ketahanan pangan dan gizi,
dokumen tersebut juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas produksi dalam negeri
dan menyertakan swasembada pangan sebagai indikator pencapaian pembangunan yang adil dan
merata. Ditegaskan pula bahwa produksi dan distribusi pangan dibutuhkan untuk mendukung
kebijakan pemerintah di bidang kesehatan (Bappenas, n.d.). Kerangka kedua adalah UU No. 18 Tahun
2012 tentang Pangan (UU Pangan) yang menambahkan dan memformalkan tujuan kedaulatan pangan
dalam agenda pembangunan Indonesia.

Berpedoman pada kedua kerangka tersebut, RPJIMN 2015-2019 menyatakan bahwa pemerintah
harus berfokus pada upaya (i) meningkatkan ketersediaan pangan dengan memperbesar produksi
pangan dalam negeri; (ii) memperbaiki kualitas distribusi dan akses pangan; (iii) memperbaiki kualitas
dan nilai gizi makanan Indonesia secara keseluruhan; (iv) melindungi ketahanan pangan melalui
kesiapan menghadapi bencana dan penyakit tanaman; dan (v) memperbaiki mata pencaharian petani
kecil, nelayan, dan produsen pangan. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia terhadap TPB/SDG 2
yang menyatakan bahwa paling lambat pada 2030 Indonesia akan menghapuskan kelaparan dan
mengatasi malnutrisi serta meningkatkan produktivitas pertanian secara inklusif dan
berkesinambungan. Komitmen untuk mencapai TPB/SDG ini tertuang dalam Peraturan Presiden
(Perpres) No. 59 Tahun 2017. Terkait TPB/SDG 2, peraturan ini secara khusus menetapkan target-
target pemerintah dalam menghapuskan kelaparan dan memastikan akses pangan bagi semua pihak,
memberantas segala bentuk gizi kurang, dan memastikan sistem produksi pangan berkelanjutan.!!

RPJIMN 2020-2024 mengikuti pedoman serupa. RPJMN 2020-2024 menetapkan peningkatan
produksi dan akses pangan, serta peningkatan mutu konsumsi pangan sebagai prioritas. Namun, jika
dibandingkan RPJMN sebelumnya, RPJMN 2020-2024 memberikan penekanan lebih besar pada
peningkatan ketahanan air dan produktivitas air sebagai cara untuk meningkatkan produksi pangan.
Hal ini ditempatkan sebagai salah satu prioritas di bawah pembangunan infrastruktur. Selain itu,
peningkatan gizi juga dijadikan sebagai salah satu komponen utama di bawah pembangunan manusia—
satu dari lima pedoman utama rencana pembangunan 2020-2024.1?

Bab ini menyajikan tinjauan kebijakan dan program untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.
Bab ini dimulai dengan pembahasan tentang kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan
produksi pangan dan mencapai target-target RPJMN 2015-2019. Kemudian, pembahasan tersebut
diikuti dengan pembahasan tentang kebijakan dan program untuk meningkatkan akses pangan,
khususnya bagi kelompok miskin dan rentan. Bagian berikutnya membahas kebijakan-kebijakan yang
berkaitan dengan pemanfaatan pangan dan perbaikan gizi. Bagian terakhir menyoroti perkembangan
terkini dalam struktur kelembagaan yang membawahkan koordinasi dan kepemimpinan
antarkementerian dalam bidang ketahanan pangan dan gizi.

Uperaturan ini menetapkan empat indikator untuk dipantau secara berkala: (i) prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
(prevalence of undernourishment), (ii) prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan skala
kerawanan pangan (food insecurity experience scale), (iii) proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400
kkal/kapita/hari, dan (iv) proporsi bayi usia di bawah 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif.

12 Kelima pedoman RPJMN 2020-2024 tersebut mencakup pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur,
penyederhanaan peraturan, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
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Indonesia menetapkan rencana kedaulatan pangan yang ambisius untuk periode 2015-2019.
Sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah berniat mencapai target
swasembada beras dalam tiga tahun dan target swasembada jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan,
dan garam dalam lima tahun (Tabel 5).

Tabel 5. Target Produksi Kedaulatan Pangan, 2014-2019

No. Produk 2014 (Baseline) 2019
1. Beras (juta ton) 70,6 82,0
2. Jagung (juta ton) 19,1 24,1
3. Kedelai (juta ton) 0,9 2,6
4. Gula (juta ton) 2,6 3,8
58 Daging sapi (ribu ton) 452,7 755,1
6. lkan (juta ton) 12,4 18,8
7. Garam (juta ton) 2,5 4.5

Sumber: Bappenas, 2014: 5-8.

Untuk mencapai target-target tersebut, Kementan menerapkan Program Upsus Pajale (Upaya Khusus
Padi, Jagung, dan Kedelai) guna meningkatkan produksi beras, jagung, dan kedelai, dan Program Upsus
Siwab (Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting) untuk meningkatkan produksi ternak (Asian
Development Bank, 2019). Upsus Pajale memberikan subsidi pupuk, subsidi benih, traktor, dan mesin
pertanian lain kepada petani untuk membantu mereka meningkatkan produksi. Berkat subsidi-subsidi
ini, rata-rata rasio dukungan produsen13 meningkat secara signifikan dari sekitar 17% pendapatan
pertanian pada 2009—-2010 menjadi 29% pada 2017 (Hamilton-Hart, 2019: 6). Sementara untuk Upsus
Siwab, Kementan menggalakkan penggunaan inseminasi buatan, meningkatkan pengembangan
daerah produksi sapi, meningkatkan kapasitas pusat pembibitan sapi, memberikan bibit sapi untuk
petani, dan meningkatkan standar produksi dan kesehatan sapi.

Indonesia juga banyak berinvestasi pada perluasan lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur
pertanian. Menurut rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Indonesia akan menciptakan 1
juta ha sawah baru, membangun 65 bendungan, dan meningkatkan jaringan irigasi tambak seluas
115.000 ha paling lambat pada akhir 2019 (Bappenas, 2014: 5-8). Pada akhir 2018, pembangunan 43
bendungan telah selesai. Namun, program penciptaan lahan pertanian tidak begitu berhasil. Hanya
seperlima dari sawah baru yang direncanakan (yakni 212.000 ha) berhasil dikembangkan pada 2018.
Namun, pemerintah melaporkan bahwa mereka telah mengonversi sekitar 900.000 ha lahan tidur
yang sebagian besar berupa area rawa menjadi lahan pertanian baru, sebagian besar untuk sawah.
Pemerintah juga menghidupkan kembali Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke di Papua
Barat yang pertama kali diinisiasi pemerintah pada 2010 tetapi terhenti akibat penolakan dari warga
setempat dan kesulitan dalam membebaskan lahan. Selain di Papua, sawah komersial besar juga
dibuka di Kalimantan dengan melibatkan sektor swasta.

BMenurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) (2018), “rasio dukungan produsen” mengukur selisih
antara harga subsidi dan harga pasar dibagi pendapatan pertanian.
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Meski sudah ada program-program pendukung ini, kinerja pemerintah dalam mencapai target
swasembada masih belum menunjukkan kemajuan di semua bidang. Hanya separuh dari target
produksi gula dan daging sapi berhasil dicapai, sementara target produksi kedelai hanya tercapai
sepertiganya. Di sisi lain, target produksi jagung dan ikan tercapai dengan angka masing-masing 30,1
dan 23,9 juta ton pada 2018. Angka-angka tersebut bahkan jauh lebih tinggi daripada target produksi
untuk 2019, yakni 24,1 juta ton untuk jagung dan 18,8 juta ton untuk ikan. Peningkatan produksi
jagung berasal dari kontribusi daerah-daerah di luar Jawa yang mengalami kenaikan signifikan dari
47% pada 2014 menjadi 60% pada 2018.

Untuk beras, Indonesia belum mampu mencapai target ambisius yang dicanangkannya untuk
mencapai swasembada beras. Namun, dalam beberapa hal, strategi pemerintah untuk meningkatkan
produksi beras berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang paling menonjol, pemerintah berhasil
meningkatkan produksi beras di luar Jawa. Berkat hal ini, kontribusi Jawa terhadap produksi beras
Indonesia secara keseluruhan menurun dari 53% pada 2013 menjadi 49% pada 2017 (Wardani et al.,
2019: 121). Akan tetapi, keberhasilan membantu meningkatkan produksi beras dalam negeri tersebut
dicapai bukan tanpa pengorbanan. Untuk daerah-daerah seperti Provinsi NTT (Kotak 1), dorongan
untuk mencapai target swasembada beras tampaknya kontraproduktif terhadap keunggulan
komparatif daerah tersebut dalam memproduksi komoditas pertanian lainnya.

Kotak 1
Produksi Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Terletak di bagian timur Indonesia, Provinsi NTT memiliki iklim semikering. Beberapa daerah di provinsi ini
memiliki musim kemarau panjang yang bisa berlangsung hingga delapan bulan. Hal ini berdampak terhadap
produksi pangan dan ketahanan pangan provinsi ini. Sejak lama, Provinsi NTT harus bergantung pada
provinsi-provinsi lain untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangannya. Namun, dorongan untuk mencapai
target swasembada pangan membuat Kementan menetapkan target ambisius bagi Provinsi NTT untuk
memproduksi lebih banyak beras dan mencapai swasembada beras (Aziliya, 2016).

Beberapa kebijakan, termasuk pembangunan bendungan, telah dilaksanakan demi meningkatkan produksi
beras dan berkat kebijakan ini, produksi beras di Provinsi NTT naik 11% selama periode 2014-2018. Namun,
kebijakan ini harus dibayar mahal. Produksi beras membutuhkan air dalam jumlah besar yang notabene langka
di provinsi ini. Meski Provinsi NTT terkenal sebagai produsen jagung, komoditas ini menjadi kurang mampu
bersaing dengan produk-produk lain, khususnya kedelai dan kacang. Produksi jagung kini bahkan kurang
mampu bersaing dengan beras (Hendayana, n.d.). Mengingat harga jagung dari daerah lain, seperti Provinsi
Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan, lebih rendah dari harga jagung produksi lokal, akan lebih ekonomis
bagi Provinsi NTT jika membeli jagung dari daerah-daerah tersebut. Akibatnya, produksi jagung di Provinsi
NTT hanya naik 6% sejak 2014 hingga 2018.

Sebagian kalangan meyakini bahwa penekanan pada produksi beras di Provinsi NTT telah mengakibatkan
terabaikannya sistem produksi pertanian setempat. Selain jagung, provinsi ini juga dikenal luas sebagai
produsen sapi, tetapi produksi sapi mereka turun sekitar 2% antara 2015 dan 2019. Selain itu, menurut salah
seorang peserta diskusi kelompok terfokus tentang ketahanan pangan dan gizi yang diadakan di provinsi
teersebut pada akhir 2019, penekanan pada produksi beras telah mengalihkan perhatian Provinsi NTT dari
beberapa komoditas lokal yang memiliki prospek komersial, seperti jeruk Soe, yang dapat memberikan
keuntungan ekonomi lebih besar bagi petani.

Di tingkat nasional, penekanan pada bahan pangan pokok telah mengubah struktur produksi dan
alokasi anggaran di Kementan. Misalnya, sementara luas daerah panen padi dan jagung naik secara
signifikan, masing-masing sebesar 16% dan 60% sejak 2014 hingga 2019, luas daerah panen beberapa
sayuran justru menurun selama periode waktu yang sama (contohnya, luas daerah panen tomat turun
7%, bayam turun 13%, dan terung turun 13%%) (Gambar 8).
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Gambar 8. Perubahan luas area panen sayuran dan pangan pokok, 2014-2019
Sumber: Kementerian Pertanian, 2015; 2020.

Sementara itu, porsi anggaran untuk Direktorat Tanaman Pangan naik dari 18,3% anggaran Kementan
pada tahun anggaran 2015/2016 menjadi 29,7% pada tahun anggaran 2017/2018. Meski porsi
anggaran untuk hortikultura juga naik dari 3,7% pada 2015/2016 menjadi 5,2% pada 2017/2018,
kenaikan ini jauh lebih kecil dibanding anggaran untuk tanaman pangan. Porsi anggaran BKP yang
bertanggung jawab atas promosi diversifikasi pangan sangat kecil, yakni hanya sekitar 2% dan nilai ini
bahkan sedikit turun dalam periode tersebut. Sebagian dari anggaran ini dialokasikan untuk berbagai
program berskala kecil, termasuk Kawasan Rumah Pangan Lestari, Lumbung Pangan Masyarakat,
pemantauan harga pangan menggunakan aplikasi berbasis Android (Panel Harga Pangan BKP),
pengembangan industri pangan lokal, Pangan Pokok Lokal, dan kampanye diversifikasi pangan
(Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman). Hal ini dapat mengakibatkan
kurang efektifnya upaya untuk mempromosikan diversifikasi pangan di tingkat nasional.

Upaya untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri terkendala beberapa faktor. Pertama,
ketersediaan lahan masih menjadi masalah besar. Menurut BPS, lahan basah irigasi sedikit turun dari
4,8 juta ha pada 2013 menjadi 4,7 juta ha pada 2017, sementara total lahan pertanian turun dari 39,2
juta ha menjadi 37,1 juta ha dalam periode yang sama (Kementerian Pertanian, 2018: 7). Kebijakan
perluasan lahan pertanian tidak mampu memperbesar luas area lahan garapan mengingat laju
konversi lahan dari lahan pertanian menjadi nonpertanian terus terjadi dengan laju lebih tinggi
daripada laju pembukaan lahan pertanian baru. Kedua, seperti telah dibahas dalam bab sebelumnya
(bagian 2.3.3), produksi pangan juga menghadapi tantangan akibat penurunan jumlah petani serta
penuaan petani. Akan tetapi, populasi Indonesia tumbuh 1,3% per tahun antara 2000 dan 2015 (Asian
Development Bank, 2019: 33). Tanpa peningkatan yang signifikan pada produktivitas petani,
perkembangan ini akan menimbulkan kekhawatiran akan produksi pangan. Lagi pula, sebagaimana
dibahas pada bagian 2.3.1, perubahan iklim juga dapat berpengaruh buruk terhadap produksi pangan
baik di lahan irigasi maupun lahan tadah hujan.

Selain meningkatkan produksi pangan, pemerintah juga mempromosikan kebijakan pengarusutamaan
gender di bidang pertanian selama hampir 20 tahun terakhir. Sejak 2003, Kementan telah membentuk
tim koordinasi untuk pengarusutamaan gender di bidang pertanian yang dipimpin oleh Sekretaris
Jenderal Kementan. Tim koordinasi ini berkewajiban memastikan ketersediaan data yang terpilah
menurut gender serta penyertaan kaum perempuan dalam semua program Kementan. Dengan
demikian, perempuan disertakan, antara lain, dalam penyuluhan pertanian, ketahanan pangan, dan
program pendukung infrastruktur pertanian. Program-program pemberdayaan perempuan sebagian
besar disalurkan melalui pembentukan kelompok tani perempuan yang mendapat bantuan tunai dan
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nontunai dari pemerintah. Namun, ketimpangan gender dalam bidang pertanian masih tinggi (Kotak
2). Dalam beberapa hal, permasalahan ini berakar pada rendahnya kapasitas untuk menganalisis
kesenjangan gender serta terbatasnya pengetahuan dan pemahaman tentang tindakan
pengarusutamaan gender di berbagai jenjang pemerintahan, meski undang-undang dan peraturan
yang lebih peka gender telah ditetapkan pemerintah (Food and Agriculture Organization, 2019a).
Terbatasnya jumlah pimpinan atau staf perempuan di kantor pertanian daerah dan penyuluh tani
perempuan turut berkontribusi dalam melanggengkan ketimpangan gender di sektor pertanian. Selain
itu, di tingkat daerah, ketimpangan gender juga bersumber dari budaya patriarki yang telah mengakar
di sebagian besar masyarakat.

Kotak 2
Ketimpangan Gender di Sektor Pertanian di Indonesia

Sebagian besar produksi pangan di Indonesia mengandalkan petani skala kecil, termasuk petani perempuan.
Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa kaum perempuan mewakili sekitar 23% dari angkatan kerja
pertanian. Tingkat partisipasi perempuan tertinggi sebesar 25% terdapat pada subsektor peternakan.
Perempuan biasanya bertanggung jawab atas pembersihan kandang, penyiapan pakan, dan aspek-aspek lain
dari pemeliharaan ternak. Pada tanaman pangan dan hortikultura, perempuan berkontribusi masing-masing 21%
dan 22% dari angkatan kerja. Dalam produksi tanaman pangan, perempuan terlibat dalam hampir semua tahap
produksi, kecuali pada penyiapan lahan, yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Pada subsektor hortikultura,
perempuan berperan penting dalam aktivitas tumpang sari, seperti menanam kacang panjang, ubi, talas, dan
beberapa tanaman sayur. Mereka juga sering menggunakan halaman rumah untuk membudidayakan sayuran,
baik untuk konsumsi keluarga maupun untuk dijual (Food and Agriculture Organization, 2019a: 27—-28). Namun,
walaupun berkontribusi besar terhadap produksi pangan, peran perempuan di sektor pertanian sering kali kurang
atau bahkan tidak mendapat pengakuan sama sekali. Peran dan partisipasi perempuan sering luput dari
pelaporan karena peran perempuan dalam rumah tangga dan usaha tani sering kali tidak diklasifikasikan sebagai
pekerjaan wirausaha, melainkan sebagai kerja tak berbayar terhadap rumah tangga dan pekerjaan pertanian.
Norma dan budaya setempat sering menempatkan perempuan pada posisi lemah dalam mendapatkan hak
kepemilikan tanah. Hal ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses terhadap kredit atau sumber daya lain
untuk mendukung kegiatan produksi mereka (Food and Agriculture Organization, 2019a: 29-32).

Secara keseluruhan, Indonesia masih harus bergelut dengan tantangan-tantangan besar dalam
meningkatkan produksi pangan yang dapat mendukung peningkatan gizi dan mempromosikan gizi
seimbang. Fokus utama pada peningkatan produksi beras belum mampu memenuhi ambisi
pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor dan telah mengorbankan
berbagai upaya untuk meningkatkan produksi buah, sayuran, dan protein hewani (dengan kekecualian
pada ikan). Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk tidak hanya meningkatkan produktivitas
komoditas pangan tetapi juga mendukung produksi komoditas pangan yang lebih beragam. Berkaitan
erat dengan hal ini, dukungan kepada perempuan yang bekerja di bidang pertanian sangat perlu
ditingkatkan dengan meningkatkan akses mereka terhadap informasi dan sumber daya ekonomi, serta
meningkatkan visibilitas mereka secara keseluruhan.

Akses pangan berkaitan dengan dua isu: keterjangkauan pangan secara ekonomi dan sosial. Menurut
Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) 2010-2024, pemerintah harus menjaga keterjangkauan
pangan secara ekonomi dengan (i) menjaga kestabilan harga pangan pokok dan pangan penting lain,
seperti gula dan minyak goreng; (ii) memberikan kebijakan insentif untuk keberlangsungan usaha
produsen pangan; (iii) memperluas akses ke sistem informasi pasar dan harga pangan; dan (iv)
melakukan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga berpendapatan rendah
sehingga mereka dapat meningkatkan ketahanan pangan dan gizi mereka (Dewan Ketahanan Pangan,
2015; Perpres No. 83 Tahun 2017).
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Terkait harga pangan, ada dua instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk
menjaga stabilitas harga pangan. Instrumen pertama adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan
instrumen kedua adalah Badan Urusan Logistik (BULOG). Pemerintah menetapkan HET komoditas
pangan utama dan meminta BULOG melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga jika harga
komoditas tersebut naik di atas HET. Rancangan sistem stabilisasi harga pangan tersebut
dikembangkan pertama kali pada dekade 1970-an saat Indonesia berjuang mengatasi permasalahan
kekurangan pangan yang kronis. Tujuan utama kebijakan tersebut adalah menstabilkan harga beras
dan sekaligus menjaga profitabilitas usaha pertanian bagi petani sehingga mereka memiliki insentif
yang cukup untuk meningkatkan produksi pangan. Kebijakan tersebut bekerja dengan baik selama
periode 1970-an dan membantu Indonesia meningkatkan produksi beras dan mencapai status
swasembada beras pada 1985 (Patunru dan llman, 2019: 12). Namun, makin terbukanya sistem
perdagangan akibat globalisasi ekonomi membuat sistem ini tak lagi efektif menjaga keterjangkauan
harga beras dalam negeri (Asian Development Bank, 2019). Meski telah melibatkan BULOG, harga
beras dalam negeri di Indonesia masih lebih tinggi daripada harga beras di pasar internasional
(Patunru dan Iliman, 2019: 22).

Terkait keterjangkauan harga pangan, salah satu elemen penting dari kebijakan pemerintah untuk
menjaga ketersediaan pangan adalah dengan menyediakan subsidi pertanian, seperti subsidi pupuk.
Namun, terdapat banyak laporan tentang alokasi dan penyaluran subsidi pupuk yang kurang tepat
sasaran. Laporan Ombudsman pada 2016 menyebutkan bahwa banyak pupuk bersubsidi dijual ke
perkebunan, alih-alih ke petani kecil, dengan harga 40% di atas harga subsidi (Hamilton-Hart, 2019:
12). Selain itu, sebagian besar (90%) petani membeli pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi
daripada HET yang ditentukan pemerintah (Rachman dan Sudaryanto, 2010) dan sebagian besar
subsidi jatuh ke tangan 40% petani dengan luas lahan terbesar yang mendapatkan hingga 60% dari
subsidi yang dialokasikan (Osorio et al., 2011). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kenaikan pada
alokasi anggaran subsidi pupuk dalam beberapa tahun terakhir tidak banyak membantu menurunkan
harga beras dalam negeri.

Seiring dengan tidak efektifnya sistem stabilisasi harga pangan dalam negeri, pemerintah praktis
hanya mengandalkan keterjangkauan sosial pangan untuk menjamin akses pangan kelompok miskin
dan rentan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan kebijakan perlindungan sosial yang mencakup
bantuan pangan bagi rumah tangga miskin (Kotak 3), program bantuan tunai bersyarat (conditional
cash transfer) atau yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) (Kotak 4) dan bantuan
pangan bagi korban bencana alam dan sosial. Program-program ini, khususnya bantuan pangan bagi
penduduk miskin, pertama kali dikembangkan untuk menanggulangi dampak Krisis Keuangan Asia
1998/1999. Kemudian, program-program tersebut terus dikembangkan. Seiring dengan
perkembangan teknologi, modalitas distribusi bantuan sosial yang digunakan dalam program-program
tersebut turut berkembang dan mencakup hal-hal yang dapat meningkatkan inklusi keuangan
penduduk miskin.

Baru-baru ini, baik program bantuan pangan untuk penduduk miskin maupun PKH sudah dibuat lebih
peka terhadap kebutuhan gizi keluarga penerima manfaat (KPM). Perubahan program bantuan
pangan kepada keluarga miskin dari pemberian beras bersubsidi, seperti Beras untuk Rumah Tangga
Miskin (Raskin) atau Beras Sejahtera (Rastra), menjadi kartu elektronik atau kupon untuk membeli
berbagai bahan pangan (Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT atau Program Sembako) memungkinkan
KPM untuk dapat memilih beragam bahan pangan yang berpotensi meningkatkan status gizi mereka.
Pada 2017, program ini sudah menyertakan telur, selain beras, sebagai pilihan pangan yang bisa dibeli
oleh rumah tangga penerima kartu elektronik BPNT/Program Sembako. Akan tetapi, kurangnya
pengetahuan dan kesadaran tentang bahan pangan bergizi dapat membatasi besarnya manfaat yang
dapat dicapai terkait peningkatan status gizi. Kartu elektronik atau kupon tersebut dapat digunakan
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KPM untuk membeli pangan dari gerai khusus (e-warong!?). Namun, pada kenyataannya, ditemukan
beberapa kasus di mana KPM hanya dapat membeli bahan pangan yang sudah dijual dalam satu paket
(Hastuti, Ruhmaniyati, dan Widyaningsih, 2020). Pada PKH, upaya-upaya untuk meningkatkan status
gizi anggota rumah tangga penerima manfaat dilakukan melalui sesi-sesi pertemuan tentang
pengembangan keluarga.

Kotak 3
Evolusi Bantuan Pangan untuk Penduduk Miskin

Pada 2006, pemerintah memberikan bantuan beras bersubsidi kepada penduduk miskin yang disebut Beras
untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin). Sejak itu, nama program ini sudah beberapa kali berubah dan berevolusi
guna mengadopsi kemajuan teknologi dan meningkatkan kandungan nilai gizinya. Pada 2016, nama program
ini diubah menjadi Beras Sejahtera (Rastra) tetapi dengan sasaran rumah tangga penerima yang tetap sama.
Pada 2016, KPM program ini berjumlah sekitar 15,5 juta keluarga miskin. KPM berhak mendapat 10 kg beras
kualitas sedang per bulan dengan harga subsidi.

Pada 2017, program ini mengalami modifikasi dengan menerapkan modalitas distribusi nontunai menggunakan
sistem perbankan. Bentuk bantuan yang disalurkan melalui program yang dikenal dengan nama Bantuan
Pangan Non-Tunai (BPNT) tersebut berupa uang yang ditransfer secara elektronik sebesar Rp110.000 per KPM
per bulan. Dengan nilai bantuan sebesar itu, BPNT dapat digunakan untuk membeli beras dan telur di e-warong
yang bertindak sebagai agen distribusi pangan. Pada 2017, BPNT diterapkan hanya di 44 kabupaten/kota
(sebagian besar di daerah perkotaan) dengan sekitar 1,2 juta KPM. Pada saat yang bersamaan, program Rastra
masih diterapkan dan menyasar 14,3 juta KPM. Pada 2019, BPNT disalurkan kepada sekitar 10,2 juta KPM,
sementara Rastra disalurkan kepada 5,3 juta KPM di 295 kabupaten/kota yang tidak mempunyai jaringan

telekomunikasi dan sinyal memadai untuk e-warong. Pada kedua program tersebut, pemegang hak untuk
menerima bantuan adalah kepala rumah tangga, biasanya laki-laki.

Studi Gupta dan Huang (2018) yang menggunakan lima putaran Sakerti pada periode 1993-2014 menemukan
bahwa anak-anak dari rumah tangga penerima manfaat Raskin menunjukkan peningkatan status kesehatan
berdasarkan berbagai ukuran antropometri yang digunakan, serta peningkatan kondisi kesehatan jangka
panjang pada masa remaja dan dewasa.

Pada 2020, BPNT dinamai ulang menjadi Program Sembako dan sebanyak 15,2 juta KPM ditetapkan akan
menerima bantuan senilai Rp150.000 per rumah tangga per bulan melalui kartu kupon elektronik. Kartu ini tetap
diberikan atas nama kepala rumah tangga yang biasanya laki-laki. Kartu ini bisa digunakan untuk membeli

berbagai produk pangan.®®

Untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, pemerintah meningkatkan cakupan BPNT menjadi 20 juta
rumah tangga dengan paket manfaat sebesar Rp200.000 per rumah tangga penerima manfaat per bulan (dari
April-Desember 2020).

Namun, beberapa celah dalam mekanisme penargetan yang mengandalkan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat menghambat tercapainya hasil maksimal agar program dapat
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga miskin. Berasal dari Basis Data Terpadu (BDT)
yang dikembangkan pertama kali pada 2011 dan diperbarui pada 2015, DTKS saat ini dikelola oleh
Kementerian Sosial (Kemensos). Walaupun demikian, pemerintah kabupaten/kota ditugaskan untuk
secara berkala memperbarui data mereka. Rendahnya komitmen politik dan terbatasnya kapasitas
pemerintah daerah menyebabkan data tersebut tidak selalu diperbarui secara berkala di semua
daerah sehingga data yang ada tidak selalu mencerminkan kondisi terkini di daerah tersebut. Salah

14Warung gotong royong elektronik (e-warong) adalah agen bank, pedagang, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan
bank mitra dan telah ditetapkan bersama dengan bank mitra sebagai tempat penarikan atau pembelian paket bantuan sosial
oleh rumah tangga penerima manfaat.

BMenurut panduan program, produk pangan tersebut, antara lain, adalah (i) sumber karbohidrat (beras dan makanan pokok
lokal lain, seperti jagung atau sagu), (ii) sumber protein hewani (telur, ayam, daging sapi, dan/atau ikan), (iii) sumber protein
nabati (kacang-kacangan, tahu, dan tempe), dan (iv) sumber vitamin dan mineral (sayuran dan buah).
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satu contoh masalah dengan data yang ada adalah perbedaan nama pihak yang digunakan sebagai
penerima manfaat program. Data KPM PKH, misalnya, menggunakan nama anggota keluarga
perempuan (biasanya istri dari kepala keluarga) (Kotak 4), sementara program perlindungan sosial lain
dan basis data sistem pendaftaran penduduk menggunakan nama kepala rumah tangga (biasanya laki-
laki) sehingga membuat integrasi data menjadi penuh tantangan. Hal ini berakibat pada meningkatnya
kasus salah sasaran dan menyebabkan timbulnya konflik sosial di masyarakat terutama karena data
tersebut saat ini digunakan untuk menetapkan sasaran program bantuan sosial sebagai bagian dari
kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diterapkan pemerintah untuk menanggulangi krisis
akibat pandemi COVID-19.

Kotak 4
Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang bertujuan mengurangi beban ekonomi rumah tangga
miskin. Keluarga penerima manfaat (KPM) menerima uang dengan nilai tertentu dari pemerintah, dengan
syarat mereka memenuhi kewajiban tertentu dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Pemegang hak atas
program ini adalah anggota keluarga perempuan dari KPM, biasanya istri dari kepala rumah tangga atau
perempuan dewasa dari rumah tangga tersebut, jika tidak ada istri. Program ini pertama kali melalui uji coba
pada 2007 di tujuh provinsi dengan sekitar 388.000 KPM. Seiring waktu, pemerintah menyempurnakan
program ini dengan memperbesar jumlah penerima manfaat program agar dapat mencakup lebih banyak
anak, penyandang disabilitas, dan lansia (usia 70 tahun ke atas), serta memberikan sesi pelatihan tentang
kesehatan dan pendidikan bagi perempuan penerima manfaat program. Pada 2015, PKH mencakup sekitar
3,5 juta rumah tangga dan pada 2018 cakupannya mencapai 9,2 juta rumah tangga di semua provinsi di
Indonesia. Untuk menanggulangi pandemi COVID-19, pemerintah memperbesar jumlah KPM menjadi 10
juta rumah tangga.

Terkait kriteria KPM, sejak 2016, PKH menarget rumah tangga miskin yang memiliki ibu hamil, balita, anak
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, anak yang terdaftar di sekolah menengah atas, penyandang
disabilitas, dan lansia. KPM PKH juga berhak atas akses terhadap program bantuan sosial lain, termasuk
Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dengan tujuan memberikan dukungan
komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup rumah tangga miskin. Cahyadi et al. (akan dipublikasikan)
juga menemukan bahwa PKH memiliki dampak positif yang besar terhadap penurunan stunting pada anak
balita.

Sejak 2015, program ini dilengkapi dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang
bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran KPM PKH tentang arti penting pendidikan dan
kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. Ada lima modul utama dalam P2K2: (i) kesehatan
dan gizi, (ii) pendidikan, (iii) ekonomi (pengelolaan keuangan keluarga), (iv) perlindungan anak (pencegahan
kekerasan terhadap anak dan perlindungan bagi perempuan hamil dan menyusui), dan (v) kesejahteraan
sosial (perawatan lansia). Modul-modul P2K2 tersebut diberikan oleh fasilitator program (yang sebagian
besar laki-laki) pada rapat bulanan yang dihadiri oleh (terutama) anggota keluarga perempuan dari KPM.

Pada tahap awal pelaksanaan PKH, paket bantuan dihitung berdasarkan komposisi rumah tangga yang
menjadi sasaran program ini. Nominal bantuan berkisar dari Rp600.000 sampai Rp2.200.000 per rumah
tangga per tahun. Namun, pada 2017, nilai bantuan ditentukan dengan skema flat (tarif rata) senilai Rp1,89
juta per KPM per tahun dan Rp2 juta jika terdapat lansia atau penyandang disabilitas di rumah tangga
tersebut. Sejak 2019, skema penentuan besaran bantuan diubah kembali menjadi skema nonflat (tarif tidak
rata), dengan nilai bantuan berkisar dari Rp950.000 sampai Rp3,9 juta per rumah tangga per tahun. Bantuan
tersebut disalurkan setiap tiga bulan melalui rekening bank pribadi atau kantor pos jika KPM tinggal di lokasi
yang jauh dari bank. Untuk menanggulangi pandemi COVID-19, pemerintah telah memperbesar nilai transfer
sebesar 25% dan mengubah frekuensi penyaluran menjadi setiap bulan.

Sejak 2017, pemerintah juga telah melaksanakan PKH Akses. Skema ini memberikan bantuan sosial dengan
syarat khusus untuk meningkatkan akses keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar di
daerah tertinggal atau terpencil dan pulau-pulau terluar.

Terkait akses pangan, penanggulangan darurat bencana memerlukan perhatian dari pemerintah.
Mengingat Indonesia sangat rentan terhadap bencana, aturan pelaksanaan yang berkenaan dengan
distribusi bantuan pangan dan komposisi paket bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi
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harus ditingkatkan. Hal ini terutama terkait dengan kebutuhan gizi khusus individu tertentu, seperti
ibu hamil dan ibu menyusui, serta bayi berusia 6 sampai 24 bulan. Ibu yang memiliki bayi usia di bawah
6 bulan disarankan untuk meneruskan pemberian ASI eksklusif.

Sesuai dengan Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan,
bantuan pangan untuk korban bencana dapat dikategorikan sebagai logistik. Dalam kondisi bencana,
BNPB menyediakan bantuan pangan dalam bentuk paket makanan siap santap, paket lauk, dan
suplemen makanan. BPNB juga menyediakan air bersih sebagaimana diperlukan. BNPB membuka
dapur umum dan menyediakan bantuan makanan ke lokasi bencana, khususnya untuk tim
pertolongan pertama. Makanan dan seluruh persedian bantuan tersedia di gudang-gudang logistik
yang dikelola oleh BNPB, baik di tingkat pusat maupun provinsi/kabupaten/kota, tergantung pada
skala bencana yang terjadi. Pada saat terjadi bencana, ketika kondisi darurat diumumkan, gubernur
dan bupati atau walikota dapat meminta tambahan persediaan bantaun dari BULOG melalui
Kementerian Sosial.

Bantuan pangan bagi penduduk terdampak di lokasi-lokasi bencana dilakukan oleh Dinas Sosial
(Dinsos), yang mendirikan dapur umum untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan. Dinas
Sosial juga menyediakan peralatan makan. Seluruh bantuan pangan yang disediakan harus memenuhi
standard pemenuhan kebutuhan gizi minimal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan
Dinsos bekerja sama dalam upaya ini. Kemensos juga memiliki lini program PKH yang secara khusus
dimaksudkan untuk mendukung korban bencana, yakni melalui skema PKH Adaptif. Berbeda dari PKH
biasa, penerima manfaat PKH Adaptif tidak dapat menerima bantuan, kecuali mereka memenuhi
kriteria tertentu, seperti tinggal di daerah terpencil dan terbelakang; menjadi korban bencana,
termasuk bencana sosial; dan merupakan keluarga miskin tetapi tidak tercatat di DTKS.

Dalam konteks krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 saat ini, bantuan sosial yang diberikan kepada
penduduk yang terdampak sebagian besar menggunakan skema yang telah dirancang untuk
guncangan biasa yang bersifat idiosinkratik, termasuk Program Sembako dan PKH. Karena skema
semacam ini mungkin jauh dari sempurna dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang terdampak
oleh krisis kesehatan publik, seperti pandemi COVID-19, pemerintah memperkenalkan beberapa
skema baru. Sebagaimana akan dibahas pada Bab 4, skema-skema baru ini mencakup, antara lain,
Program Sembako Bantuan Presiden untuk Jabodetabek, Bantuan Tunai Sosial untuk daerah non-
Jabodetabek, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa, dan Program Kartu Prakerja.

Bagian ini membahas kebijakan-kebijakan terkait dua aspek penting asupan pangan: (i) keamanan
pangan dan pola konsumsi pangan, serta (ii) peningkatan gizi.

3.3.1 Kebijakan dan Program Keamanan Pangan dan Pola Konsumsi Pangan

Keamanan pangan di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Secara umum,
penjaminan keamanan pangan melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Kementan dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab atas pengaturan pangan segar. Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi terutama makanan olahan. Kemenkes dan otoritas
kesehatan daerah mengawasi makanan siap saji atau siap santap. Selain itu, Kementerian
Perindustrian dan kementerian-kementerian lain juga turut berperan dalam sistem pangan.
Kementerian Pendidikan terlibat dalam mengatur keamanan makanan yang dijual di kantin-kantin
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sekolah dan bekerja bersama BPOM untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak
Sekolah (RAN PJAS).

BKP bertanggung jawab untuk memastikan keamanan komoditas strategis yang tidak tahan lama,
khususnya komoditas yang mudah membusuk, seperti buah-buahan segar, sayuran, dan tanaman
pangan lain. Hal ini dapat dilakukan melalui (i) sertifikasi pangan oleh Otoritas Kompeten Keamanan
Pangan (OKKP) yang dapat dilakukan di kantor OKKP pusat atau daerah; dan (ii) pendaftaran pangan,
sebuah mekanisme yang dapat digunakan untuk pangan segar yang berasal dari tumbuhan dan rumah
pengepakan. Selain itu, pada 2014, BPOM meluncurkan empat program utama: (i) pendaftaran
produk, khususnya untuk obat-obatan tradisional dan suplemen kesehatan; (ii) sistem informasi
keamanan pangan (Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed atau INRASFF); (iii) pelaporan dan
kepatuhan keamanan pangan (farmakovigilans berbasis situs web dan pusat kontak BPOM); dan (iv)
pengembangan partisipasi masyarakat untuk keamanan pangan (Keamanan Pangan pada Tingkat
Desa) (SMERU et al., 2014).

Walau telah dilakukan upaya-upaya tersebut, keamanan pangan masih menjadi masalah serius di
Indonesia. Menurut Food and Agriculture Organization (2019b), Direktorat Kesehatan Lingkungan dan
Pos Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Kemenkes, melaporkan 163 wabah penyakit yang
disebabkan makanan di seluruh Indonesia pada 2017. Angka ini lebih tinggi daripada jumlah kasus
yang dilaporkan pada 2013 (46 kasus) dan 2015 (61 kasus) (Food and Agriculture Organization, 2019b).
Sebuah studi pada 2018 melaporkan berbagai kendala yang ada dalam merealisasikan keamanan
pangan di Indonesia, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal (Putri, 2018). Faktor
internal mencakup peraturan-peraturan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
terbaru tentang zat-zat makanan, terbatasnya kuasa penegakan hukum BPOM (karena penegakan
hukum merupakan urusan kepolisian), dan tidak cukupnya jumlah staf dan fasilitas kerja BPOM. Faktor
eksternal mencakup rendahnya pendapatan yang membuat konsumen lebih berfokus pada harga
pangan yang lebih murah daripada mutu pangan; kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang
kebersihan pangan dan zat aditif pangan yang aman di antara para produsen yang sebagian besar
berasal dari usaha kecil dan mikro; serta kurangnya kesadaran masyarakat akan keamanan pangan
dan prevalensi penyakit yang disebabkan keracunan makanan akibat kurangnya data epidemiologi.

Terkait pola konsumsi pangan, setidaknya terdapat dua kebijakan yang sudah dilaksanakan. Kebijakan
pertama adalah skor PPH yang memberikan gambaran umum keterkaitan antara produksi dan pola
konsumsi. Hal ini terutama dilaksanakan dan dipantau oleh BKP dari Kementan. Kebijakan kedua
adalah panduan gizi seimbang dari Kemenkes.

RPJMN 2015-2019 menargetkan peningkatan skor PPH dari 85,2 pada 2015 menjadi 92,5 pada 2019
(Badan Ketahanan Pangan, 2019). Menurut RPJMN 2020-2024, target ini berhasil dicapai dan target
baru sebesar 96,3 ditetapkan untuk dapat dicapai pada 2024. Meskipun demikian, perlu diperhatikan
bahwa dibandingkan dengan standar keragaman pangan internasional, seperti yang
direkomendasikan oleh Komisi EAT-Lancet, PPH Indonesia mengandung terlalu banyak serealia atau
karbohidrat. Komisi EAT-Lancet menyarankan agar asupan serealia hanya sebanyak kurang lebih 34%
dari total asupan kalori per hari, sementara PPH Indonesia menyarankan sekitar 56% asupan kalori
harian yang berasal dari serealia. Hal ini sedikit banyak menjelaskan mengapa Indonesia, meski skor
PPH nasionalnya tercatat sudah cukup tinggi, hanya mampu mencatat skor rendah pada keragaman
pangannya dibandingkan negara-negara lain. Menurut Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food
Security Index atau GFSI) Tahun 2019, meski Indonesia secara keseluruhan mencatat skor 62,6
(peringkat 62 dari 113 negara dalam survei tersebut), skor keragaman pangannya hanya mencapai 19—
jauh lebih rendah daripada rata-rata skor dunia yang berada di angka 55,8—dan menempati peringkat
102. Jadi, di satu sisi, program-program yang dilaksanakan BKP untuk mendukung diversifikasi pangan
dan meningkatkan keterkaitan produksi dan konsumsi di tingkat masyarakat belum sepenuhnya
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berhasil karena terbatasnya pendanaan. Sementara itu, di sisi lain, skor PPH nasional juga tidak
memberikan standar gizi terbaik untuk meningkatkan pola konsumsi pangan.

Panduan gizi seimbang dari Kemenkes, di sisi lain, memberikan saran yang lebih mendekati
rekomendasi Komisi EAT-Lancet. Panduan yang diterbitkan secara resmi pada 2014 dalam Permenkes
No. 41 Tahun 2014 ini menyatakan bahwa tiap menu harus mencakup hal-hal dengan proporsi berikut:
(i) makanan pokok atau sumber karbohidrat (dua pertiga dari separuh piring, atau sekitar 33%), (ii)
sayuran (dua pertiga dari separuh piring), (iii) lauk pauk (satu pertiga dari separuh piring), dan (iv)
buah-buahan (satu pertiga dari separuh piring). Namun, komposisi yang disarankan akan berbeda
tergantung pada usia dan tingkat aktivitas fisik individu. Namun, popularitas panduan ini belum
mampu menggeser panduan “4 Sehat 5 Sempurna” sebelumnya yang menyarankan penduduk untuk
mengonsumsi nasi (atau makanan pokok), sumber protein (hewani atau nabati), sayuran, dan buah-
buahan agar sehat dan menambahkan susu agar sempurna.

3.3.2 Kebijakan dan Program terkait Peningkatan Gizi

Pada 22 Oktober 2011, Indonesia bergabung dengan gerakan Scaling Up Nutrition (SUN) global, yang
mendorong pemerintah untuk mengembangkan Gerakan Nasional Percepatan Peningkatan Gizi.
Gerakan ini dilembagakan melalui Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Peningkatan Gizi. Peraturan ini menyatakan bahwa semua pemangku kepentingan dari
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta sektor nonpemerintah dan swasta perlu dilibatkan
dalam gerakan ini. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah akan mengupayakan dua
jenis kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan nilai gizi masyarakat—intervensi
khusus gizi dan pendidikan gizi. Program pendidikan gizi mencakup kampanye nasional dan daerah
untuk peningkatan gizi; advokasi antarsektor dan antarkementerian serta diseminasi/sosialisasi
publik; dialog dengan berbagai aktor berbeda untuk menggalakkan kolaborasi; pelatihan; diskusi; dan
intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

Dalam merealisasikan gerakan nasional ini, pemerintah meluncurkan Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (GERMAS) pada November 2016. Tujuan utama gerakan ini adalah meningkatkan kesadaran,
kesediaan, dan kemampuan masyarakat untuk menjalankan gaya hidup sehat demi meningkatkan
kualitas hidup. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka GERMAS, antara lain, adalah (i)
peningkatan aktivitas fisik, (ii) edukasi tentang perilaku bersih dan sehat, (iii) penyediaan makanan
sehat dan percepatan peningkatan gizi, (iv) pencegahan dan deteksi dini penyakit, (v) peningkatan
kualitas lingkungan, dan (vi) edukasi tentang hidup sehat. Kegiatan-kegiatan tersebut wajib
dilaksanakan oleh berbagai kementerian serta pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat,
komunitas bisnis, individu, dan masyarakat. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.
42 Tahun 2013, gerakan ini digerakkan oleh satuan kerja khusus yang dipimpin oleh Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain GERMAS, pada 2015, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.® Peraturan ini secara khusus mengaitkan peningkatan gizi
dengan diversifikasi pangan dan memberikan prioritas lebih besar pada peningkatan gizi ibu hamil, ibu
menyusui, bayi, balita, dan kelompok-kelompok berisiko gizi lainnya. Peraturan ini memberikan dasar
untuk penetapan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang KSPG yang memberikan fondasi
hukum bagi pengembangan rencana aksi nasional untuk gizi dan menuntut pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota untuk mengembangkan rencana aksi daerah terkait pangan dan gizi. Bappenas di

Bperaturan ini mengatur (i) cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah; (ii) diversifikasi pangan
dan peningkatan gizi masyarakat; (iii) kesiapan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan; (iv) distribusi pangan,
perdagangan pangan, dan bantuan pangan; (v) pengawasan; (vi) sistem informasi pangan dan gizi; dan (vii) partisipasi
masyarakat.
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tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat daerah
ditugaskan untuk memimpin perumusan rencana-rencana tersebut. Peraturan presiden ini juga
menegaskan perlunya mengembangkan tindakan terpadu untuk mempercepat penanggulangan
stunting.

Pada awal 2018, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengeluarkan
Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) yang kemudian dinamai ulang menjadi Kebijakan
Strategis dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. RAN-PG 2017-2019 mempertahankan kelima
pilar dari RAN-PG 2011-2015.17 Namun, berbeda dengan RAN-PG sebelumnya, Rencana Aksi 2017—-
2019 menyebutkan kementerian dan lembaga apa saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
masing-masing pilar. Rencana Aksi ini memperkuat dan melanjutkan sebagian besar program yang
telah dilaksanakan pada rencana sebelumnya, di bawah gerakan SUN dan GERMAS. Akan tetapi,
rencana ini mengacu pada daerah prioritas nasional (penargetan geografis) untuk tindakan-tindakan
terpadu. Ada 8 kabupaten/kota prioritas yang dipilih pada 2017; jumlah ini diperbesar menjadi 84
kabupaten/kota pada 2018 dan semua kabupaten/kota (lebih dari 500) di Indonesia pada 2019.
Serupa dengan rencana sebelumnya, perhatian diberikan pada intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

Kotak 5
Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2017-2019: Program-Program
Peningkatan Gizi

Menurut RAN-PG 2017-2019, kebijakan untuk mempercepat peningkatan gizi terdiri atas beberapa program
yang berfokus pada tujuan-tujuan berikut.

1. Meningkatkan pengawasan gizi termasuk pemantauan perkembangan anak.

2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi, dengan fokus khusus pada 1.000 hari
pertama, remaja, calon pengantin putri, dan ibu hamil. Program ini juga menyediakan makanan tambahan
(misalnya, biskuit fortifikasi dan makanan yang disediakan di posyandu), khususnya bagi rumah tangga
miskin dan orang-orang yang tinggal di daerah tertinggal dan perbatasan.

3. Menggalakkan perubahan perilaku terkait kesehatan, gizi, sanitasi, kebersihan, dan pengasuhan anak.

4. Meningkatkan peran masyarakat dalam program-program peningkatan gizi, khususnya program yang
menyasar ibu hamil, perempuan usia subur, dan balita di daerah tertinggal dan perbatasan dengan
mengembangkan pos penimbangan berat badan di tingkat desa (posyandu) dan pendidikan anak usia dini
(PAUD) yang holistik dan terpadu.

5. Memperkuat pelaksanaan dan evaluasi peraturan dan standar gizi.

6. Memperkuat kerja sama antarsektor dalam melaksanakan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang
didukung oleh peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
dalam melaksanakan RAN-PG (Bappenas, 2015: 19).

Direktorat Gizi Kemenkes juga melaksanakan beberapa kebijakan dan program yang dimaksudkan
untuk meningkatkan gizi ibu dan anak, meningkatkan ketersediaan dan penyaluran perawatan dan
obat-obatan secara merata, dan mengatasi malnutrisi. Kebijakan dan program ini mencakup upaya
peningkatan praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA), seperti ASI eksklusif untuk bayi usia di
bawah 6 bulan, penanganan malnutrisi akut, suplementasi vitamin A, pengendalian gangguan
defisiensi yodium, penanganan defisiensi zat besi/anemia, dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Untuk mempercepat peningkatan gizi, Kemenkes juga berupaya meningkatkan peran masyarakat
melalui program khusus yang disebut Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi). Sebagai bagian dari program Desa

YMenurut Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang KSPG, kelima pilar RAN-PG disebutkan kembali sebagai berikut:
(i) peningkatan nilai gizi masyarakat; (ii) peningkatan akses masyarakat terhadap pangan; (iii) mutu dan keamanan pangan;
(iv) kebersihan dan kebiasaan sehat; dan (v) koordinasi pembangunan pangan dan gizi.
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Siaga yang lebih luas, Kadarzi bertujuan meningkatkan nilai gizi dan pola makan rumah tangga,
memberikan tambahan makanan, dan memperkuat program diversifikasi pangan.

Pada 2018, pemerintah juga memperkenalkan strategi baru untuk mempercepat penanggulangan
stunting. Sejalan dengan target global yang ditetapkan oleh Majelis Kesehatan Dunia atau World
Health Assembly untuk mengurangi stunting sebesar 40%, pemerintah memasang target untuk
menurunkan prevalensi stunting di negara ini dari 37,2% pada 2013 menjadi 22% pada 2025. Lebih
lanjut, sesuai dengan RPJMN 2020-2024, pemerintah menetapkan target yang lebih ambisius untuk
menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024/2025. Berdasarkan kerangka konseptual
yang dikembangkan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) tentang penyebab gizi
kurang pada anak, strategi pemerintah untuk menurunkan stunting memperhatikan empat bidang
utama yang dapat secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi perkembangan anak.
Keempat bidang tersebut adalah akses terhadap makanan bergizi, pengasuhan/perawatan anak,
layanan kesehatan, serta air bersih dan sanitasi. Oleh karena itu, menyadari kompleksitas stunting
dan faktor penyebabnya yang multidimensional, pemerintah pun menggunakan pendekatan
multisektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Strategi pemerintah
menggunakan lima pilar intervensi kebijakan, yakni (i) komitmen dan kepemimpinan politik; (ii)
kampanye nasional untuk perubahan perilaku; (iii) konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi tindakan
pemerintah dari tingkat nasional sampai tingkat desa; (iv) ketahanan pangan dan gizi; dan (v)
pemantauan dan evaluasi. Hal ini direalisasikan melalui Strategi Nasional Percepatan Pencegahan
Anak Kerdil (Stranas Stunting) (TNP2K, Bappenas, dan Kemendagri, 2018).

Mengingat rencana tersebut menekankan integrasi berbagai program, pemerintah mengadopsi
pendekatan geografis dengan secara khusus memfokuskan perhatian pada daerah-daerah yang
memiliki tingkat stunting tinggi (TNP2K, Bappenas, dan Kemendagri, 2018). Pada fase pertama (2018),
pemerintah melaksanakan intervensi terkoordinasi di 1.000 desa yang berada di 100 kabupaten/kota
dengan menggunakan pendekatan konvergensi multisektor. Pada fase kedua (2019), aktivitas
intervensi diperluas hingga 1.600 desa di 160 kabupaten/kota. Terakhir, pada fase ketiga (2020-2024),
kegiatan tersebut akan secara bertahap diperluas hingga mencakup semua kabupaten/kota di
Indonesia. Intervensi kebijakan ini dimaksudkan untuk mengembangkan model pendekatan
komprehensif guna menurunkan stunting yang akan diperluas ke lebih banyak desa nantinya.

Untuk mempercepat pencegahan stunting, pemerintah kini melaksanakan intervensi gizi spesifik dan
gizi sensitif. Intervensi tersebut terdiri atas program dan kegiatan yang dapat secara langsung atau
tidak langsung mencegah stunting. Selaras dengan Stranas Stunting 2018-2024, Kemenkes menyusun
ulang strateginya untuk menurunkan stunting dan mengategorikan intervensi menjadi intervensi gizi
spesifik dan gizi sensitif (Tabel 6).




Tabel 6. Intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif

Intervensi Gizi Spesifik

Intervensi Gizi Sensitif

1. Pemberian tablet zat besi dan asam folat Akses terhadap air bersih dan sanitasi
2. Promosi ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini  Akses terhadap layanan kesehatan
(IMD)
3. Pemberian informasi tentang praktik pemberian  Promosi gizi seimbang
makan bayi dan anak (PMBA)
4. Pemberian suplemen makanan Konseling pengasuhan anak untuk orang tua
5. Penanganan malnutrisi akut Penyediaan pendidikan anak usia dini bagi semua
anak
6. Imunisasi Konseling kesehatan reproduksi untuk remaja
7. Pemberian kalsium dan yodium Bantuan ketahanan pangan
8. Suplementasi vitamin A Program perlindungan sosial untuk keluarga
miskin (seperti PKH)
9. Pencegahan dan pengendalian cacing perut Fortifikasi pangan

10. Penanganan diare

11.  Peningkatan layanan perawatan kesehatan ibu
dan bayi

12.  Pendidikan gizi untuk ibu hamil

13. Pemberian jala antinyamuk dan perawatan ibu
hamil yang menderita malaria

Sumber: Bappenas, 2015: 41.

Untuk mengatasi permasalahan kompleks dan multisektoral yang ada dalam upaya penanganan
stunting, pada Mei 2019 pemerintah juga membentuk Tim Nasional Percepatan Pengurangan Anak
Kerdil (TP2AK). Tim ini dirancang sebagai ‘Tim Dukungan Strategis dan Operasional’ untuk kantor wakil
presiden guna mengoordinasikan upaya-upaya yang dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting.
Struktur koordinasi ini akan dirumuskan secara formal dalam (draf) Peraturan Presiden tentang
Percepatan Pengurangan Anak Kerdil yang akan menetapkan wakil presiden sebagai kepala komite
pengarah kebijakan dan Kepala Bappenas sebagai kepala komite pelaksana. TP2AK telah meminta
dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mengatasi stunting dan
melaksanakan tindakan-tindakan konvergensi. Bentuk dukungan dan komitmen nyata yang diharapkan
tersebut mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kebutuhan fisik dan nonfisik guna mengurangi
stunting, seperti air dan sanitasi yang sehat dan bersih, keluarga berencana, serta penggunaan Dana
Desa untuk pencegahan stunting. TP2AK juga telah berusaha secara berkala mengumpulkan data dan
informasi akurat yang diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi. Tim ini kini tengah mengembangkan
dasbor pencegahan stunting yang akan memberikan data dan informasi untuk Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah. TP2AK juga mendukung Survei Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) yang pada 2019
dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kemenkes. SSGBI
mengumpulkan data dari 514 atau semua kabupaten/kota di Indonesia. Pada 2020 dan setelahnya,
SSBGI akan diubah menjadi Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang mencakup semua kategori usia.
Pemerintah berencana untuk memperbaiki survei ini dengan menambahkan beberapa variabel dan
responden baru untuk memperbaiki kualitas data yang dikumpulkan.

Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, Indonesia telah mencatat beberapa kemajuan penting
dalam pengurangan stunting serta gizi kurang, meski prevalensi stunting dan gizi kurang masih
tergolong tinggi menurut standar internasional. Dalam rangka mengukur efektivitas belanja
pemerintah dalam pengurangan stunting, tinjauan belanja publik yang dilakukan Bank Dunia baru-
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baru ini (2020) menyoroti sulitnya mengukur besaran belanja riil karena belanja terkait gizi dalam
sektor kesehatan hanya terhitung sekitar 12% dari belanja Pemerintah Pusat, sementara sisanya
tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Selain itu, lebih dari separuh belanja terkait gizi
dialokasikan ke tingkat daerah dan informasi mengenai hal tersebut sulit dikumpulkan dan
dikonsolidasikan. Estimasi awal dari beberapa kabupaten/kota menunjukkan bahwa secara umum
belanja pemerintah terkait gizi mungkin memadai, tetapi permasalahannya lebih terletak pada
efisiensi alokasi dan penggunaan sumber daya (World Bank, 2020c). Rekomendasi lain yang diajukan
oleh Bank Dunia, antara lain, mencakup (i) sangat diperlukannya investasi dan standardisasi sistem
informasi dan akuntansi kesehatan, dan perumusan proses-proses untuk melakukan pertukaran
informasi antarkementerian terkait, mengingat Kemenkes hanya bertanggung jawab atas
seperdelapan dari keseluruhan anggaran terkait gizi; (ii) perlunya meningkatkan mekanisme
penargetan serta memberikan panduan intervensi yang lebih jelas dan pelatihan ulang rutin bagi
tenaga kesehatan di lini terdepan sehingga mereka dapat mengidentifikasi rumah tangga berisiko
dengan baik dan meningkatkan kualitas pemberian layanan; dan (iii) perlunya memberikan fokus
perhatian yang lebih besar pada pengembangan prosedur operasional standar dan pengalokasian
sumber daya untuk menyediakan bahan komunikasi, pelatihan, dan supervisi bagi sukarelawan
masyarakat (kader yang sebagian besar adalah perempuan) untuk memperbaiki mutu pemberian
layanan di garis terdepan.

Secara umum, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam berbagai aspek pemanfaatan
pangan. Terkait keamanan pangan, pemerintah perlu memperbarui peraturan yang ada saat ini,
meningkatkan kapasitas organisasi pemantau, dan melakukan edukasi yang lebih baik terhadap
masyarakat. Terkait upaya untuk mempromosikan gizi seimbang, formulasi skor PPH perlu disesuaikan
untuk menyasar proporsi asupan karbohidrat yang lebih rendah dan gizi yang lebih seimbang sejalan
dengan rekomendasi Kemenkes. Dalam hal peningkatan gizi, meski berbagai upaya penting telah
dilakukan untuk meningkatkan baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, efektivitas
upaya-upaya ini masih perlu ditingkatkan dengan menambah kesadaran dan pengetahuan semua
pemangku kepentingan di semua lapisan pemerintah, dan membuat upaya-upaya tersebut menjadi
lebih menyeluruh dan terpadu. Selain itu, perhatian yang lebih besar juga diperlukan untuk mengatasi
tiga beban malnutrisi secara bersamaan.

Sejauh ini tidak ada perubahan besar pada tatanan kelembagaan untuk meningkatkan ketahanan
pangan dan gizi atau sistem pangan secara keseluruhan. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang
dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2006 tetap diberi amanat untuk mengatasi
masalah-masalah terkait ketahanan pangan dan gizi. DKP dapat menyarankan perumusan kebijakan
yang mengatur pasokan dan penyaluran pangan, pengembangan cadangan pangan, diversifikasi
pangan, dan pengendalian mutu pangan. DKP juga bertanggung jawab untuk memantau dan
mengevaluasi peningkatan ketahanan pangan serta mengoordinasikan berbagai pemangku
kepentingan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pada saat penyusunan RPJMN 2015-—
2019, berkembang wacana untuk membentuk lembaga khusus yang berada langsung di bawah
kepemimpinan presiden yang membawahkan ketahanan pangan dan gizi. Tidak seperti DKP yang
berfungsi lebih sebagai lembaga koordinasi antarkementerian dan lembaga yang menangani urusan
ketahanan pangan dan gizi, lembaga khusus yang diusulkan tersebut diharapkan akan memiliki
wewenang untuk menerapkan kebijakan dan program dalam ketahanan pangan dan gizi dan berada
langsung di bawah kepemimpinan presiden. Jadi, lembaga tersebut akan berbeda dengan BKP yang
berada di bawah kepemimpinan Kementan dan memiliki fokus kegiatan pada upaya meningkatkan
ketahanan pangan. Namun, pembentukan lembaga khusus yang menangani ketahanan pangan dan
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gizi seperti itu kurang populer karena lembaga tersebut berpotensi mengambil alih sebagian tugas dan
fungsi yang ada di kementerian dan lembaga lain.

Perkembangan terbaru adalah dikeluarkannya Perpres No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis
Pangan dan Gizi (KSPG) yang menyoroti perlunya memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung
jawab atas peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Akan tetapi, peraturan ini tidak menyebutkan
bagaimana pemerintah di tingkat nasional dan daerah dapat dan harus memperkuat lembaga-
lembaga yang menangani ketahanan pangan dan gizi. Hal ini dapat dilakukan melalui harmonisasi
perencanaan kebijakan dan program antarlembaga ketahanan pangan dan gizi. Sejauh ini,
pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan tentang ketahanan pangan dan gizi, seperti
pembentukan lembaga dan penetapan peraturan yang mengurusi ketahanan pangan. Akan tetapi,
harmonisasi dan sinkronisasi, serta keterkaitan antarperaturan belum terjadi. Cara berikutnya adalah
melalui penguatan pelaksanaan program. Selain kepemimpinan nasional, komitmen pemimpin
daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi juga sangat diperlukan. Selain itu, pemerintah
dapat mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu yang melibatkan berbagai
kementerian dan lembaga yang menangani ketahanan pangan dan gizi untuk meningkatkan
pelaksanaan kebijakan dan program (Aziza, 2019).

Perpres No. 83 Tahun 2017 menyebutkan perlunya memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung
jawab atas peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Namun, terdapat inkonsistensi dalam
kepemimpinan dua strategi/rencana tindakan utama terkait, yakni RAN-PG 2017-2019 dan Stranas
Stunting 2018-2024. RAN-PG mengadopsi pendekatan multisektor yang melibatkan 20 kementerian
dan badan serta 3 kementerian koordinator (Tabel 7), di bawah kepemimpinan Kementerian
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang diamanati sebagai kepala
satuan tugas khusus untuk pelaksanaan RAN-PG dan bertanggung jawab secara langsung kepada
presiden.

Tabel 7. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2017-2019:
Pendekatan Multisektor

No. Pilar Kementerian dan Badan

1.

Peningkatan nilai
gizi masyarakat

Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Desa dan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, dan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

2. Peningkatan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
akses masyarakat  Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa,
terhadap pangan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian
yang beragam Sosial

3. Peningkatan mutu  Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
dan keamanan Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawas Obat dan
pangan Makanan

4, Peningkatan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
kebersihan dan Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
kebiasaan sehat Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Komunikasi

dan Informasi
5 Penguatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,

lembaga pangan
dan gizi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, dan
Sekretariat Negara

Sumber: RAN-PG 2019-2019
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Stranas Stunting 2018-2024 juga mengadopsi pendekatan multisektor yang melibatkan 23
kementerian dan lembaga negara (Tabel 8) yang sebagian besar sama seperti pada RAN-PG 2017-
2019. Akan tetapi, Stranas Stunting 2018-2024 dipimpin oleh Wakil Presiden dan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sementara koordinasinya dikelola oleh
TP2AK di Sekretariat Wakil Presiden. Pemerintah saat ini tengah menyusun draf peraturan presiden
tentang percepatan pencegahan stunting. Dalam draf tersebut, struktur koordinasi terdiri atas wakil
presiden sebagai kepala komite pengarah kebijakan dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan sebagai wakil ketua, sementara Kepala Bappenas sebagai kepala komite
pelaksana yang mengoordinasikan 21 kementerian/badan sebagai anggota komite ini.

Tabel 8. Strategi Nasional Percepatan Pengurangan Stunting (2018-2024):
Pilar, Tujuan, Strategi, dan Koordinator

Komitmen dan
visi para
pemimpin
tertinggi negara

Kampanye dan
komunikasi
nasional untuk
perubahan
perilaku

Konvergensi,
koordinasi, dan
konsolidasi
program
nasional,
daerah, dan
masyarakat

Gizi dan
ketahanan
pangan

Pemantauan
dan evaluasi

Tujuan

Memastikan pencegahan
stunting menjadi prioritas
pemerintah dan
masyarakat di semua
lapisan

Meningkatkan kesadaran
publik dan mengubah
perilaku masyarakat untuk
mencegah stunting

Memperkuat konvergensi
melalui koordinasi dan
konsolidasi program dan
kegiatan di tingkat pusat,
daerah, dan desa

Meningkatkan akses
terhadap pangan bergizi
dan mendorong ketahanan
pangan

Meningkatkan pemantauan
dan evaluasi sebagai dasar
untuk memastikan
pemberian layanan yang
berkualitas, meningkatkan
akuntabilitas, dan
mempercepat
pembelajaran

Strategi

1. Kepemimpinan presiden/wakil
presiden, pemerintah daerah, dan
pemerintah desa untuk pencegahan
stunting

2. Pelibatan sektor swasta, kalangan
nonpemerintah, dan masyarakat

1. Kampanye perubahan perilaku yang
konsisten dan berkelanjutan bagi
masyarakat

2. Komunikasi interpersonal menurut
konteks target

3. Advokasi berkelanjutan terhadap para

pembuat kebijakan

4. Peningkatan kapasitas untuk
pelaksana

1. Penguatan konvergensi dalam
perancangan dan penganggaran
program dan aktivitas

2. Perbaikan rancangan dan
manajemen program

3. Penguatan koordinasi antarsektor,

antarkementerian dan lembaga
pemerintahan, serta di tingkat desa

1. Pemberian akses terhadap pangan
bergizi
2. Perluasan program bantuan sosial

dan bantuan pangan nontunai bergizi
untuk keluarga tertinggal

3. Memenuhi kebutuhan pangan dan
gizi keluarga tersebut

4. Penguatan peraturan tentang label
dan iklan pangan

1. Meningkatkan sistem pengumpulan
data

2. Penggunaan data pada perencanaan
dan penganggaran berbasis hasil

3. Mempercepat siklus pembelajaran

Koordinator

Sekretariat Wakil
Presiden/TNP2K/

TP2AK!E

Menteri Kesehatan
dan Menteri
Komunikasi dan
Informasi

Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional dan
Menteri Dalam
Negeri

Menteri Pertanian
dan Menteri
Kesehatan

Menteri Sosial

Sekretariat Wakil
Presiden/

TNP2K/TP2AK dan
Bappenas

Sumber: TNP2K, 2018.

1BMulai Mei 2019, dukungan untuk pelaksanaan Stranas Stunting 2018-2024 diberikan oleh TP2AK yang dahulu berada di

bawah TNP2K.
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Pendekatan terbaru dengan cara melimpahkan kepemimpinan kepada wakil presiden ini dimaksudkan
untuk memperkuat kepemimpinan guna mengoordinasikan upaya-upaya untuk meningkatkan gizi,
khususnya terkait penurunan stunting. Harus diakui, sebagaimana dibahas pada bagian-bagian
sebelumnya, bahwa upaya untuk mengaitkan dimensi ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan
dalam ketahanan pangan dengan upaya peningkatan gizi masih kurang efektif. Kenyataan bahwa
berbagai kewenangan terkait dengan upaya peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan layanan
gizi sensitif berada di tangan pemerintah kabupaten/kota menambah kompleksitas persoalan
koordinasi. Terkait hal ini, strategi terbaru pemerintah untuk menjalankan penargetan wilayah dan
memfokuskan kegiatan dengan menggunakan pendekatan terpadu terhadap kabupaten/kota dan
desa sasaran memiliki potensi besar untuk memberikan hasil yang lebih efektif.

Sebagai ringkasan, bab ini menunjukkan bahwa meski Indonesia telah mencapai beberapa
perkembangan dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi dari 2015 hingga 2019, masih ada
beberapa kesenjangan kebijakan. Pemerintah berhasil meningkatkan produksi pangan tetapi masih
perlu mengejar tingginya kenaikan kebutuhan, lebih memberikan perhatian pada upaya diversifikasi
komoditas pangan, mengatasi ketimpangan gender dalam produksi pangan dan mengambil tindakan
khusus untuk mendukung petani perempuan, serta meningkatkan akses mereka terhadap input dan
layanan pertanian. Beberapa perkembangan signifikan juga telah dicapai dalam memperluas dan
menjadikan bantuan sosial lebih bersifat gizi sensitif, khususnya melalui fasilitator PKH dan Program
Sembako. Selain itu, Indonesia juga mencatat beberapa kemajuan penting dalam merumuskan
kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan pangan dan peningkatan gizi tetapi
diperlukan koordinasi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitasnya. Terakhir, seiring dengan
terhentinya reformasi kelembagaan terkait DKP, muncul inovasi untuk mengembangkan
kepemimpinan yang baru dan lebih kuat untuk mengoordinasikan berbagai kebijakan dan inisiatif
untuk mempercepat pengurangan stunting di bawah Sekretariat Wakil Presiden. Meskipun demikian,
koordinasi antarkementerian dan lembaga di tingkat pusat dan koordinasi antara Pemerintah Pusat
dan pemerintah daerah masih perlu diperkuat.




V. DAMPAK COVID-19 TERHADAP
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Bab ini membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi di Indonesia dan
bagaimana pemerintah menanggulangi pandemi ini hingga Juli 2020. Bagian awal bab ini mengupas
beberapa dampak COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi. Bagian tersebut membahas
bagaimana kelompok tertentu, seperti kaum perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas,
dapat disangga dari dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini. Bagian ini juga mencermati
bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap penyediaan layanan kesehatan ibu hamil dan ibu
menyusui, serta anak-anak dapat memengaruhi status gizi ibu dan/atau anak. Pada bab berikutnya
dibahas penanggulangan pandemi COVID-19 oleh pemerintah, khususnya terkait ketahanan pangan.
Berdasarkan analisis yang disajikan pada bagian-bagian tersebut, bab ini ditutup dengan saran tentang
apa yang perlu dilakukan untuk memitigasi dampak buruk pandemi terhadap ketahanan pangan dan

gizi.

Kemunculan dan penularan COVID-19 dimulai di Wuhan, Tiongkok, pada akhir 2019 dan kemudian
menyebar pada skala global dan dinyatakan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (Ghebreyesus,
2020). Menjelang akhir Juli 2020, lebih dari 15 juta orang sudah dites positif mengidap COVID-19 dan
menyebabkan lebih dari 610.000 kematian. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 dilaporkan pada 2
Maret 2020 dan penyakit ini menyebar dengan cepat ke 34 provinsi. Mendekati akhir Juli 2020, COVID-
19 di Indonesia sudah menyebabkan sekitar 100.000 kasus terkonfirmasi dan sekitar 5.000 kematian
(John Hopkins University, 2020).

Efek COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi harus dipahami dari sudut pandang lebih luas yang
menyangkut dampak pandemi terhadap keseluruhan sistem pangan. Sebagaimana dinyatakan oleh
Schmidhuber, Pound, dan Qiao (2020: 10), pandemi COVID-19 dapat memengaruhi sektor pangan dan
pertanian melalui berbagai mekanisme, mulai dari gangguan pada perdagangan internasional hingga
penurunan produksi dalam negeri dan penurunan daya beli masyarakat.

Di Indonesia, COVID-19 telah menimbulkan kekhawatiran akan pasokan pangan. Menteri Pertanian
menyatakan pada Mei 2020 bahwa stok beras diperkirakan bertahan pada angka 14 juta ton antara
April dan Juni. Angka tersebut melebihi estimasi konsumsi masyarakat sebesar 7,6 juta ton beras
dalam tiga bulan tersebut (Rahman, 2020a). Dengan demikian, Indonesia akan mengalami surplus 6,4
juta ton beras pada Juni 2020. Namun, berdasarkan prediksi stok dan produksi untuk paruh kedua
2020, pemerintah harus menentukan berapa besar jumlah impor beras yang dibutuhkan untuk
memenuhi permintaan dalam negeri. Indonesia biasanya mengalami kesulitan menjaga ketersediaan
beras antara November dan Januari karena bulan-bulan tersebut merupakan musim paceklik.
Beberapa bukti menunjukkan bahwa produksi beras akan lebih rendah tahun ini daripada tahun
sebelumnya. Menurut estimasi World Food Programme (2020: 24), produksi beras pada paruh
pertama 2020 adalah 13,2% lebih rendah dibanding periode yang sama pada 2019. Produksi beras
mungkin juga turun pada paruh kedua 2020 dibanding tahun sebelumnya karena 30% daerah di
Indonesia tahun ini diperkirakan akan menghadapi musim kemarau yang lebih panas dari biasanya
(BMKG, 2020). WFP juga memperkirakan bahwa jika produksi beras selama semester kedua 2020
turun dengan proporsi yang sama sebagaimana selama semester pertama (-13,2%), Indonesia
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mungkin memiliki surplus 3,5 juta ton pada akhir Desember 2020. Estimasi lain dari Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa stok beras akan mencapai 4,7 juta ton pada
akhir tahun ini. Dengan asumsi konsumsi beras dalam negeri adalah sekitar 2,5 juta ton per bulan,
maka estimasi stok tersebut hanya akan menutup satu bulan konsumsi tambahan. Oleh karenanya,
WFP menulis lebih lanjut, "Pemerintah mungkin perlu bersiap menutup potensi defisit dengan impor
tepat waktu” (World Food Programme, 2020: 24).

Mengingat Indonesia kemungkinan besar akan tetap bergantung pada impor beras untuk menutupi
kekurangan produksi dalam negeri, COVID-19 mungkin akan menghadirkan tantangan tersendiri bagi
negara ini dalam menjaga pasokan pangannya selama masa paceklik. Risiko yang dihadapi adalah
bahwa pandemi ini dapat menekan pasar beras internasional karena negara-negara pengimpor beras
mungkin akan menerapkan pembatasan ekspor untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri
masing-masing (Sulser dan Dunston, 2020).

Terkait keterjangkauan pangan, Indonesia belum menghadapi kenaikan harga pangan dramatis sejak
kasus COVID-19 pertama dilaporkan di negara ini pada awal Maret. Kecuali untuk komoditas tertentu,
harga pangan relatif stabil atau bahkan turun selama paruh pertama 2020. Harga beras, misalnya,
bertahan pada Rp11.850/kg nyaris sepanjang waktu antara 13 Februari dan 2 Juni 2020. Harga beras
naik menjadi Rp12.600/kg pada 21 Mei akibat naiknya permintaan beras selama Hari Raya Idul Fitri
tetapi kembali ke angka Rp11.850/kg pada pekan berikutnya. Tren serupa juga teramati untuk harga
minyak goreng yang bertahan pada Rp13.750/kg sejak Februari hingga Juni. Harga daging sapi juga
stabil sampai 21 Mei, saat ia naik ke puncak harga sebesar Rp122.900/kg. Secara umum, harga daging
sapi bertahan pada kisaran Rp118.000/kg antara Januari dan Juni. Namun, harga bawang merah naik
signifikan dari Rp36.850/kg pada 2 Maret menjadi lebih dari Rp60.000/kg pada awal Juni. Harga gula
juga naik signifikan mulai akhir Februari. Harga daging ayam naik sejak awal Mei setelah sebelumnya
turun dari Rp35.050/kg pada 3 Januari menjadi Rp28.550/kg pada 21 April. Pada 8 Juni, harga daging
ayam masih berada di kisaran Rp38.650/kg. Jadi, dapat dikatakan bahwa harga komoditas pangan
cukup stabil, tetapi pemerintah perlu mengawasi dengan ketat setiap perubahan harga, khususnya
harga beras.

Pandemi COVID-19 terutama memengaruhi akses pangan masyarakat melalui dampak buruknya
terhadap lapangan pekerjaan dan pendapatan sebagai akibat dari keharusan menerapkan
pembatasan sosial dan fisik akibat pandemi. Pada kuartal pertama 2020, perekonomian Indonesia
tumbuh hanya sebesar 3% (perbandingan antartahun), jauh lebih rendah dari kuartal pertama 2019
(5,1%) ataupun kuartal keempat 2019 (5%). Berdasarkan perbandingan antarkuartal, perekonomian
Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,4% pada kuartal pertama 2020 (Badan Pusat Statistik,
2020d). Perekonomian Indonesia tetap berkontraksi selama kuartal kedua 2020 (5,3%) yang
mengakibatkan guncangan besar terhadap perekonomian (Badan Pusat Statistik, 2020a). Akibatnya,
pengangguran dan setengah pengangguran naik secara signifikan. Berdasarkan data sejak 27 Mei
2020, lebih dari 3 juta pekerja kehilangan pekerjaan mereka sepenuhnya atau sebagian dan
kemungkinan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan akan meningkat lagi. Akibatnya, jumlah
penduduk miskin meningkat dari 24,79 juta jiwa (9,2% dari populasi) pada September 2019 menjadi
26,42 juta jiwa (9,8% dari populasi) pada Maret 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020e). Jumlah orang
miskin diperkirakan akan naik lagi pada bulan-bulan setelahnya.

Terdapat beberapa estimasi berbeda tentang dampak COVID-19 terhadap kemiskinan. Menurut
estimasi Bank Dunia, Indonesia diproyeksikan akan memiliki tingkat kemiskinan berkisar antara 8,2%
dan 11,6% pada 2020, tergantung pada tingkat keparahan dampak COVID-19 terhadap perekonomian
dan cakupan program bantuan sosial pemerintah (World Bank, 2020b: 24). Estimasi lain yang
dikemukakan oleh Suryahadi, 1zzati, dan Suryadarma (2020) menunjukkan bahwa dalam skenario
terbaik, tingkat kemiskinan masih akan tetap berada di bawah 10% jika Indonesia dapat
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mempertahankan pertumbuhan ekonominya sebesar 4,2% pada 2020. Namun, tingkat kemiskinan
akan naik menjadi 16,6% jika tingkat pertumbuhan turun ke angka 3,5%. Dalam skenario terbaik—
dengan kenaikan tingkat kemiskinan hanya sebesar 0,48 poin persentase—diperkirakan jumlah
penduduk yang jatuh miskin akan naik sebanyak 1,3 juta. Dalam skenario terburuk, tingkat kemiskinan
akan naik sebesar 7,4 poin persentase dan jumlah penduduk miskin akan mencapai 44,5 juta jiwa
karena ada tambahan 19,7 juta jiwa penduduk miskin baru. Badan Pusat Statistik (2020e)
menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan meningkat dari 9,2% pada September 2019 menjadi 9,8%
pada Maret 2020. Angka-angka ini berarti bahwa 1,6 juta orang sudah jatuh miskin dalam periode ini.

Mengingat pengaruh COVID-19 dapat berbeda-beda antarindividu, dampak ekonomi yang
ditimbulkan pandemi terhadap kelompok tertentu dapat lebih parah dibandingkan kelompok lain.
Misalnya, para peneliti dari Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) menemukan bahwa
prevalensi kehilangan pekerjaan di kalangan penyandang disabilitas lebih tinggi daripada di kalangan
masyarakat umum (Satriana, 2020). Survei lain yang melibatkan 731 penyandang disabilitas
menunjukkan bahwa COVID-19 menyebabkan 46,8% responden mengalami penurunan pendapatan
signifikan (50%—80%) dan 22,6% responden mengalami penurunan pendapatan sedang (30%—50%)
(Satriana, 2020).

Dampak COVID-19 juga dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan. COVID-19 kemungkinan telah
menurunkan tingkat partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja
Nasional (Sakernas) 2018, sebelum pandemi, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan (52%) sudah
lebih rendah dari laki-laki (62%). Proporsi perempuan yang bekerja di sektor informal (62%) lebih tinggi
daripada laki-laki (54%) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019: 45—
58). COVID-19 makin menekan partisipasi tenaga kerja perempuan karena pandemi menghantam
keras sektor informal dan sektor-sektor lain yang mempekerjakan banyak pekerja perempuan, seperti
perdagangan, hotel, restoran, dan jasa (Rahman, Kusuma, dan Arfyanto, 2020: 3).

Seiring dengan turunnya pendapatan dan meningkatnya kemiskinan secara signifikan, jumlah orang
yang berisiko mengalami kelaparan diprediksi akan meningkat selama pandemi COVID-19. Beberapa
bukti menunjukkan bahwa banyak orang membeli bahan pangan lebih sedikit dari biasanya.
Wawancara yang dilakukan peneliti SMERU dengan beberapa pemilik toko kelontong di Kabupaten
Bekasi, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Badung pada akhir April dan awal Mei 2020 mengungkap
bahwa penjualan bahan pangan turun secara signifikan semasa pandemi COVID-19. Menurut salah
satu pemilik toko kelontong di Kabupaten Bekasi, misalnya, penjualan menurun sebesar 65%—80%.
Jumlah penduduk yang berutang ke toko-toko kelontong atau penjual makanan juga naik selama masa
ini karena banyak orang yang hanya memiliki sedikit tabungan atau bahkan tidak memiliki tabungan
sama sekali untuk menutupi hilangnya pendapatan pada masa pandemi (Hastuti, Ruhmaniyati, dan
Widyaningsih, 2020). Sejalan dengan temuan ini, survei yang dilakukan oleh J-PAL mengungkap bahwa
“hanya 19% rumah tangga yang melaporkan dapat makan sebagaimana mestinya dalam satu minggu
terakhir, dengan 35% rumah tangga melaporkan bahwa mereka makan lebih sedikit dari seharusnya,
sering kali akibat kendala keuangan” (Hanna dan Olken, 2020).

Pandemi COVID-19 akan berimbas buruk tidak hanya pada ketahanan pangan tetapi juga pada gizi.
Bagi kelompok miskin dan rentan, turunnya pendapatan telah mengakibatkan tidak hanya
berkurangnya asupan pangan melainkan juga memburuknya kualitas pangan. Di banyak negara
berpenghasilan rendah dan menengah seperti Indonesia, harga pangan pokok, seperti beras dan
jagung, jauh lebih rendah dari sayuran, buah, dan daging. Oleh karena itu, masyarakat, khususnya
yang berpendapatan rendah, lebih mungkin akan mengurangi konsumsi makanan ini saat pendapatan
mereka turun. COVID-19 juga mengganggu pengangkutan produk pertanian, khususnya produk yang
mudah rusak seperti sayuran, yang oleh karenanya turut menaikkan harga dan membuat rumah
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tangga miskin makin sulit membelinya. Akibatnya, pandemi COVID-19 sangat mungkin menggerus
status gizi kelompok miskin dan rentan (Headey dan Ruel, 2020).

Dampak negatif COVID-19 terhadap gizi sebagian juga disebabkan oleh gangguan yang terjadi pada
program pemerintah dalam hal layanan kesehatan dan gizi, seperti posyandu. Pada 2014, terdapat
289.635 posyandu yang melayani 82.190 desa di seluruh wilayah Indonesia. Posyandu sudah menjadi
bagian penting dalam program pemberian makanan tambahan (misalnya, biskuit fortifikasi) dan
suplemen makanan untuk balita serta ibu hamil dan ibu menyusui. Di samping itu, posyandu menjadi
kontak pertama untuk mendapatkan layanan kesehatan bagi ibu hamil guna memantau
perkembangan kehamilan mereka dan bagi ibu yang memiliki balita untuk memantau pertumbuhan
anak mereka (Rokx, Subandoro, dan Gallagher, 2018: 36). Akan tetapi, banyak posyandu mengurangi
jam operasinya atau bahkan sepenuhnya tutup selama pandemi COVID-19. Survei fasilitas kesehatan
yang dilakukan UNICEF (2020) memperlihatkan bahwa sekitar 64% posyandu yang menjadi responden
survei ini menyatakan beroperasi secara parsial, sementara 36% lainnya berhenti beroperasi sama
sekali selama pandemi.

COVID-19 tidak hanya berimbas pada posyandu tetapi juga pada pusat kesehatan masyarakat
(puskesmas). Masih menurut survei UNICEF (2020), 32% puskesmas yang menjadi responden survei
menyatakan bahwa mereka tutup total, sementara puskesmas lainnya mengurangi operasinya akibat
pandemi. Penilaian cepat yang dilakukan SMERU terhadap dampak COVID-19 pada sektor kesehatan
menunjukkan bahwa imunisasi dan layanan kesehatan untuk ibu hamil mengalami penurunan di
daerah-daerah yang terdampak parah oleh COVID-19, seperti Kota Jakarta Timur di Provinsi DKI
Jakarta, Kabupaten Badung di Provinsi Bali, dan Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Saputri
et al., 2020). Survei yang dilakukan oleh Kemenkes mengungkap bahwa 84% layanan kesehatan
terdampak oleh COVID-19 (Sagita, 2020). Per April, gangguan ini menurunkan cakupan imunisasi dasar
pada anak di bawah 5 tahun sebesar hampir 20% dibanding April 2019. Jumlah anak yang menerima
semua vaksinasi dasar turun dari 1,2 juta anak pada April 2019 menjadi 0,97 juta anak pada April tahun
ini (Susanti, 2020).

4.2.1 Kebijakan Terkait Pencegahan Penyakit dan Implikasinya terhadap Ketahanan
Pangan

Pada akhir Maret 2020, Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial untuk
membatasi penyebaran COVID-19. Namun, berbeda dengan negara-negara seperti India yang
menerapkan karantina wilayah (lockdown) tingkat nasional, Indonesia memilih karantina wilayah
parsial yang disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk diterapkan di tingkat
daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden
Joko Widodo pada 31 Maret 2020, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menerapkan PSBB
di daerah mereka dengan persetujuan Menteri Kesehatan (Menkes). Jakarta menjadi provinsi pertama
yang menerapkan PSBB. Pada 10 April, Gubernur Jakarta menerbitkan Peraturan No. 33 Tahun 2020
dan Keputusan No. 380 Tahun 2020 yang memulai penerapan PSBB di ibu kota negara. Banyak
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengikuti langkah Jakarta akibat penyebaran virus COVID-
19 di daerah mereka. Pada 23 Mei 2020, 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota telah menerapkan PSBB
(Priastuti, 2020).

PSBB bertujuan membatasi pergerakan dan aktivitas sosial yang dapat menyebabkan kerumunan.

Sebagaimana dinyatakan oleh PP No. 21 Tahun 2020, pemerintah daerah dapat menginstruksikan
penutupan sekolah, tempat kerja, dan tempat ibadah, dan membatasi acara olahraga, budaya, dan
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publik. Sejalan dengan kebijakan pembatasan sosial fisik ini, Pemerintah Pusat juga menerapkan
pembatasan transportasi publik dan penggunaan mobil pribadi. Menurut Permenkes No. 9 Tahun
2020 tentang Panduan PSBB, semua moda transportasi harus membatasi jumlah penumpang
maksimal 50% dari kapasitas kendaraan. Untuk membatasi pergerakan masyarakat lebih lanjut,
Pemerintah Pusat melarang mudik tahunan pada libur Idul Fitri (Tambun, Lumanaw, dan Putuhena,
2020); pemerintah juga melarang penerbangan penumpang komersial, serta transportasi darat dan
laut mulai 24 April 2020 sampai 1 Juni 2020, dengan kekecualian beberapa jenis perjalanan dinas.

Meski pemerintah telah berupaya menjaga sistem rantai pasok di Indonesia, penerapan PSBB
berdampak negatif terhadap distribusi bahan pangan dan barang kebutuhan lainnya. Menurut kepala
Pusat Studi Transportasi dan Logistik, Universitas Gadjah Mada, penerapan PSBB menyebabkan
terganggunya sistem rantai pasok yang pada gilirannya menyebabkan keterlambatan distribusi bahan-
bahan medis dan pangan (Grehenson, 2020).

COVID-19 dan PSBB memengaruhi distribusi komoditas pertanian melalui beberapa mekanisme.
Pertama, penerapan PSBB berimbas buruk terhadap industri pariwisata secara umum; banyak hotel
dan restoran terpaksa tutup akibat turunnya jumlah pengunjung. Kondisi ini berpengaruh buruk
terhadap sektor pertanian karena permintaan bahan pangan ikut turun drastis. Pada saat yang sama,
penerapan PSBB membuat banyak pemerintah daerah tidak hanya harus mengurangi jam operasi
pasar tradisional tetapi bahkan harus menutupnya. Kebijakan ini membuat petani mengalami
kesulitan untuk menjual produk mereka. Kedua, penerapan PSBB, khususnya pembatasan
penerbangan dan sarana transportasi lain, turut mengganggu sistem logistik daerah-daerah tertentu
yang bergantung pada daerah lain untuk memasok kebutuhan pangan mereka. Dalam rapat kabinet
pada 28 April 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penerapan PSBB berpengaruh buruk
terhadap distribusi pangan dan barang kebutuhan lain di beberapa daerah tertentu. Misalnya, terjadi
defisit beras di tujuh provinsi, jagung di 11 provinsi, cabai di 23 provinsi, dan telur di 22 provinsi (Taher,
2020b).

4.2.2 Tindakan untuk Menjamin Ketersediaan Pangan

Terjadinya pandemi COVID-19 menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan komoditas pangan
tertentu di Indonesia. Pertama, muncul kekhawatiran bahwa dampak negatif COVID-19 terhadap
perdagangan internasional dapat membahayakan negara-negara seperti Indonesia yang bergantung
pada impor untuk memenuhi permintaan pangan dalam negeri. Pasokan kedelai, gula, dan daging sapi
Indonesia sangat bergantung pada impor. Selain itu, sampai taraf tertentu, negara ini juga masih
mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan beras. Walau impor beras hanya sebesar 4% dari
produksi dalam negeri pada 2018, impor ini sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan
dalam negeri dan ketahanan pangan Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan oleh Yusuf dan Sumner
(2015: 340), sedikit saja kenaikan pada harga beras dapat berakibat besar pada kenaikan tingkat
kemiskinan. Menurut estimasi mereka, 1% kenaikan harga beras akan meningkatkan tingkat
kemiskinan di negara ini sebesar lebih dari 1%. Kedua, ada kekhawatiran bahwa pandemi COVID-19
juga dapat memengaruhi produksi pertanian dalam negeri. Beberapa estimasi menunjukkan bahwa
pasokan produk pertanian dalam negeri di Indonesia diperkirakan turun 6,2% (McKibbin dan Fernando
dalam Amanta dan Aprilianti, 2020: 3).

Mengantisipasi dampak COVID-19, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementan No.
1056/SE/RC.10/03/2020 tentang Strategi Pemerintah untuk Mengatasi Dampak COVID-19 terhadap
Sektor Pertanian menyatakan bahwa pemerintah akan berkonsentrasi pada lima prioritas: (i)
menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras dan jagung; (ii) mempercepat ekspor
komoditas strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi negara; (iii) memberitahukan kepada
petani dan penyuluh protokol kesehatan dari Kemenkes untuk membatasi penyebaran virus; (iv)
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mengembangkan pasar pertanian di masing-masing provinsi, meningkatkan konsumsi pangan lokal,
dan membangun infrastruktur logistik serta sistem pemasaran elektronik untuk komoditas pertanian;
dan (v) menerapkan proyek padat karya di daerah perdesaan untuk membantu sektor pertanian dan
menyediakan dana bagi masyarakat perdesaan untuk meringankan dampak negatif COVID-19.

Sebagai bagian dari upayanya untuk menstabilkan harga pangan, pemerintah melonggarkan
pembatasan impor beberapa komoditas, khususnya karena Indonesia tengah memasuki liburan Idul
Fitri pada 24-25 Mei 2020. Untuk bawang putih dan bawang merah, misalnya, Menteri Perdagangan
menerbitkan Peraturan No. 27 Tahun 2020 yang mulai 19 Maret sampai 31 Mei 2020 mencabut sistem
pemberian izin impor non-otomatis yang mewajibkan importir mendapatkan Surat Persetujuan Impor
dan laporan surveyor dari Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan juga melonggarkan
pembatasan impor gula dan membolehkan bukan hanya importir swasta melainkan juga badan usaha
milik negara untuk mengimpor produk tersebut. Pada akhir April 2020, Kementerian Perdagangan
sudah memberikan izin untuk impor lebih dari 680.000 ton gula mentah (Rahman, 2020b).

Satu permasalahan penting terkait ketersediaan pangan adalah apakah dan pada saat apa pemerintah
harus mengambil kebijakan untuk mengimpor beras. Sejak awal pandemi COVID-19, beberapa
pengamat menyarankan pemerintah untuk mengimpor beras sesegera mungkin guna mengantisipasi
potensi dampak negatif COVID-19 terhadap pasokan pangan dalam negeri. Mereka berargumen
bahwa produksi beras dalam negeri diprediksi akan turun tahun ini karena adanya prediksi musim
kemarau yang lebih panas dari biasanya di beberapa wilayah di negeri ini. Akibatnya, produksi beras
pada 2020 akan lebih rendah dibanding 2019. Beberapa ekonom pertanian menunjukkan bahwa tanpa
impor, Indonesia akan mengalami kekurangan beras antara November 2020 dan Januari 2021
(Lidyana, 2020). Namun, Menteri Pertanian menegaskan bahwa Indonesia akan punya cukup beras
sampai akhir tahun. Diperkirakan stok beras akan bertahan pada 6,1 juta ton beras pada Desember
2020 sehingga tidak perlu dilakukan impor (Asmara, 2020). Namun, tetap saja perkembangan stok
beras mendekati akhir 2020 perlu diawasi dengan ketat.

Kebijakan lain yang diambil oleh pemerintah, antara lain, adalah dilepaskannya stok pangan ke pasar
untuk menurunkan harga komoditas pangan. Operasi pasar seperti ini bisa dilakukan tidak hanya oleh
Pemerintah Pusat tetapi juga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; hal ini dimaksudkan untuk
menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan. Untuk keperluan ini, pemerintah
mengalokasikan Rp25 triliun untuk mendukung infrastruktur logistik untuk pergerakan fisik bahan
pangan. Pemerintah juga memberikan insentif untuk petani guna menjaga produksi mereka. Untuk
keperluan ini, Kementerian Perdagangan merevisi peraturan yang sudah ada tentang pengadaan
beras dalam negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2020 tentang
Harga Beli Pemerintah. Peraturan ini menetapkan bahwa BULOG akan membeli beras petani jika harga
komersial beras jatuh di bawah harga beli pemerintah. Jadi, sebagai bagian dari paket stimulus
ekonomi untuk menanggulangi pandemi COVID-19, pemerintah memantau dan siap mengintervensi
pasar demi menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harganya.

4.2.3 Kebijakan untuk Menjamin Akses Pangan Penduduk Miskin dan Rentan

Sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk menanggulangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian
dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana dari anggaran negara untuk
mencegah pertumbuhan ekonomi negatif dan membantu penduduk miskin dan rentan menghadapi
kondisi ekonomi sulit yang disebabkan oleh pandemi dan kebijakan PSBB. Pada Februari 2020,
pemerintah mengumumkan dua tahap paket stimulus, masing-masing senilai Rp10,3 triliun dan




Rp22,9 triliun (US$0,7 miliar dan US$1,6 miliar).X® Paket pertama yang diumumkan pada 25 Februari
2020 dimaksudkan untuk memberikan bantuan pangan dan subsidi hipotek perumahan untuk rumah
tangga berpendapatan rendah serta insentif fiskal untuk perjalanan bisnis, sementara paket kedua
dimaksudkan untuk memberikan potongan pajak bagi individu dan badan usaha (Akhlas, 2020a).

Pada bulan berikutnya, pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi yang lebih besar. Pada
20 Maret 2020, Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan kembali
Rp62,3 triliun (USS$3,9 miliar) dana negara dari APBN 2020 untuk mengatasi pandemi COVID-19.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat paket penyelamatan di tiga sektor, yakni
perawatan kesehatan, perlindungan sosial, dan usaha (Akhlas, 2020a). Sepuluh hari kemudian,
pemerintah merevisi rencana tersebut dengan mengumumkan paket stimulus ekonomi lebih besar
yang akan menaikkan pengeluaran negara hingga Rp405,1 triliun (US$24,7 miliar). Dari pengeluaran
tambahan tersebut, Rp150 triliun (USS9,1 miliar) akan dialokasikan untuk mendanai program
pemulihan ekonomi, seperti restrukturisasi kredit dan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah.
Porsi pengeluaran terbesar kedua, sebesar Rp110 triliun (USS$6,7 miliar), dialokasikan untuk program
perlindungan sosial, seperti bantuan tunai bersyarat (PKH), bantuan pangan (terutama Program
Sembako), dan Program Kartu Prakerja, sementara sisanya akan dialokasikan untuk perawatan
kesehatan (Rp75 triliun atau USS$4,6 miliar), insentif pajak dan kredit untuk usaha (Rp71 triliun atau
USS$4,3 miliar) (Gorbiano dan Akhlas, 2020).

Ketika pemerintah pertama kali mengumumkan rencana program perlindungan sosial sebagai respons
pemerintah terhadap COVID-19, sebagian dari program tersebut, khususnya program yang
dilaksanakan untuk mengatasi dampak pandemi, seperti peningkatan anggaran untuk program
perlindungan sosial, direncanakan untuk dilaksanakan selama tiga bulan (April sampai Juni). Akan
tetapi, setelah jelas bahwa pandemi ini akan berlangsung lebih lama, pemerintah memperpanjang
durasi program bantuan sosial tersebut sampai akhir 2020. Pemerintah juga menaikkan alokasi
anggaran stimulus ekonomi dari nilai awal sebesar Rp405,1 triliun (US$24,6 miliar) yang diumumkan
pada awal April menjadi Rp641,2 triliun (USS44 miliar) pada Mei dan meningkat menjadi Rp677,2
triliun (USS47,6 miliar) pada awal Juni. Dari angka ini, Rp203,9 triliun (US$14,3 miliar) dialokasikan
untuk program perlindungan sosial. Tabel 9 menunjukkan alokasi anggaran untuk program
perlindungan sosial selama pandemi COVID-19.

Rupiah (Rp) Indonesia terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat (USS$) selama beberapa bulan pertama 2020, turun dari
Rp13.895 per USS1 pada 2 Januari 2020 menjadi Rp16.241 pada 9 April 2020. Rupiah Indonesia kemudian menguat dan
mencapai Rp14.502 per USS1 pada 2 Juni 2020 (Bank Indonesia, 2020).
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Tabel 9. Perluasan Program Perlindungan Sosial Selama Pandemi COVID-19

Program

Perlindungan
Sosial

Anggaran
(triliun
rupiah)

Jumlah Rumah Tangga

Sebelum
COVID-19

SEIETED
CoVID-19

Sebelum
CovVID-19

Bantuan

Selama
CovID-19

Bantuan Tunai 37,4 9,2 juta 10 juta rumah Tergantung Bantuan naik
Bersyarat/ tangga jumlah anak, sebesar 25%
Program penyandang
Keluarga disabilitas, dan
Harapan (PKH) lansia yang
ditanggung
Bantuan 43,6 15,2 juta 20 juta rumah Rp150.000 Rp200.000
Pangan tangga (per bulan) (per bulan)
(Program
Sembako/
BPNT)
Bantuan Sosial 6,8 n.a. 2,4 juta rumah n.a. Rp600.000/bulan
(Program tangga (selama 3 (selama 3
Sembako) bulan), kemudian bulan),
Jabodetabek 1.3 juta (selama 6 kemudian
bulan)* Rp300.000/bulan
(selama 6 bulan)
Bantuan Sosial 32,4 n.a. 9 juta rumah n.a. Rp600.000/bulan
Tunai (BST) tangga (selama 3
Non- bulan),
Jabodetabek kemudian
Rp300.000/bulan
(selama 6 bulan)
Kartu Prakerja 20 n.a. 5,6 juta individu n.a. Rp1 juta untuk
biaya pelatihan
dan Rp600 ribu
tiap bulan
selama 4 bulan
Subsidi listrik 6,9 n.a. 24 juta rumah n.a. Listrik gratis
tangga dengan rumah tangga
daya 450 VA, dengan daya
7 juta rumah 450VA (6 bulan)
tangga dengan dan 50% diskon
daya 900VA untuk rumah
tangga dengan
daya 900VA (6
bulan)
Bantuan 31,8 n.a. 11 juta rumah n.a. Rp600.000/bulan
Langsung Tunai tangga (selama 3
Dana Desa bulan),
(BLT Dana kemudian
Desa) Rp300.000/bulan
(selama 3 bulan)
Logistik/pangan 25 n.a. n.a. n.a. Pasokan logistik
dan pangan
selama COVID-
19 (seperti

Operasi Pasar)

Sumber: Disusun dari berbagai sumber.
*Diberikan oleh Kemensos dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tiga bulan pertama, lalu oleh Kemensos sesudabh itu.




Pengeluaran tambahan tersebut memungkinkan pemerintah tidak hanya untuk memperluas cakupan
program perlindungan sosial yang sudah ada tetapi juga memperkenalkan program-program baru
untuk mengatasi dampak COVID-19. Program-program baru ini, antara lain, mencakup Program
Sembako Bantuan Presiden untuk wilayah Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk wilayah
non-Jabodetabek, dan Program Kartu Prakerja. Program terakhir (Program Kartu Prakerja) yang
awalnya dimaksudkan untuk memberikan pelatihan bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan
mereka telah disesuaikan dengan kondisi krisis akibat pandemi COVID-19 (Akhlas, 2020b).
Infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut sebenarnya belum siap saat
pandemi menghantam Indonesia pada awal Maret. Namun, keharusan untuk mengatasi besarnya
kenaikan tingkat pengangguran akibat COVID-19 memaksa pemerintah memodifikasi skema tersebut.
Pemerintah menggunakan program Kartu Prakerja tidak hanya untuk memberi pelatihan tetapi juga
memberi bantuan uang kepada peserta untuk mengurangi dampak pandemi. Tanpa program Kartu
Prakerja, akan sangat sulit bagi pemerintah untuk menjangkau peserta program karena biasanya
mereka berada di atas kategori pendapatan “40% terbawah” yang merupakan target utama program
perlindungan sosial pemerintah (Dharmasaputra, 2020).

Menyikapi tantangan yang dihadapi untuk menyesuaikan mekanisme penargetan dan penyaluran
bantuan sosial terhadap kondisi pandemi, pemerintah memperkenalkan beberapa inisiatif baru dalam
pendekatan penargetan program bantuan sosial, khususnya untuk program-prorgam baru yang
dilaksanakan karena pengaruh COVID-19. Tidak seperti perluasan program reguler seperti PKH yang
menggunakan DTKS sebagai sumber data penerima manfaat, program-program baru, seperti program
bantuan sosial Jabodetabek dan non-Jabodetabek, memadukan DTKS dan data dari basis data lokal
yang diserahkan oleh pemerintah daerah untuk membuat daftar penerima manfaat. Berbeda dengan
model-model penargetan penerima manfaat program semacam ini, Kartu Prakerja menggunakan ‘on-
demand system’ (sistem berdasarkan permintaan calon penerima) dengan ketentuan siapapun yang
berusia 18—65 tahun dan tidak bersekolah dapat mengajukan permohonan untuk mendapat manfaat
program yang mencakup kupon pelatihan dan bantuan tunai.

Kaitan antara tanggapan pemerintah terhadap COVID-19 dan ketahanan pangan dapat dilihat dengan
lebih jelas pada program perlindungan sosial yang sudah ada, seperti bantuan tunai bersyarat (PKH)
dan bantuan pangan (Program Sembako/BPNT). Pemerintah tidak hanya menaikkan nilai bantuan
tetapi juga memperluas cakupannya (Tabel 9). Pertama, pemerintah menambahkan Rp8,3 triliun ke
PKH untuk memperbesar jumlah penerima program dari 9,2 juta menjadi 10 juta rumah tangga mulai
April 2020. Pemerintah juga menaikkan nilai bantuan PKH sebesar 25%. Kedua, pemerintah
menambah jumlah penerima Program Sembako/BPNT dari 15,2 juta menjadi 20 juta rumah tangga.
Seperti halnya PKH, pemerintah memperbesar nilai bantuan Program Sembako/BPNT sebesar 33%
selama 9 bulan, dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per rumah tangga per bulan. Untuk keperluan ini,
pemerintah menambahkan Rp10,9 triliun ke program BPNT. Ketiga, pemerintah mengalokasikan Rp25
triliun untuk menyalurkan paket bantuan pangan di wilayah Jabodetabek. Keempat, pemerintah
memutuskan untuk menyediakan bantuan langsung tunai (tanpa syarat) yang disebut Bantuan Sosial
Tunai (BST) ke 7,5 juta rumah tangga. Dalam program ini, tiap rumah tangga penerima manfaat akan
menerima Rp600.000 per bulan (Hastuti, Ruhmaniyati, dan Widyaningsih, 2020).

Kenaikan 67% pada rencana stimulus ekonomi ketiga dibandingkan dengan rencana pertama
menunjukkan peningkatan signifikan pada respons kebijakan pemerintah terhadap COVID-19. Namun,
perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa Indonesia mungkin perlu
mengalokasikan lebih banyak dana untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 secara lebih efektif.
Secara persentase produk domestik bruto (PDB) tahun 2018, rencana stimulus ekonomi terbaru dari
Pemerintah Indonesia (Rp677,2 triliun atau US$47,6 miliar) berada pada kisaran 4,6%. Angka ini jauh
lebih rendah dari Singapura (11%), Malaysia (18%), atau Jepang (20%) (Bata, Muslim, dan Mariska,
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2020). Kamar Urusan Dagang dan Industri menyarankan agar Indonesia menaikkan besaran paket
stimulus ekonominya menjadi Rp1.600 triliun (US$113,5 miliar) atau sekitar 11% PDB.

Terbatasnya paket stimulus COVID-19 Indonesia dapat dilihat pada alokasi anggaran untuk program
perlindungan sosial. Meski pendanaan untuk program-program ini mengalami kenaikan sebesar 85%,
dari Rp110 triliun pada pengumuman pertama menjadi Rp203,9 triliun pada pengumuman ketiga,
telaah yang lebih mendalam terhadap bantuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran
membatasi kapasitas pemerintah untuk memberikan bantuan ekonomi kepada kelompok miskin dan
rentan untuk meringankan dampak ekonomi COVID-19. Hal ini dapat dilihat pada program-program
baru yang dikenalkan untuk menghadapi pandemi, seperti program bantuan sosial. Meski pemerintah
memperpanjang durasi program ini sampai akhir tahun, pemerintah juga mengurangi besaran
bantuan yang diterima setiap rumah tangga penerima sebesar 50%. Walau jumlah ini tentu saja masih
bermanfaat bagi penerima untuk meringankan dampak negatif COVID-19, jumlah transfer tersebut
mungkin terlalu kecil untuk benar-benar dapat mencegah rumah tangga tersebut agar tidak jatuh ke
jurang kemiskinan.

Efektivitas program-program perlindungan sosial dalam membantu rumah tangga mengatasi dampak
COVID-19 juga terganggu oleh beragam permasalahan dalam pelaksanaan program mulai dari
keterlambatan dalam penyaluran program bantuan hingga salah sasaran. Sebagian pihak menilai
bahwa permasalahan ini disebabkan oleh kekakuan prosedur birokrasi dalam memproses pemberian
bantuan (Taher, 2020a). Namun, lebih dari itu, permasalahan ini berakar pada tidak adanya
infrastruktur kelembagaan yang baik yang memungkinkan pemerintah di tingkat pusat maupun
daerah untuk secara efektif mengatasi bencana berskala besar, seperti COVID-19. Inti dari
permasalahan ini adalah tidak adanya mekanisme yang tepat untuk memperbarui DTKS yang berisi
daftar rumah tangga yang berhak menerima bantuan perlindungan sosial (Oley, 2020). Meski menjadi
pihak yang paling mengerti tentang kekurangan sistem yang ada saat ini dalam mengidentifikasi dan
memperbarui daftar calon penerima program perlindungan sosial, Pemerintah Pusat belum
mengembangkan sistem yang dapat mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah
di tingkat daerah dalam melakukan pemutakhiran basis data. Tidak adanya mekanisme yang tepat
untuk memperbarui basis data menimbulkan banyak kesulitan bagi pemerintah untuk
mengoordinasikan program-program perlindungan sosial yang disalurkan untuk menghadapi dampak
pandemi COVID-19.

Bagian ini merekomendasikan beberapa tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi dampak
pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi. Mengingat pandemi masih berlangsung
hingga saat ini, masih banyak ketidakpastian tentang bagaimana COVID-19 akan mempengaruhi
ketahanan pangan dan gizi dalam beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun yang akan datang.
Meski sudah berlangsung lebih dari lima bulan sejak kasus COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia,
tingkat penularan di negara ini masih tinggi. Sejak pekan kedua Juli 2020, jumlah kasus positif COVID-
19 yang teridentifikasi naik rata-rata sebesar lebih dari 1.500 kasus per hari, atau lebih tinggi daripada
bulan-bulan sebelumnya (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020). Berdasarkan analisis
atas dampak pandemi terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam beberapa bulan terakhir,
laporan ini mengajukan beberapa rekomendasi kepada pengambil kebijakan untuk mengatasi dampak
COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi.




Ketersediaan Pangan

1. Produksi beras diprediksi akan lebih rendah tahun ini dibandingkan 2019. COVID-19 mungkin

juga akan memengaruhi pasar beras internasional. Oleh karena itu, mempertimbangkan semua
fakta dan risiko tersebut, pemerintah perlu memantau secara ketat stok beras dalam negeri dan
menerapkan kebijakan dagang yang lebih fleksibel serta melakukan penyesuaian impor dengan
cepat pada saat dibutuhkan. Keterlambatan dalam mengambil keputusan dalam hal ini dapat
mengakibatkan konsekuensi serius bagi ketahanan pangan Indonesia.

. Untuk mengatasi dampak negatif COVID-19 terhadap produksi pangan dalam negeri,

pemerintah perlu mempertahankan insentif bagi petani untuk terus melakukan produksi
pangan dengan menjamin pasokan input, mobilitas buruh tani, kelonggaran untuk pelunasan
pinjaman, dan saluran penjualan ke pasar untuk beras dan komoditas pangan lain. Hal ini
memerlukan mobilisasi sumber daya dari beragam sumber, seperti Dana Desa dan perusahaan
start-up teknologi keuangan pertanian.

. Untuk pengecer dan konsumen, diperlukan perbaikan dalam sistem transportasi dan sistem

rantai pasok untuk memastikan bahwa komoditas pangan—khususnya barang-barang yang
mudah rusak, seperti sayuran, buah, ikan, dan daging—tetap tersedia dan harganya tidak naik.

Akses Pangan

1. Pemerintah perlu terus memastikan bahwa semua rumah tangga miskin dan rentan

mendapatkan bantuan sosial yang cukup untuk mengurangi dampak ekonomi COVID-19
terhadap kesentosaan mereka, khususnya kecukupan konsumsi pangan. Karena pandemi dapat
memberi pengaruh berbeda terhadap berbagai kelompok sosial-ekonomi yang berbeda,
pemerintah perlu memperhatikan kondisi kelompok-kelompok tertentu, yakni mereka yang
bekerja di sektor informal, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan rumah
tangga yang dikepalai perempuan.

. Untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap kerawanan pangan dan gizi, pemerintah tidak

hanya perlu mempercepat upaya memperbarui DTKS tetapi juga perlu memperbaiki mekanisme
pendaftaran agar dapat memperbarui DTKS secara berkala. Pemerintah juga perlu
mengembangkan mekanisme untuk mencocokkan basis data PKH dan Program Sembako,
mengingat satu program mencantumkan nama perempuan sebagai penerima hak, sementara
program lainnya menggunakan nama kepala rumah tangga (biasanya laki-laki).

. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk memperpanjang pemberian

bantuan sosial kepada kelompok miskin dan rentan, khususnya mereka yang tidak tercakup oleh
program-program bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, setelah PSBB di daerah mereka
berakhir. Pemerintah juga perlu memikirkan kemungkinan memperpanjang penggunaan
sebagian Dana Desa untuk bantuan sosial selama pandemi. Hal ini akan membantu
memperbesar cakupan program perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Selain
memperkuat program-program perlindungan sosial yang sudah ada, pemerintah juga perlu
mendukung berbagai inisiatif yang dilakukan organisasi nirlaba atau organisasi masyarakat
untuk membantu kelompok miskin dan rentan agar dapat mengakses pangan yang cukup.

Pemanfaatan Pangan
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1. Pemerintah perlu memastikan agar anak-anak, perempuan usia subur, serta ibu hamil dan ibu

menyusui dapat mengakses layanan kesehatan dasar. Oleh karena itu, posyandu dan
puskesmas—khususnya yang tutup atau berhenti beroperasi dalam beberapa bulan terakhir
akibat COVID-19—perlu dibuka kembali tanpa mengorbankan kesehatan tenaga kesehatan
maupun pasien. Pemerintah harus mengembangkan protokol kesehatan khusus dan cara-cara
baru untuk mengoperasikan fasilitas kesehatan dasar untuk menyikapi COVID-19.




2. Pemerintah harus melanjutkan program pemberantasan cacingan, meski masih dalam masa
COVID-19 sekalipun, untuk mengurangi prevalensi cacing perut yang ditularkan melalui tanah
pada anak-anak. Hal ini harus dilakukan dengan memberikan obat cacing ke semua anak usia
prasekolah dan usia sekolah, khususnya di daerah miskin, meski sekolah tutup.

3. Upaya khusus juga diperlukan untuk terus memperluas akses air bersih, khususnya untuk
kelompok miskin dan rentan. Perluasan akses air bersih ini dibutuhkan tidak hanya untuk
meningkatkan pemanfaatan pangan tetapi juga untuk menjaga kesehatan.

Gizi
1. Untuk mencegah malnutrisi akut dan kronis selama krisis, pemerintah perlu memperluas
pemberian makanan tambahan, seperti biskuit fortifikasi, khususnya untuk membantu anak-
anak serta ibu hamil dan ibu menyusui dari kelompok rentan yang tidak tercakup oleh PKH agar
mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka. Tujuannya adalah mencegah stunting

atau wasting pada anak-anak dan juga defisiensi mikronutrien di antara anak-anak tersebut dan
ibu mereka.

2. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penerima program
perlindungan sosial dan gizi tentang menu sehat dan cara mencegah malnutrisi. Hal ini bisa
dilakukan, misalnya, dengan meningkatkan pengetahuan kader posyandu dan fasilitator PKH
dan kualitas pertemuan pembinaan tentang pengasuhan anak yang, antara lain, mencakup
masalah gizi. Jika tidak, terdapat risiko tinggi pada kalangan rumah tangga penerima manfaat
program, khususnya PKH, untuk tidak menggunakan porsi kenaikan nilai transfer yang diberikan
untuk menyediakan menu yang lebih beragam.

Bab ini telah menunjukkan bahwa COVID-19 akan memiliki dampak serius terhadap ketahanan pangan
dan gizi, kecuali kebijakan perlindungan sosial bisa benar-benar efektif. Dampak dari terganggunya
pemasaran dan rantai pasok selama pandemi menambah besar tantangan yang dihadapi pemerintah
dalam menjamin ketersediaan pangan. Tingkat kemiskinan sudah meningkat dan, oleh karena itu,
mengakibatkan tekanan pada kemampuan masyarakat untuk membeli pangan dan menjaga kuantitas
serta kualitas konsumsi pangan. Malnutrisi kemungkinan besar akan meningkat di berbagai wilayah
karena rumah tangga yang lebih miskin kemungkinan akan menaruh perhatian utama mereka pada
upaya menyediakan kuantitas pangan yang cukup untuk anggota keluarga daripada memperhatikan
kualitas menu yang beragam. Selain itu, pandemi ini juga berpengaruh terhadap akses dan
penggunaan fasilitas kesehatan yang sangat penting bagi ibu hamil dan ibu menyusui, serta anak.
Pemerintah perlu terus mengambil tindakan yang relevan untuk mengurangi dampak negatif COVID-
19 terhadap ketahanan pangan dan gizi.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan laporan ini dan memberikan beberapa rekomendasi bagi Indonesia
untuk memperkuat kebijakan dan program dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Indonesia telah mencatat beberapa kemajuan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan
gizi. Akses pangan meningkat dan angka gizi kurang menurun pada semua kategori usia. Namun,
beberapa persoalan jelas tampak di depan mata. Meski telah menunjukkan perbaikan, ketersediaan
pangan dan keragaman pangan masih perlu ditingkatkan. Bagi banyak penduduk miskin dan rentan,
harga tetap menjadi kendala utama untuk meningkatkan akses pangan. Pada saat yang sama,
keragaman persediaan pangan juga perlu ditingkatkan. Konsumsi buah dan sayuran masih rendah
menurut standar internasional. Diperlukan upaya sistematik untuk meningkatkan bukan hanya pola
makan masyarakat tetapi juga ketersediaan pangan yang beragam dengan harga terjangkau.

Indonesia juga menghadapi masalah dan tantangan baru dalam bidang gizi akibat timbulnya tiga
beban malnutrisi. Meski beberapa perkembangan penting telah dicapai oleh pemerintah dalam
mengurangi stunting, gizi kurang, dan wasting, gizi lebih yang diukur berdasarkan kelebihan berat
badan dan obesitas sudah meningkat sejak awal 2000. Pada saat yang sama, Indonesia juga harus
mengatasi tingginya prevalensi ‘kelaparan terselubung’ atau defisiensi mikronutrien, khususnya di
antara anak-anak, perempuan usia subur, serta ibu hamil dan ibu menyusui.

Selama beberapa dekade, peningkatan ketahanan pangan dan gizi sudah menjadi agenda
pembangunan Indonesia. Hampir setiap bidang ketahanan pangan dan gizi tercakup dalam kebijakan
dan rencana aksi pemerintah yang dalam beberapa hal tumpang-tindih. Akan tetapi, silo organisasi
yang terbentuk di beberapa kementerian tidak mendukung koordinasi atau integrasi program.
Akibatnya, tidak banyak kolaborasi atau pengayaan antarkebijakan dan antarprogram yang dilakukan
oleh kementerian berbeda. Contoh kasus yang nyata adalah penggalakan pola pangan sehat yang
diawasi oleh Kementan dan Kemenkes. Meski terdapat potensi keterkaitan di antara keduanya,
kendala kelembagaan membuat kedua lembaga ini tidak dapat membangun kolaborasi yang efektif;
Kemenkes memfokuskan perhatian pada persyaratan gizi suatu menu tanpa menghubungkannya
dengan sisi persediaan pangan beragam (perhatian Kementan) sementara Kementan memfokuskan
perhatian pada ketersediaan pangan tetapi kurang memberikan perhatian pada nilai gizi dari pangan
yang diproduksi (perhatian Kemenkes).

Kurangnya koordinasi kebijakan dan program mungkin bukan satu-satunya faktor yang menghambat
perkembangan sistem pangan yang lebih beragam untuk mewujudkan pola pangan yang sehat.
Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang dapat memberi masukan untuk perbaikan program menjadi
faktor lain yang ikut berpengaruh. Hal ini dapat menjelaskan relatif lambatnya tanggapan pemerintah
dalam mengatasi tantangan-tantangan baru yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan ketahanan
pangan dan gizi. Misalnya, agar dapat sepenuhnya mengatasi tiga beban malnutrisi, diperlukan
perombakan keseluruhan sistem pangan untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas jangka
panjang masyarakat serta meningkatkan mata pencaharian petani kecil, baik laki-laki maupun
perempuan.

Pemutakhiran Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia ini juga menyoroti beberapa
bidang dalam sistem informasi ketahanan pangan dan gizi Indonesia yang perlu diperkuat. Misalnya,
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selama lebih dari satu dasawarsa Indonesia belum mengumpulkan data representatif tentang
defisiensi mikronutrien, kecuali untuk anemia. Data tentang distribusi dan efektivitas tablet tambah
darah di kalangan perempuan dan remaja putri atau obat cacing pada anak-anak juga tidak tersedia
karena tidak adanya evaluasi yang ketat terhadap program-program pemerintah terkait hal ini.
Akibatnya, pemahaman yang baik tentang dampak program-program yang didanai oleh anggaran
kesehatan pemerintah dari tahun ke tahun pun sulit didapatkan.

Tanpa data terbaru tentang kesejahteraan rumah tangga yang dikumpulkan secara berkala, upaya
untuk memperluas program perlindungan sosial Indonesia juga menjadi masalah besar yang berimbas
pada kurangnya kapasitas untuk memitigasi dampak negatif yang ditimbulkan guncangan berskala
besar sebagaimana dampak yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Tanpa data rutin tingkat rumah
tangga, akan sulit bagi pemerintah untuk menentukan dan meningkatkan cakupan dan efektivitas
kebijakan dan program terkait ketahanan pangan dan gizi. Data semacam ini diperlukan untuk dapat
memantau secara efektif kelompok dan daerah mana yang berisiko tertinggal dan membutuhkan
perhatian khusus.

Ketimpangan gender menjadi isu krusial lain yang dapat menghambat upaya Indonesia untuk
meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Meski pemerintah telah mengarusutamakan gender dalam
target-target pembangunannya dalam dua dekade terakhir, ketimpangan gender masih terjadi dalam
hal partisipasi dan akses terhadap peluang dan sumber daya sosial-ekonomi. Mengingat ketimpangan
ini telah berurat akar dalam sistem budaya dan nilai setempat, langkah yang bisa diambil pemerintah
adalah melalui kebijakan dan program yang didasarkan pada analisis situasi yang menunjukkan
strategi untuk secara bertahap mentransformasikan hubungan gender yang ada menuju partisipasi
penuh laki-laki dan perempuan dalam segenap bidang kehidupan demi kebaikan keluarga dan
masyarakat secara keseluruhan. Analisis semacam ini membutuhkan tidak hanya data yang lebih
terpilah gender tetapi juga analisis kontekstual atas ketimpangan gender.

Terakhir namun tak kalah penting, karena kerawanan pangan dan gizi kurang kemungkinan akan
meningkat akibat pandemi COVID-19, tugas pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan
pangan dan gizi penduduk, khususnya kelompok miskin dan rentan, makin berat selama dan sesudah
pandemi. Meskipun demikian, COVID-19 juga dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk
meningkatkan kebijakan dan programnya. Misalnya, tantangan untuk meringankan dampak COVID-
19 terhadap ketahanan pangan dan gizi dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk
mempercepat pengembangan sistem-sistem yang dapat memastikan pembaruan data secara berkala
pada DTKS.

Meski sudah meraih beberapa kemajuan penting dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan
gizi sejak penyusunan Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia Tahun 2014-2015,
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam rancangan dan pelaksanaan kebijakan dan
program yang dapat membantu mencapai TPB/SDG 2. Terjadinya pandemi COVID-19 yang tak terduga
menambah lebih banyak tantangan yang dihadapi karena pandemi ini berpengaruh buruk terhadap
hampir setiap aspek ketahanan pangan dan gizi, serta aspek-aspek lain dari pembangunan manusia,
kecuali jika masyarakat mendapat dukungan yang kuat dari kebijakan perlindungan sosial yang efektif.
Kebijakan semacam itu juga akan memungkinkan masyarakat untuk bangkit kembali dengan lebih baik
dan cepat ketika kondisi membaik. Upaya bersama perlu dilakukan di berbagai bidang secara bersama-
sama agar pemerintah dapat kembali ke jalur dan mengarahkan negara menuju pencapaian TPB/SDG
2 dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.
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Mengingat hal-hal tersebut di atas, Pemutakhiran Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di
Indonesia Tahun 2019-2020 ini pun mengajukan beberapa saran pokok sebagai berikut.

Secara umum, pemerintah perlu memperluas fokus kebijakannya guna mengatasi tiga beban
malnutrisi dan meningkatkan upaya menggalakkan pola makan seimbang.

(1)

Perluas fokus kebijakan untuk menanggulangi bukan hanya stunting melainkan juga tiga beban
malnutrisi. Indonesia tidak hanya menghadapi permasalahan stunting dan wasting tetapi juga gizi
lebih dan defisiensi mikronutrien yang kian meningkat. Tiga beban malnutrisi sudah terjadi dan
perlu ditanggulangi demi mencegah hilangnya produktivitas masyarakat dan tingginya biaya
asuransi kesehatan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memperluas fokus kebijakannya
untuk memperhatikan bukan hanya stunting dan wasting melainkan juga memperhatikan
persoalan gizi lebih dan defisiensi mikronutrien. Pengetahuan yang lebih baik tentang berbagai
bentuk malnutrisi perlu diberikan kepada pejabat pemerintah yang menangani perencanaan
pembangunan manusia dan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kedua, pengumpulan dan analisis data yang lebih terpilah (menurut usia, jenis kelamin, gender,
dsb.) akan sangat diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat secara umum untuk mengatasi tiga
beban malnutrisi secara efektif. Banyak informasi penting tentang aspek tertentu dari malnutrisi,
seperti defisiensi mikronutrien, yang masih belum tersedia dan memerlukan survei yang
representatif.

Galakkan pola makan seimbang melalui pendekatan yang komprehensif, baik dari sisi
permintaan maupun penawaran. Rendahnya keragaman pangan yang dikonsumsi banyak—kalau
bukan malah sebagian besar—orang Indonesia kebanyakan disebabkan oleh kurangnya kesadaran
akan pentingnya menu makanan yang beragam dan sehat. Di satu sisi, permintaan dan konsumsi
pangan yang beragam masih kurang. Namun, di sisi lain, ketersediaan pangan yang beragam
dengan harga terjangkau juga masih terbatas. Oleh karena itu, penggalakan pola makan seimbang
harus dilakukan melalui komunikasi perubahan sosial dan perilaku yang efektif terhadap
masyarakat.

Sebagai langkah pertama untuk menggalakkan pola makan seimbang, pemerintah perlu tidak
hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting pola makan seimbang bagi
kesehatan tetapi juga mendorong dan memfasilitasi perubahan perilaku konsumsi pangan. Pada
2014, Kemenkes menerbitkan panduan baru tentang pola makan seimbang yang dikomunikasikan
melalui slogan “Isi Piringku”. Slogan ini telah dilembagakan pemerintah dalam Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS.

Strategi komunikasi massa yang sangat baik dan penjangkauan ke masyarakat luas diperlukan
untuk menyosialisasikan panduan pola makan seimbang dan menggalakkan perubahan perilaku.
Selain komunikasi massa—termasuk melalui media sosial-saluran-saluran komunikasi yang lebih
tradisional, seperti sekolah, puskesmas, posyandu dengan kader sukarelawannya, dan fasilitator
PKH yang secara rutin mendatangi penerima manfaat perlindungan sosial, juga bisa digunakan.
Bahan pangan yang beragam perlu disediakan di e-warong Program Sembako bagi mereka yang
mengandalkan perlindungan sosial dan di pasar untuk masyarakat umum dengan harga
terjangkau.

Agar dapat mencapai target-target strategis tersebut, pemerintah harus meningkatkan kebijakan dan
program dalam mengatasi masalah dan tantangan dalam peningkatan produksi pangan,
meningkatkan akses pangan masyarakat, dan meningkatkan pemanfaatan pangan.

54




(3)

(4)

(5)

Tingkatkan akses masyarakat terhadap pangan beragam melalui pengembangan sistem pangan
yang beragam, tahan terhadap guncangan, dan peka gizi. Untuk lebih mendukung penggalakan
pola makan seimbang, pemerintah perlu memastikan dan memfasilitasi produksi pangan beragam
dengan cara yang mampu melestarikan dan menyesuaikan dengan lingkungan dan sebaik
mungkin memanfaatkan keterampilan petani laki-laki maupun perempuan, serta perlu membuat
produsen bahan pangan dan keluarga mereka mampu hidup layak, memungkinkan pemasaran di
wilayah setempat dan daerah-daerah yang kekurangan, dan memastikan ketersediaan pangan
beragam dengan porsi sayuran, buah-buahan, dan sumber protein yang lebih banyak di pasar-
pasar dengan harga terjangkau. Yang dibutuhkan adalah gerakan menuju sistem produksi
pertanian yang tidak hanya lebih beragam dan gizi sensitif dengan menjadikan produksi beras (dan
pangan pokok lain) sebagai pijakan bagi populasi yang terus bertambah tetapi juga menciptakan
ruang bagi produksi sayuran dan buah-buahan, serta sumber protein nabati dan hewani.

Paket investasi, ketersediaan input, dan layanan penyuluhan pertanian perlu disediakan oleh
pemerintah atau sektor swasta dapat didorong untuk mengembangkan pertanian kontrak untuk
budi daya buah-buahan dan sayuran yang bernilai lebih tinggi meski tak tahan lama . Penggunaan
layanan penyuluhan digital yang menghadirkan inovasi bagi komunitas produsen bahan pangan
dapat dipertimbangkan jika hal ini belum tersedia. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk
memastikan bahwa struktur dan teknologi produksi tahan terhadap guncangan iklim yang
kemungkinan besar akan memengaruhi sistem pertanian Indonesia di waktu mendatang.

Peningkatan harus dilakukan pada sistem distribusi barang tak tahan lama, seperti buah-buahan
dan sayuran, serta ikan dan daging. Peningkatan ini mencakup pengembangan rantai pasok lokal
untuk produk tak tahan lama yang memungkinkan konsumen untuk memiliki opsi lebih baik dan
sekaligus membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik untuk produk mereka. Perbaikan
sistem rantai dingin